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FERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOE 15 TAHUN 2024

TENTANG
TOLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDARK PTLAYANAN
WINIMAL LNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PANCGAN DAN
FEOFN UL RA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULIU RA

NENGAN B &AIMAD TUHAN YANG MAHA ESA
GUBRERNUR RIAL,

Meniribm g baliwa untuk melsksanakan ketentuan Pasal 38 avat [2),
Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayal (2] Peraturan Mentcr Laiam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Lavanan Ui
Daer«ih, perlu menctapkan Peratran Gubernur fenking Pola
Tata kelola, Rencana Strategis dan  Standar  Pulavanan
Minimial  Unit Pelaksana  Teknis  Perlindungan  Tananian
Pangan Dan Hortikultura Dinas Pangan Tanuman Pangan
Dan Hortilzultura;

Menghieat 1. Pasal 18 avat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoncsia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perhendaharaan DNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 4333) sehagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tenlang Kcbijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistemn Kevangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 [Coid-
19y dan/atan Dalam Rengka Menghadapl Ancaman W%irg
Menmibahavakan  Perekonomian  Nesivanl — dan/atau
Syabilitas Sistem  Keuangan Menjadi Undang-Undung
(Le}ﬂbar;m Negara Republik Indoncsia Tahun 2020
Nomor 134.Tanibahan Lembaran Negara Nomor 6516];

3

3. Undang - Undang Nomweor 12 Tuhun 2011 tenfang
Pembentukar: Peraluran Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahuan Lembaran Negam  Republik
Indonesia Nomor 5234 sehagiiimana  telah  ditbah
heberapa kali Lerakhir dengan Undung-Undang Nomor 13
tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraluran  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 68013,
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
FPemerimtahan Dacrah  (Lembaran  Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5587}, sebagaimana
telah  diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant! Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Ciplta Kerjp Mendadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lenibzuan Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Risu {Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808}

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun "2005 tcntang
Pengelolann Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Naomor 48,
Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4502) sebagmmana telah diubah  dengan  Peraturan
Pemierintah  Republik Indon esta Nomor 74 tahun 2012
tentang Perubzhan Atas [Pcraturan Pomcrintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Fengelolaan Keuanpan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negarn Republik Indonesia
NOMIOr 3340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 fentang
Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembamn Negara
Republiik Indonesta Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lemtraran Negarn Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menter: Dalamn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pombentukan Produk Iukum Daerah (Berila
Negara Republik [ndongsia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Balam  Negeri  Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas DPeraturan Menteri Dalam Negerl Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Baerah (Berla Neguara Republik Indonesia Tahun 2019
MNomor 157);

Peraturan Mentert Dalam Neged Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Neégara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Podoman Teknis Peongelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
l'F?.ﬁl];

Peiaturan, Dacrah Provinst Riau Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Provinsi Riau [lemhbaran Traerah Provinal Hiau Tabun

2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah heberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Rlau Nomor
5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provingl Riau [Lembaran
Naerah Prazins! Riau Tahun 2024 Neamor 5);
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PERATURAN GUBERNUR TENTANCG: POLA TATA KELOLA,
RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LUNIT

PELAKSAXA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PANGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIEULTURA.

BAB |
KETENIUAN LRI

Bagian Kesatu
Fengertian

Pasal 1

Datam Peratamn Gubenur ini yang dimakswd dengan:
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Diersah adalah Provinsi Riau.
Femerintabh Provingd adalabh Pemerintah Provns Riau.
{rubernur adalah Gubernur Riau,

linas adalah Dinas Pangan ‘lanaman  Pangan dan
Hortikultura Proving Riau,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Tanaman
Pangan dan HortikultUra Prosinst Riau.

Peranglkat  Daerah  adalsh Perangkal  Daecrah d
Lingkungan Pemerintah provins) Riau.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pungan
tam Hortikulturs Dinss Pangan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau yang selanjutnva disebut UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hornkuttura adalah
Unit Pelaksana Tcknis pada Dinas Pangan ‘Tenaman
Pangan dan HortiktltUra Prosinsi Rial.

Kepala WUPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura wvang selanjutinva disebut  Kepala UPT
adalah Kepals UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Dinas  Pangan Tanaman  Pangan  dan
[Tortllkultura Provins! Riauw.

Badan Layanan Umum Dagrah vyang sclanjutnva
disingkal BLUD adalah sistem vang diterapkan oleh unit
pelaksana teknis dinas dalam memberikan  pelayanan
kepada masiearakal yung mempunyal flesibilitas dalam
pola pengelotaan keuangan sebagal pengecualian dan
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Permimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan
dan llomikultura yvang sclanjutnya disebuf Pemimpin
adalah Pejabar Pengelola vang bortugas miemimpin
BLUD,

Flelesibilitas  adalah  keleluasaan  dalam  pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktel bisnis yang schat
untuk meningkatkan lavanan kepada masvarakat tanpa
mencari - keuntungan  dalam  rangka memapukan
kesejahteraan umum dan  meneidaskan kchidupan
Liangsa.
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Pralkktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan
flngsl organisas! berdasarkan kaldah-kaidah manajemen
vang baik dalam rangka pemberian  lgvanan  vang
hermutu, berkesinanibungan dan berdava sang,

Rencana Bisnis Anggaran yang selanjuinya disingkat
EBA adalah dokumen perencanadn bisnis dan anggaran
tahiunan yang berisi programl, kegiatan, target kinerja
dan anggaran BLUL.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wvang selatjutiiva
disingkat FPRD adalah Kepala SKPKD yang mempunyii
tugas meiaksantakan pengelolazn APBD dan bertindalk
seiyagal bendahara umum daerah.

Standar Pelav anan Minitmal vang Selanjurnya disinglaf
SFM adalah  kelentuan  mengenal  jenis  dan  muiu
pclayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahian
yang berhak dipcrolch sctiap pelanggan sccara minimal.

Pelayanan Dasar  adalah pelayanan publik uniuok
memenuhi kebutuhan dasar Pelanggan.

Jenis Pelayanun Dasar adalah jenis pelavianan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar vang berhak diperolch oleh pelang gan  secara
minimal,

Mittll Pelayanan Dasar adalab ukuran kuantitas dan
leualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sona
-pegﬂenuhan secara  minimal dalam  Pelayanan Dasar
sesual dengan standar teknis ggar hidup secara lavak.

Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tafs kelola UPT
Penguijian dan Serfifikas’ Mutu Barang vang menerapkan
BLUD.

Rencarm  Strategls yang  selanjulnya  discbut Renstra
adalah dokumen perencanagan BLUD untul: periode 5
(ima)] tahunan  scbagal dasar penyusunan Rencana
Risnis dan Anggaran BLUD.,

Sawmen  Kerja  Peranglar  Daerah  yang  selamutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
pemierintal selakll  pengguna  Anggarean/pengguna
harang.

Ange:amn Pendapatan dan Belanja Daerdh  selanjutmya
disinglkar APBD adalah rencana keuangan iahunan
pemerintah daerah yang dibashas dan disctul bersama
oleh kepala daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Rencana Keria dan Anggaran SKPD yang  selanjulanya
disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
Penganpggaran vang berisi rencana pendapalan, [cncana
belanja pmgram dan  kegiatan 3KPD  serta  rencans
perbiavaan sebagal dasar penyusunan ABD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya dismgkadi
DA adalah dokumen vang memuat pendapalan, belanja
dan  pembiayaan  yang  digunakan sebagal  dasar
ptlaksanaan angearan.
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Rekening Kas BLUD adalah tempat peryimpanan uang
BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ  vang  bertugas  melakukan
pengawasan iterhadap pengelolaan BLUD,

Tarif Lavanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa
veng diberikan olch BLUD tormasuk imbal hasil yang
wajar dart investasi dana, dapact  bertyjuan  untilk
meputup  seluruh  atau sebagian dard biava per unit
livanan.

Unit Peiaksana Teknis yang selanjumya dismgkar UPT
adalah  unit pclaksana Tcknis yang mclaksanakarn
kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan telinis
pEnUIjang lerleniu sehalsu kuasa pCIEEUNA
angegaran/kuasa pengguna barang,

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Fasul2

Feraturan Gubernur ini dimaksudkan scbagal pedonian
dalam pengelolaan dan  penyusunan  kebijakan pada
BLUD  UPT  Perlindungan Tanuman Pangan  dan
Hortikultura,

Peraturan Gubertiur inf bertujuan untuk menciptalkan
peningkatan  pclavanan dan  fleksibilitas  pengelolaan
keuangan yang dilakukan oleh BLUD UPT Perlindungan
‘fanaman Pangan dan Hortikultura,

Hagian Ketga
Ruang Lingkup

Fasal 3

Puang Lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi:

a.
h *
C.

1]

Fola Tata kelola;
Renstra; dan

SPM.

BAB II
POLA TATA KELOLA

Bagian kesatu
LImatimsg

Pasal 4

Tata Relola dalam pengelolaan BLUD UPT Peodindungan
Tanaman Pangan dan Horfikullura berdasarkan prinsip:

A lransparansi;
b, akuntabilitas:
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¢. responsibilitas; dan
d. independen; dan
e. kewdjaran,

Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf
a4 merdpakan gsas keterbukaan vang didasarkan pada
keocbasan mengalimya inflormas) sehinges pihak yang
membutuhkan informasfi dapat langsung menerimanyva.

Aluntabilitas schagaimana dimnaksud pada ayat (1) huruf
b adalah kejelasan fungsi, strukour, sistem vang
dipereayvakan pada BLUD UFT Perlindunzan Tanaman
Pangan dan  Horrbkultura agar pengelolasnnevn dapat
dipetangglung jfawabkan,

Responsibilitas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
hurufc merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam
pengelolaan  organisasi  terhadap prinsip  bisnis yang
sehiat serty peraturan perundang-undangan.

Independen sebagaimana dimalksud pada avat (1) huruf
d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi sccara
prolessional lanpa bDomiuman kopontingan dan pengarih
atall tekanan darl pihak mana pun yang tidak sesuai
dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  prinsip
Disnis vang schat,

kKewajaran sehagdmana dimaksud pada ayat (1) hum!l ¢
merupakan keadilan dan kesetarzan d dalam nicmentibn
hak-hak dan kewgjlban stakeholders  yang  timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal o

Ruang lingkup FPola Tata Kelola BLUD UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura memuat:

a
b,

@ A @
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kelermbagaan,

prosedur kerja;

pengelompokan fungsi pelayanas,
pengelolaan sumber daya manusia;
pengelofaan keuangan BLUD; dan
pengelolaan limbah,

Bagian Kedua
Kdembagaan

Puragral 1
Pejabatl Pengclola dan Pegawai

Fasal 6

Sumber Daya  Manusia BLUD UPT  Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikuliura terdirl atas:

a, Pejabar Pengelola; dan
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b. Pegawal.

Pejabat Pengelola scbagaimnana yang dimalisud pada avat
(1} horuf 2 bertanggiingjawab lerhadap kinerja umumn
cperasional, pelaksanpan  kebijakan Floksibilitus  dan
kewzangan BLUD dalam pemberian lavanan.

Pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menycleng_gamkan  kegiatan uniuk mendukung kinerja
BLUD,

P'ejuabat Pengelola dan Pegawal BLUD berasal dari:
a. pegawal negeri sipil; dan/atau

b. peguwal pemerintah dengan perjanjlan korja, sesuat
dengan keteniuan peraturan perundang-undangan.

BLUD dapat mecngangkat Pejabat Pengelola dan Fegawai
sclain  scbagaimana  dimaksud  pada  avat (4] dad
profiesional lainnya, o

Pengangkatan sebagaimana  dimaksud pada avar (5
seslal déongan kebutuhuan, profesionalitas, kemampuan
kenangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis
tdan produletif dalam meningkatkan pelayanan.

Pelabat Pengelola dan pegawsi yang berasal dari tenaga
profesional lainnya schagaimana dimaksud pada avar (5)
dapat dipekerjakan secara kontrak atau iclap.

Pejabat Pengelola vang herasal darl tenaga profosicanal
lainnyva sebagaimana dimaksud ayvar (5] diangkar untulk
masa jabatan paling lama 5 {lima} (abun, dan dapal
dlangkat kembali untuk 1 (sat kali pcenode masa
jabatan berikurnva,

Penganelkatan kemball untuk masa jabatan berkutnyva
paling tinggi berusia 80 {enam puluh} tahun.

Pengadaan Pejabal Peoogelola dan pegawal yang bauasal
darf profssional lainnva sebagaimana dimasksud pada
avar (3] dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan
komposis! yang telah disetujui FPKTD.

Peinbat  Fengelola BLUD UPT Perhindungan Tanaman
Punzan dan Ilortikultura terdin dian:

a, Pemimpin BLUD UPT Perlindungat ‘Tanaman Pangan
tlin Hortileultura;

b, Pejabat Keuangamdan
¢ Pejabat Teknis;

Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tananian Pangan dan
Hortikuliura sebagsimans dimaksud pdda ayvar (11t
huruta, adalah kepala UPT.

Iojahat keuangan sebagaimana dimaskud pada avat (11
hurufb, adalah Kepala Tata Usaha:

Pojabat teknis sebagaimana dimaksud pada awat (113
hurufe, lerdiri dari Kepala Scksi Perlindungan Tanaman
dan kepala Seksi Pengujian Pupuk, DPcstisida dan
Tdentifileasi OPT.
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Pasal 7

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Aavat [11] diangkal dan diberhentikan oleh Gubernyr,

Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman [Pangan
dan Hortikultura scbagaimana dimshksud dalam Pasgal 6
aval [12) bertanggung jawab kepada Gubettiur,

Pciabal Keusngan dan  Pepabat Teknis scbhbagalmana
dimaksud Puasal 6  gvart (13} dan  aa (14
beanggungjawah pada  Pemiimpln BLUD  UPT
Perlindungan Tanaman Pungan dan Hortikulwra,

Pasal &

Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pang an
dan Hortlkuliura sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6
avat (12] mernpunval tugas:

7. memimpin, meéngarahkan, membina, meongawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD UPT Peidindungan Tanaman Pangan
dun Hortikultura agar lebih efisien dan produktivitas:

b merumuslan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT
Perlindungan  Tanaman  Pangen  dan Horfikulturs
scrta kewaliban lainnva sesual dengan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Gubernur;

. menvusun Renstra
d. menyiapkan REBA;

e. mengusullkan calon pejabat  keuangan dan  pejabat
teknis keparda Gubernur sesual dengan ketentuan;

i rlne.netapkan pejabat lainnya sesual dengan kebutuhan
LU UPT  Perhndungan Tanaman  Poangan dan
ITorrkultura selain pejpbal vang telah  ditctapkan
dongan peraturan pordndang- undangan;

mengkoordinasikan pelaksanaan kejakarn BLULY UPT
Perlmdungan Tanaman Pangan dan Hortikullura vang
dilakukan olch pejabat kcuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan  fugas pengawasan  internal,  seta
menvampaikan dan mempertanggungiawabkan kincrja
operasional serta keuangan BLUD UPT Perlindungan
Tanaman  Pangan  dan  Jlortikuituran  kepada
Gubermuar; dan

h. tugas lainnya vang ditetapkan oleh Gubemur sesual
dengan kewenangannya.

e

Pemimpin BLUD UPT Perindungan Tanaman Pangan
dan Hertikultura sebagaimana dimaksud pada ayafr (1},
mempuiyal fungst sebagal penanggung jawab umim
operasional dan keuangan.

Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hartikultura bertindak selaku  kuasa pengguna
anggardan/kunsa pengguna barang.
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Pasal 4
Pejabat keuangan scbggalmana dimaksud dalam Puasal 6
dval (3] mempunvai fugas .
4. merumusk:an kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b mengkoodinasikan peovusunan RBA;
menyiapkan Dokumen Pelalsanasn Anggann;
. melakukan pengelolaan pendapalan dan belanjug
menyelene_gamkan pengelolsan kas;

melakukan pengelolaan utang, pitltang dan investasi;

A R - -

menvusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah
wargr berada i bavwah penguasaannya;

h. menvelenggarakan  sistem  informasi  manajemen
Keuangan;

i, menvelenggarakan aluntasi dan penyusunan kporan
keuangan; dan

+ melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh

Pemimpin ELUD UPT Ferlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura sesual dengan kewenangannya.

Pejahat  keuangan dalam melaksanakan  tugas
sebugaimmana dimaksud pada ayal (1), mempunyal fungs
sehagal penatnggungiawab keuangan.

Fejabat keuangan sebagawnana pada aval {1} dalam
melaksanakan  tugasnva  dibantu  oleh  Bendabara
Peneriiaan dan Bendahara Pengeluaran.

Pejabat  keuangan, Bendaharn  Penenmaan  dan
Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Peguwai Negerl Sipil.

Pasal 10

Peijabat teknis sehagaimana yang dimaksud dalamn Pasal
Havat (14] memplnvai fugas:

4. menyusun pecncanaan kegiatan teknis operasional
dan pelavanan f BLUED UPT Pedindungan Tanaman
Pangan dan Hortikullura;

b. melaksanalean  kegiatan  ieknis  opcrasionat  dan
pelavanan sesual dengan RBA;

¢. memimpin dan  mengendalikan  kegialan  tcknis
operasional dan pelayanan DBLUD UPT PerBiodungan
Tanaman Pangan dan Howtlkultura; dan

d. melaksanakan tugas lainya vang ditetapkan  oleh
Gubernur  danfatau  pemimpin  sesuad dongan
K ewenangannya.,

Pejabat tcknis dalam melaksanakan tugas sehagaimuna
dimaksud dalam ayat (1) mempuayai fungsi scbagai
penanggungjawah  keglatan  teknis  operasional  dan
pelavanan dibidang BLUD UPT Pedindungan Tanaman
Pangan dan Hornukultura.
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Pelaksanaan  tugas  Pejabat teknis  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berkawan dengan pelayanan
pemeriksaan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan
duann  Hortikulfura serta berkallan dengan  muty,
standarisasi, peningkatan  kualitas sumber daya
mairisia dan peningliatan sumber daya lainnva.

Paragraf 2

Permhina dan Pengawas BLUD

UM Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikuliuig

Pasal 11

Pemmbina dan pengawas BLUD UPT Peidindungsn Tanaman
Fangan dan Hortikultura terdirf atas :

=
b1

Cy

[

Pemibina teknis dan pembina keuangan;
Satuzin pengavwas internal; dan
Leowan Pengawas.
Pasal L2
Fembina tcknis sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1]

Rurufa vaitu Kepala Dinas,

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 hurufa yaitu FPKD.

Pasal 13

Satuan Pengawas [nternal sebagaimana dimaksud datam
Fasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap
kineria pelavanatt, keuangan dan pengarub lingkungan
sosil  dalam  menyelenggarakan prakiek Dbisnis vang
sehat.

Satuan Pengawsas Internal sebagaimana dimaksud pada
avat (1), yailu pengawas inlemal yang berkedudukan
langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura, ;

Perhbentukan  Satuan  Pengawas  Internal  dapal
mempertimbangkan:

a. kescimbangan antara maifaat dan beban:
b, komplcksitas manajemen; dan

¢ wvolume dan/atal jangkauan pelayanan.
Pagsal 14

Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, membantu manajenien untuk:
a, pengamanan harta kekavaan:

I pencipraan akurasi sislem informasi keuanganm
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¢ penciplaan efisiensi dan produlkdlvitas; dan

d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
pererapan prakiel bisnis vang sehat.

Untuk dapat diangkat schagai Satuan Pongawas Iniemal
hariis memenuhi swarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b, memiltkt keahlian, integritas, pengalaman, Jjujur,
perilaku yang bafk, dan dedikasi vang tinggl untuk
memajukan dan mengembangkan BLUD UPT
Perlindingan Tarnaman Pangan dan Hottikultula ;

¢ memahatni penvelenggaraan pemerintahan dacrak;

d. memahanil tgas dan fungsi BLUD UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortfkuitura:

¢ memidlild  pengaliman eknis pada BLUD S UPT
Perlindungan Tanuman Pangan dan Horfikoltura:

f. bherijazah paling rendah D-3 [Diploma-3);
g pengalaman kerja paling sedikit 3 {tiga) tahun;

k. berusia paling rendah 30 Uga puluh) tahun dan paling
finggi 55 {lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar
pertama. kali :

i
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindalk
pidana vang nierleikan npegara atan keuangan daerah,

j. tdk sedang menjalani sanks’ pidana: dan
k. mempunyal sikap Independen dan obyelrif.

FPasal 15

Dewan Pengawas sebagaimana dimalisud dalam Pasal 11
huratl’ cdapal dibentuk oleh Gubernur.

Jurnlah anggota Dewan Pengawas paling banyalk 3 tiga]
orang atal 5 (lima) orang.

Jumilah angeota Dewan Pengawas paling banyale 3 (liga)
orang sehagaimana dimaksud pada avat (2} unuk BLUD
varlg memiliki:

a. Realisasi  pendapatan menurat - laporan realisast
ANggaran 2 {duaj tahun terakhir sehesar
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar ruplith] sampa
dengan RKp. 100000000.000,- [seralus milvar rupiahj
atau

b. Nilai asset menurut neraca 2 {dua) tahun terakhir
sehesar Rp.150.000.000000,- (seratus lima  pulub
milyar rupiah) sampal dengan Rp. 500.000.000.000,-
(lima ratus milvar rupiahj.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima]

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2] untuk BLUD

vang memiliki:
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a Kealisasi pendapalan menurut  laporan realisast
anggaran 2 {(dua] tahun terakhir lebih besar dari
Rp.100000.000.000,- {seratus milyar rupiah); atau

L. Nilai asset menurut neraca 2 {dua) tahun terakhir
sehesar  Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar
ruplah).

Pasal 16

Anggata Dewan Peongawas sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 15 avat (3) terdirf atas unsur:

.1 (saty) orang pejabal Peranglkat Daerah  yang
membidangl kegiatan BLUD;

b.1  fsatu] orang pejabat Perangkat Daersh yang
menibidangi pengelolaan keuangan daerah; dan

¢ 1 [saly] orang lenaga ahll yang sesual dengan kegiatan
BLUD,

Anggola Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1dayat (4 terdiri atas unsur ;

d.4 fdua) orang pe@bat Perangkat Daerah vang
memibidang] kegiatan BLUL;

b.2  (dual orang pejabar Perangkat Daerah  vang
membidangi pengelolaan keuangan daerah;

« 1 [satu] orang tenaga ahli vang sesuaf dengan kegiatan
BLULD.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada avat (1] huraf
¢ dun avat (2) huruf ¢ dapat berasal darl tenagas
profe ssional, atau perguruan  tinggl vang  memaharad
tugas dan fungsi, keglatan dan lavanan BLUD,

Angeota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan ayat (2] dapal dianglkar menjadi anggota
[}ewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

Peaganghkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan
setelah Pejabat Pengelola diangkat

Untuk dapat disnglkal menjadi Dewan Pengawas harus
memenuli persvaratan, mcliputi:

4. sehal jasmani dan tohani;

b mcniliki keahlian, integritas, kepemimpinarn,
pengalaman, jujur, perilaku yang bailk, dan dedikasi
vang tnggi untuk memajukan dan mengembangkan
BLULD UPT DPolindungan  Tanaman  Pangar  dan
Hortikulnera,

c. memahami penvelenggaraan pemerintahan daerah;

d. memilili pengetahuan vang memadad tugas dan fungsi
BLUD UPFT Perhindungan Tanaman - Pangan dan
Hortikultur:;

e. menyediakan wakiu vang cukup untuk melaksanakan
Lug &Sy
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[. berjazah paling rendah 5-1 [strata satu);
g. berusia paling tinggl €0 [enam puluh} tahun terhadap
unsur sebagamana dimaksud dalam Pasal 14 avat (2);

h. tidak permah  menjadi anggota  direksi,  dewan
pengawas, atau komisaris vang dinwvatakan bersalah
nienvebabkan  badan  usaba  yang  dipinipinma
dinvatalian pailil;

L tidalk sedang menjaland sanksi pidana: dan

1. uUdak sedang menjadi pengums partal politik, calon

kepala dacrah atau calon wakil kepala daerah,
dan/atau calon anggota legslatif,

Pasal 17

Dewanl Pingawas menmilila tigas:

2, memantau  perkembangan  kegiatan  BLUD  UPT
Perlindungan Tanaman Prngan dan Horfikoltura;

b. menilai kKinerja kepangan maupun kineria. non
keuangan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan
damt Hortikwltura dan meémberikan rekomendasi afas
hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat
Pengelola BLUD UPT Perlindwigan Tanaman Pangan
dan Hortkultura;

c. memonitor tindalk lanjut hasil evaluasi dan penilafan
kiner j& dar{ hasil laporan audit pemeriksa elsternal
penterintalh;

d. membenkan naschal kepada Pojabat Pengelola BLUDD
UP1 Perlindungan Tamnaman Pangan dan Forfikultura
dalam melaksanakan tugas dan kewanbannya; dan

&

memberikan pendapat dan satait kepada Gubernur
gengenal ;

. RBA vang diusulkan Pejabat Pengelola;

2. Permasalaban vang menjadl  kendala  dalam
pengelolaan UPT Perlindungan Tanaman MPangan
tdan Horrkultura; dun

3. kincrja BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangatl
can Horfikultura,

Penilaian kinerja keuangan sebggaimana dimaksud pada
avat {1) huruib, diukur paling sedikit meliputi:
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dar lavanan
vang diberikan (rertalilitus);
b, memahani kewajihan jangka pendeknya {{thutditas);
. menienubl seluruh kewajibannya [soleabiiitas); dan
i
d. kemampuan penerimaan dad jasa layanan untuk
memblaval pengeluarat.
Penilajan kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud
pads avat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan
perspektil pelanggan, proses  internal  pelaftanan,
pembelajaran dan pertumbuhan.
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(4} Dewan Pengawas mclapokan pclaksanaan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada Gubcernur
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kall dalam sawu
tahun atau sewaktu-wakm jika diperlukan,

Pagsal 18

(1} Masa jabatan anggota Dewan Pehgawas ditetapkan 3
(lirrzar] 1nhun, dan dapat diangkat kembadi untuk 1 {salu)
kali mpasa jabalan betikuinva apabila belum  Derusis
paling tinggl 80 (enam pulul) ahun,

(2} Dalam hal batas usia angeota Dewan Pengawas sudah
berusia paling tinggi &) {enam puluh] tahun, Dewan
Pengawas dar? Unsur tenaga ahll dapat diangkar kembali
untuk [ [satu) kall masa jabatan berikoinya.

{3 Anggota Dewan pengawas diberhentikan cleh Gubernur
katena:
a. meninggal dunia:

b, masa jabatan berakhir; atau
. diberhentikan sewaklu-waktu.

4] Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada avat {2} hurufc, karena:

4, lUduk dapal melaksanakan lugasnya dengan baik;
Iy tidalk melaksanakan kclentuan peraturan perundang
undangar;

c. terlibat dalam tindakan wvang merugikan BLUD UPT
Perlindungan Tananian Pangan dan Hortilultura;

d. diniyalakan bosalah dalm putusan pengadilin yang
telah mempunyal hukum tetap;

¢ mengundurkan diri; dan

f. terlibat dlalam tindakarn kecurangan yHng,
mengak ibatlan kerugian pada BLUD [3]:41
Perlindungan Tunaman Pangan dan  Horrikuliura,
nnegara, dan/atau daerah.

Pasal 1O

(1]  Gubemur dapat menganghkar sekretaris Dewan Pengawas
untuk mendukung kalancaran tugas Dewan Pengawas.

(2] sekretaris Dewan Pengawas sebagamiana  dimnaksud
pada avat (1] bukan mierupakan amggola Dewarnl
Petig auas.

Pasal 20

Segala biaya yang dipoiukan dalam  pelaksanaan  tugas
Dewant  Pengawus  dan Sekretaris Dewan  Pengawas
dibebankan pada Anggaran BLUD UPl  Perfindungan
Tanaman Pangan dan Hortikullura,
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Bagian ketiga
Prosedur Kerja

Paragraf 1
Sistern Pengendalian [nternal

Pasal 21

Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura merencanakan, membangun,
menvelenggarakan dan mereview sistem pengondalian
intermal BLUD UPT Perlindungan Tanaman Tuangan dan
Hortikultura  scsual  dengan  peraturan  porundang-
Lhctangarn.

Sistem pergendalian internal BLUD UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan [Hordkultura = sebagaimana
dimaksud pada aal (1) tercermn dalam pelaksanaan
prosccur kegja.

Paszal 22

Pengendalinn Internal BLUD UPT Perlindungan Tanamaal
Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1} bertujuan untuk  memberikan
keyaltinan wvang memadal bagl tercapainya etekOrilas
dant  cofisicnsi  pencapaian  tujuan  penyelengg aaan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan Keuangan,
pengamanan  aset negara, dan  ketetapan  terhadap
peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapal tujuan sebagaimana dimaksud pada
avat (1] pemimpin BLUD UPT Peailindungan Tanaman
Fangan dan Hortikullura membangun struktur sistem
pengendalian internal yang lerdir] atas unsur:

a. lingkungan pengendalian;

b, penilaian esiko;

¢. keglatan pengendalian;

d. informasi dan komuarnkas:, dan

e. pemantavan pengendalian ntern,

Penerapan LNSur sislermr pengendalian internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
menvaty  dan  menjadi bagian  mmtegral dar  kegiatan
BLUD UPT Peslindungan Tanaman Pangan  dan
Hortikaltura.

Pemimpin BLUD UPT Pedindungan Tanaman Pangan
dan Hortlkultura mengefektilkan sistcm  pengendalian
inlernal sebagaimana diniaksud pada ayat (2) dengan
Sisiein Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
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Paragral 2
Tt ITubungan Kerja

Pasal 23

Permirmpin BLUD UPT Perhndungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura adalah atasan langsung dari Kepala
Tata Useha, Kepala Seks! Perlindungan ‘Tanaman dan
Kepala Seksi Pengujian Pupuk, DPestisida dan Tdentifilkasi
G

Segala tindakan yang berkaitan dengah  komunikasi
ekdternal merupakan kewenangan Pemimpin BLUTY UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hogikultura.

Kewenangan schagalmana dimaksud pada avat (2] dapat
didclegasikan kepada Kepala Tata Usaha, kKepals Seksi
Perlindungan Tunaman dan Kepala Seksi Pengujian
Pupuk. Pestisida, dan Idenufikasi OPT sesual dengan
tugas pokok secara teknis masing-masing dengean
langaurg jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

kebijakan wung diletapkan oleh Pemimpin BLUD UPY
Perhndungan ‘lanaman Pangan dan  Hortikultura,
lcrlebih dabuly dimusvawarahkan dengan Kepala Tata
Usaha, Kcpala Sekst Perlindungan Tanaman dan kepala
Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida, dan Iderifikast OFT.

1]

Pasal 24

Peiabat keuangan, dan pejabal leknis bersinergi dalam
pehicapalan tujuan BLUD UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura,

Setlap keglatan vang akan dan telah  direalsasikan
merypakan hasil kerja sama antar fungsi pelavanan,
penunjang dan administrast BiLUD UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Ilortikultura.

Dalam hal terjadi h:aambatan pclaksanasn  kegharan,
Fejhat keuangan, pejabat telnis dan kelompok jabatan
fungsional  mengambil  kebijakan strategis  untuk
menyelamatkan nama  haik BLUD  UPT. Perlindungan
Tagaman Pangan dan Horttkullura.

kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada avat (3
vang berkailan dengan pihak cksternal, terlebih dahulu
dimmusvawarahkan  dengan Pomimpin BLUD LPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Pasal 25

Femimipin  BLUD UPT Perhndungan Tanaman Pangan dan
Horiknhiumm meminta pendapat dari Pejabat keuangan, dan
pojabat toknis dengan Satuan Pengawas [nternal.
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Bagian Keempat
Pengelompokan Fungs! Pelayanan

Fasal 26

Jenis pelayanan di BLUD UPT Pedindung:an Tanaman
Tiangan dan HortikultumE terdin atas:

a. pelayanan Manajemen;

i ﬁﬂl;wan:-m Teknis;

€. pelayanan pendukung; dan
d. pelayanan lalnnya.

Pelayanan mandajemen sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} hurufa meliputi pelayanan administtas! manajemer:.

Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
hurufe meliputs:

a. Pengujian bMutu Fommulasi Pestisida, dan;

h. Pengtijian Residu Pestisida pada produk pertarian;
c. Pengujian Mutu Pupuk,;

d. Pengujian cemaran logam.

Pelivanan Pendukung sebagaimana dimaksud pada avat
(1} huruf d meliputi pelaiqanan edukasi

Pelayanan Lainnya sebagaimans dimaksud pada avat (1)
hurute mellpull pelayvanan samna dan prasarand.

Pasal 27

Fungsl pelayvanan dilaksanzkan  oleh BLUD UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan  Hortkuliura
berdasarkan  petunjuk  teknis, prosedur kera, dan
slandar opemsional  prosedur  vang  dietaplkan  oleh
Perrinpiti.

Fingsi pclayanan scbagalmana dimaksud pada ayal (1}
merupakan satt kesatuan gUgusan nigas dengan fungsi
petdukung vang berada & lapangan  dengan Mangsi
pelayears n vang berada df pusat organisasi.

Bagian kelima
Pengelolann Sumber Daya Manusia

Paragral 1
Hak dan Kewiygiban Pegawal BLUL

UPT Ferlindungan Tanaman Pangan dan Hortikuliura.

(1)

Proasiaal 28

Semua Pejabat Pengelnla dan Pegawal pada BLUD UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura vang
berasal darm ASN mempunyal kewajiban din memperoleh
hak  sebagaimana  diatur dabam ketcntuan  peraturan
perundang-undan g an.



{2)

()

)

b3

(1)

“IR-

=emua Prjabal Pengelola dan Pegawal padan BLUD UPT
Periindungan Tanamean Pangan dun Hortikultura Dinas
Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Proviesi Riau
vang berasal dari Tenaga Profssional Lainnya memmmyal
kewajiban sesual kontrak perjanjian kerja vang telah
distpuakati dan mendapatkan hak berupa Remuanerasi

Paragraf 2
Kebutuhan Pegawal

Paszal 29

Kebutuhan pegawal BLUD UPT Perlindungan Teanaman
Pang:mn fdan Hortikultura diajukarn dengan
memperhatikan  sifat  pelayanan warny  bersangkulan,
prndapalan operasional, dan  efisienst serta efektifitas
kerja.

Formasi Kepegawalan  pada masing-masing unis
dituangkan dalam  Analisa Jabatan Beban Kerja
kerdasarkan peta kecbutuhan pepawal diusulkan melalyi
Dinas, '

Pergangxaran dan pencmpatan pegawal  berdasurkan
kompatenst dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Kompelens) sebagaimanas dimaksud pada ayat (3) berupa
pengeiahlat, kealhlian, keteramipilan, intreritas,
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan  sikap
perilaku  yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatan.

Paragraf 3
Penerimaan Pegawal

Pasal 30

Penerimaan pegawal negert sipill diselengparakean  oleh
Pemerintah  Provinsi  sesual  kelenluan  poraturan
perundang-undangan.

Penerimaan calon pegawal pomerintah dengan perjanjian
kerja diselenggarakan oleh Pemerintabh Proves) scsual
denpan [urmasi dan dengan kualifikasi tertentl sesuai
peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Tenaga Profesional lainnva disclenggarakan
ciclhr  BLUD UPT Perhndungan Tanaman Fangan dan
Hortikultura Dinas Pangan Tanaman  Pangan  dan
Hortikuliura Provinsi Riau sesuai dengan formast dan
kuahfkasi.

Pasal 31

Untuk penerimaan Tenapga Profssional  laimmya pado
BLUD UPT Perlindungan Tanaman “~Pangan dan
Hermiknltura sehapaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayal
(3), dibentuk Tim.
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Tim sebiagaimana dimaksud pads avat (1) ditetapkan
dengan kKeputusan Pemiunpin BLUD UPT Perlindungan
Tanamuan Pangan dan Hortikuliura

Tim  sebagaimana dimaksud pada ayvat {1} bertugas

melakukan  penvaringan/seleksi  penerimaan  calon
pegawal,

Tahapan penernimaan Tenaga Profesional pada BLUD GPT
Perlindungan Tanaman Pangan  dan Hortikultura
meliputi:

a lengurmurmemn.

h. Pendaftaran:

¢, Selcksi Adsronistrasi:

fl. Tes Akacdemis:

e. Evaluasi hasil seieksi; dan
f. Kepulusan hasil selelost

£ li“cugumuman hasil seleksi,

Pengumiuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4
hurufa memuat persyvamlzn pendallan, meliputi:

1. Persyvaratan Umum vaitu :
1, Warga Negara Republik Indonesia,

2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan
paling tinggi 35 (tiga puluih lima) tahun;

3. Berbadan sehat dan bebas narkoba  [dibuktikan
dengan mcelampbkan Surat Ketcrangan Schat dan
Surat keterangan Behas Narkoba)

4. Berkelakuan bak dan ddak  pernah  dibukum
penjara atal  kurliingan  berdasarkan  keputusan
pengadilan;

5. Persmaagtan  Nilai untul jenjang Diploma 3 dan

Slrata 1o

g Bagl pelamar dari Perguruan Tinggl Negerr Indeks
Prestasi Kumulatlf (IPK) minimal 2,73 [dua koma
tujuh lima) dengan skala 4.00 [cmpat komia nol).

b Bagi pelamar dard Pergliuan  Tinggl Swasta
Indeks Prestas! Kuniulatif (IPK) minimal 2,75 (dua
koma tupuh lima) dengan skala 4.00 (empeat koma
nolj.

6. Bagi sopir tjazah minimal SLTA atau sederajal;

=

Setap pelamar wajib memiliki 1 (satu] alaumat e-mail
vang masih aktif; dan

8. Bersedia mematuhi peraturan Scleksi  Tenaga
Profesional BLUD UPFT  Pedindungan Tanaman
Pungan dan Ilotikultura.

b, Persyaratan Khusus, vaiti @

1. Bag] sopir wajb mempunyal SIM A yang masth
berlaka,
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2. Bagl satpam wajib mempunyal serufilk ar pelatihan
Satpam.

Paragraf 4
Penempatan dan Mutas:

FPasal 32

Penempatan  pegasal  yaltu  pegawal  BLUD  UPT
Perindungan Tanaman PPangan dan Hortkulura dan
menjadi kewenangan Pemimpin BLUD UPT Pedindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Ketentuan penemipatan berlaku bagl pegawal dengan
penempatan pertama  atau pegawal vang mengalami
roasi di linglkungan BLUD UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikuitura Dinas Pangan Tanaman Prngan
dan Iloikuliura Provins! Riau,

Penempatan  sebagaimana  dimaksud  pada  avat (1)
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Pelindungan
Tangman  Pangan dan  Hortikultura  sctelah  melalui

Proscs:
a. analisis beban kerjas;

b. pertimbangan karir pegawad;

C. pengujian kemanipuan pcgawai;

d. pengamaran motivasi pegawat, dan

¢ analisis linglkungan kerja pegawal yang bersanglutan.

Peasal 33

Mutasi pegawal pada BLUD UPT Perlindungan Tanarman
Pangan dan Hortlikultura terdid dari:

i, Rotasi; dan
h. Promost.

Kotasl sebagaimana dimalksud pada awat (1) huruf a.
merupakan pemindahan pegawal dar satu laboratonun
ke laboratoriomy lainnya di Mngkungan  BLUD UPT
Perlindungan Taraman Pangan dan Homkultura,

Fromosi sebagaimana dimaksud pada avat (1) hural b,
mempak:an  kesempatan  kepada PNS untuk  mengisi
lowongan jabatan/tugas dengan tanggung jawab lebih
linggi dari ranggung jawab semula.

Promos sehagaimana dimaksud pads ayat [3) dilulkukan
iika pegawal mentenphi  persyaratan-persvariatin vang
meliputs:

4. memliliki disiplin vang balls;

b selama 2 ([dua) tahun terakhir tdak terkena sanks:
dan atau hukuman jabatan atau tersanghkut tindakan
hukum;

¢. metienuhi kriteria  standar kompoiensi vang sesual
dan
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d. memililki  prestasi kerja yang buik sesuai dengan
penilaian prestasi kerija.

Paragral 5
Pendidikan dan Pelatthan Pegawai

Easal 34

Program pendidiken  dan  pelatthan  pegawai  dapa
diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahyarn,
keterampilan serta sikap pegawal dalam menghadapi
sorta menangiani masalah-masalah pekerjaan,

Femelenggaraan pendidikan dan pelatihar sebagaimana
dimalksud pada ayvat (1}, berupa :

a latihan dan pendidikan vang diberikan pihak BLUD
LT Pedindungan Tunamean Pangan dan Hortikultura;
dan

b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar
BLUD  TPPT  DPerlindungsn Tanaman  Pangan dan
Hortikuitura,

Pendidikern  formal  yang  diakwi di BLUL  UPT
Perlindungan Tunaman  Pangan  dan Horrnkuitura
dibedakan dalam 2 [dua) kalegon yaile;

4 Tugas Belajar; dan
b, Tugas Belijar Mandiri

Pegawai vang mengikuti pendidikan formal sebagaimansa
dimaksud pada ayal (3} setelah Iulus harus menjalani
ikatan dinas pada BLUD UPD PerBndungan Tananman
Pangan dan Hortikultura paling kurang 2 (dua) kabi
inasa pendidikan ditambah satu tahun (28 + 1)

Pegawal yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan
pelatihan  Inlornal  dadam  bentuk kursus  singkat,
seminar, konferensi ataupun lokakarya  diwajibkan
membual  laporan  hasil  pelalksanaan kegialan  serla
mempresenlastkan  hosil  pengetahuan/ketemmpilan
vallg diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilimu
yang bersangloutarn,

Paragraf 6
Tata Tertib Dan Disiplin

Pasal 35

Penepakan  tata  lertib dan  disiplin pada HLUID UPT
Periindungan Tanaman Pangan  dan Iomikuliura
ditakukan untuk teraplanya suasana kopj@ yang amar,
tertily dim teratur.

Setlap pegawai pada BLUD UPT Perhndungan Tanaman
Pangan dan Hortikultwra  menlaati pemturan  dan
menehindari hal-hal  vang  bertentangan  dengan
peraturan untuk memperahankan suasana kerja vang
bails,



Parggraf 7
Sanlesy

Fasal 36

Pegawal yang melanggar tata tertil din disiplin dikenakan
sanksi  scsual  dongan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan kKeuangan BLUD

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 37

Fendapatan BLUD dapat bersumber dary;

o,

i R

(1]

(2]

3]

4]

&)

jasa lavanan

bitmih:

hasil kerjasama dengan pihak lain
APBD; dan

Lain-fain pcndapatan BLUD vang sah.

Puasal 38

Pendapatan BLUD wvang bersuumber dari jasa lavanan
sebagiimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, berupa
imbalan vang diperoleh darijasa layanan vang diberikan
kepada masyarakat,

Pendapatan BLUD  yang bersumber dari hibah
schragaimana dimaksud dalam Pasal 3r humul b dapat
berupa hibah ienleat dan hibah  udald terikat  yang
dipcroich darl masvarakat atau badan lain.

Pendapatan  BLUD  yvang  Desumiber dari hibah
schapaimana dimaksud pada ayar (2], digunakan sesual
dengan Wjuan  pemberian hibah,  sesuai dengan
peruntukan  vang  selaras dengan  tujan BLUD
schagalmana tercantunm dalam naskah perjanjian hibah.

Hasil kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud
dalam DPasal 37 huruf ¢ dapat berupa hasil wvang
diperoleh dari kerja sama BLUD.

Pendapatan BLUD  yang  bersumber dari  APBD
schagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berupa
pendapatan vang berasal dar DPA APDBD.

l.am-lain  pendapatan  BLUD  vang sah  sebagamnana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, mehputay:

a.jasa giro;
b pendapatan bung::

. keuntungan selisih nilal wkar rupiah terhadap mata
uang asing,;
L



(1)

(2]

(1)

3]

(]

)
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d. komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
Jasa BLUD;

e. investasi; dan

f. pengembangan usaha.

FPasal 39

Sewruh  pendapatan BLUD  sebagaimana  dimaksud
halam Pasal 37 kecuall yvang berasal dard hibah terikat,
dapat. dikelola langsung untuk membiayal pengeluaran
BLUD sesuai RBA,

Sclurmh  pendapatan BLUD  sebagatimana dimaksud
dulam Pasal 37 huraf g, huat b, bhurale, dan hurul e
dilaksanakan melaslui rekening kas BLUD dan dicatar
dalam Lkode rekening kelompok pendapatan asli dagrah
prada jenis lain-lain pendapatan asli dasrah vang sah
dengan obyek pendapatan BLUD, Kecuall yvang termasuk
katcgor relribusi Daerah  dicatatkan pada kelompok
Retnbusi Daerah sesuai dengan jenis dan objeknyva,

Seluruk pendapatan sebagalimana dimaksud pada ayat
(3} dilaporkan kepada PPKD sctiap triwulan,

Paragraf 2
Helanja

Pasal 40

Belanja BLULD terditd atas:
a. belanja operasi; dan
h. belanja modal.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada acat (1)
hurdf a mencakup seluruh  belanja BLUD  untuk
men)alankan tugas dan fungsi.

Belanja operasi sebagaimana dimalisud pada avat [
meldiput! belanja pegawal, belanja barang dan  jusa,
belnnja bungs dan belan ja lain

Belanja modal sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mencakup seluruh  helanja  BLUD untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya vang membed
manfaat lebih dari 12 [dua belss]) bulan untuk digunakan
dadamn kegiatan BLUT).

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada avat (4}
meliput! belanja tanah, belanja peralatan dan mesin,
helanju gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan

jaringan, dan bejanja aset lninnyva

Paragraf .3
Pemhiayaan

Pasal 41

Pemayvaan BLUD terdiri atas :



(3]

4]

{1}

(2)

1]

2]

(3]

(4]

-24.

i. penerimaan pombiavaanidan

b. pengeluaran pomblayaan,

Pembiavaan sebagaimana dimaksud pada  ayvat (1}
merupakan semus penerimaan vang perlu dbayvar
kempbali dan/atau  pengeluaran wvang akan diterims

kembali, baik pada tahun anggaran vang bersanglootan
maupun pada talun anggaran berikuinya.

Pencnmasn pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
avar (1) humfa melipull :

4. sisa lebih perhitungan anggaran tahun angguran
schelunnyag;

h. divestasi; dan
¢ penerimaan utang, pinjarmar.

Pengeluaran pembiayvaan scbagalmana dimaksud pada
ayat (1) huruf b melipyt!

A investasi: dan

b. pembayaran pokok utang/pinjaman,
Pisal 42

Belanja BLULD diberikan lleksibnlilas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelavanan.

Fleksibalitas Belanja BLUD schbagaimana dimaksud pada
awvat (1), merupakan pengeluaran biya vang disesuaikan
dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam
ambang hatas KBA yang telah ditetaplan secara definitif.

Fleksibilitas pengeluaran biesma  BLUD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanve berdaku untuk  bisya
BLUD  vang Dberasal dan  pendapalan  sclain dard

APBN/APBD dan hibah terikar,

Fleksiblllas  pengeluaran  blava BLUR  scbgpgaimana
dimaksud pada avat (1), tidak berlaku untuk BLUD

herahap.

Dalarmn hal  lerjadi kekurangan  anggamn  BLUD
mengajukan  usulan  tembaban  anggaran  dari APBD
kepada Gubernuir melalui Kepala Dinas.

Pasal 43

Ambang batas FBA sebagaim:ina dimaksud dalam Pasal
d2avat {2, ditetapkan dengan besaran pemscriase.

Desaran persentase schagalmana dimaksud pada avat
(1), ditentukan dengan mempertimbangkan flukmas
kegialan operasional BLUD.

Besaran persentase sebugaiman dimaksud pada ayat (2),
ditctapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPED.

Persentase  ambang bhatas iertentu sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang
dapat diprediks], dapat dicapai, terulur, rasional dan
dapat diperlanggungjawabkan.
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Puasal 44

Tata kelola keuangan BLUD UPT Perlndungan Tavaman
Fangan dan Hertikultura Provinsi Riau lebih lanjut diatur
dalarm Deokurcn Pola Tata Kelola.

Pala

Bagian Keliguh
Pengelolaan Lunbah

Paszal 49

Kegiatan pelayanan PerlindUngan ‘1enanian Panganh dan
Hortikultura pada UPT Perlindungan Tanaman Paipan
dan [Hortikultura Provinsl Riau  menghasillkan limbah
varlg lermasuk ke dalam kriteria limbah  hahan
berbahava dan beracun.

Limmbah kegiatan pelavanan laboratorium wveteriner dan
klindk  hewan  dikelola  secara mandiri oleh UPT
Petlindungan Tanaman Pangan  dan Hostkaltues
Provinsi Riau  sesual dengan  peraturan  penindang-
undangan agar tidak mencemarkan dan/atau merusalk
bngkungan hidup, danfatau membahavakan hngkungan
hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia
dan makhluk hidup lain.

Fengelolaan Hmbah pada UPT Perhindungan Tanaman
Fangan dan hortikultura Provinsi Riau melalln proses
pemilahian dan pewadshan, pencaldlan, penyBnpeanan
semenfard pengangkutan dan permnusnaham limbah pada
UPT Perhndungan Tanaman Pangan dan hortikultura
Provinsi Riau.

Bagian Kedelapan
Sistematika Pola Tata Kelola

Pasal 45

Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

disusun dengan sistematika sebagal berikui
4 BAB [ : Pendahuluan
l.Latar Belakang;

3,

. 8
5!
B

i

Pengertian Pula Tata Kelols;

Prinsip-Prinsip Dasar tata Kelola;

Tuman Fenerapan Pola Tata Kelola;

Ruang Lingkup Tula Kelola
Dasar Hukum; dan

Perubahan Tata Kelola.

bEBAB I :Kslembagaan

L.

2

3

Tugas Pokok dan Fungsi;

. Struktur Organisasi Sebelum BLUD:

Urafan Tugas Orpams=as; Sebelum BLUD;
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4, Struktur Organisasi BLUD:

S.Uraian Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelol
BLUD; dan

6. Hubungan Kerju dan Kewenangan,
c. BAB Il : Prosedur Ketja
l. Pelayanan Scksi Perlindungan Tanaman: dan

2. Pelayanan  Seksi Pongujiun  Pupuk, Pestisida  dan
Identifikasi OPT.

cl. BAB IV: Pengelompokan Fungsi vang Logis
¢. BAB V : Pengelolaan S8umber Daya Manusia
L. Kebijakan Umum; dan
2. Pengelolaan SDM.
. BAB Vi : Pola Taw Kelola Keuangan

Pasal 47

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
tercantum  dalam Lampian I yang merupakan bagion tidak
tempisahkan dar Peraturan Gubermur ini,

BAB 1lI
RENSTE:A

Paszal 42

{1}  Renstra BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura merupakan penjabaran  dari Vs, Misi,
Tujuan dan Sasarsn Laboratorium UPT Perhndungan
Tanaman Pangan dan Hortikultara,

(2]  Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berpedmman  kepada Rcneana Pombangunan  Jangka
Meneny ah Daerah dan Renstra Dinas.

(3] BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Iortikuliera memyusun RBA berpedoman pada Renstra.

{4)  FBA pada ayar [3) disusun berdasarkan:
a. anggaran berbaSis kinenja;
b standar satuan harga; dan

¢ kebuwhan belanja dan  kemampuan  pendapatan
vang diperlkitakan akan dipemleh dart lavanan yang
ditrerikan  kepada masvarakat, hibah, hasil keria
sama  dengan  pihak  lain dan/atau hasil usaha
lainnva, Angparan Pendaparan dan Belanja Daerah,
dan sumber pendapatan BLUD lainnya,

Faszal 459

i1} Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 aval (1)
disusun dengan sistematika sebagal berikug:

# BAD 1: Pendahuluan



(2]

(1)

Ep g

Larar Belakang;
Lan dasen Hukun;
Maksud dan Tujuan;dan

ghe= A IO

Sistematikka Penylisan.
b. BAB I : Rencana Pongembangan Pelaranan

1. Tugas, Fungsi dan Strukitur UPT Perlndungan
Tanaman Pangan dan Hortikulhar

2. Bumber Daya UPT Perlindungan Tanaman Pangan
tan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Fangan dun
Hortikuitura Prosinsi Rigu: dan

3. Kinerja Pelavanan UFT Perlindungan Tanaman

Pangan dan  Hortikultura LDinas Pangan Tanaman
Puangan dan Heortikultura Provins! Rig

4. Kelompok Sasaran Lavanan

¢. BAD {Ii: Strategl dan Arah Kebijakan

1, Wisi
2. Misi
3. Sralegis  Pelavanan Laboratordurn  UPT

FPerlindungan Tanaman Pangan dan Hortikullura:

4. Arah Kebijakan Laboratormam UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortdkultura;

d. BAR IV: Rencana Program dan Kegpiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintoh  daerah
Provinsi; dan

2. Targel Kinerja;

c. BAB V: Rencana Keuangan
Hencana  Keuangan  adalah gambaran  Proveksi
keuangan 5 (tima)] tahunan yany memual perkiraan
capaian kineria keuangan tahunan selama 5 (lima)
tahun;

f. BAR VI Ponuatup

Renstra scbagaimana dimaksud pada asat (1) tercantum
dadam  Lampiran I yang merupakan  bagian  Udak
terpisalikan dart Peraturan Gubemur int

BAD IV
SPM

Pasal 50

BLUD UPT Perlindungan Tanaman  Pangan  dan
Homikultara melaksanakan peonvelenggaraan pelatanan
dasar bordasarkan SPM

Pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada
as sat(l) terdirl atas:
a. pelavanan Manajemerny;

I pelavanan Tekms; dan
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¢. pelayanan pendukung.

(3} Permimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hornkulrura bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan  pelayanan dasar  sceuval SPM
sehbagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 51

(1] Pemimpin BLUD UPT Polindungsn Tanaman Pangan
dan  Hortikultura melaksanakan evaluasi  rerhadap
pencapaian SPM secara berkelanjuian.

(2]  Evaluasi pencapalan 3PM sebagaimana dimaksud pada
Aavat(l) disampaikan elek: Kepala Dinas kepada Gubernur
mctalul Sckretaris Daerah.

Pasal 52

4y Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Punpan
dan Hortikullura menyusun Laporan Penerapan  dan
Pencapaian SPM setiap lahun,

{5)  Laporan Penerapan dan Pencapalan 3PV sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Guberrur
paling lambat 3 (tiga) bulan sctclah berakhirnya tahun
berkenaan/ berjalan,

Pasal 53
SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avat (1] disusun
dengan sistematika sebagal berikut :
. Dasar Hukum:
b, Porsyaratan;
¢ Siztem, Mckamsme, dan Prosedur:
ch.  wakt Potiyelesaian;
. Biavwa/Tarif;
& Froduk Lavanan,
Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnyva;
h Komprerens] Pelaksana;
i Pengawas Internal;
T Penangdanan Pengaduan, saran dan masukan
k.  Jumlah Pelaksana;
k: Jaminan Pelayanan:
m. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelavanan; dan

n.  Bvaluasi Kinerja Pelaksana,
Pasal &4

SPM  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Lewantlum
dalasn Lampiran I yang mempakan baglan tidak terpisalikan
claerl Puoraniran Gubersos ind.
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BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53
{1F Gubernur  melakukan  pembinaan dan  pengawisan
terha dap BLUD di daerah provinsi.

(%]  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) terclivl
atas  soslalisasi, supervisi, bimbingan teknis dan
asistensi,

(3)  Dalan ranglka pembin aan untuk mcnjags
kesinambungan implementasi kebijakan  BLUD  di
daerah, pemerintah dacrah wajib melaporkan kinerja
kevangan dan non keuangan kepada Menteri Dalam
Negeri melalul Dircktur Jenderal Bina Keuangan Dae rah

BAR VI
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai  berlaku  pada  tangeal
diundangkan.

Awar setiap orang mwengetahuinya, memerintah kan
pengunds ngan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatamya cdalam Berita Dacrah Provinsi Biau.

Diletapkan di Pelanbaru
pada tangzal 30 April 2024

Pj GUBEERUR FUAL,
ttd.
AMATARIY ANTO

& n di Pelkanbaru
oL qao 0 130 April 2024

2 1{an Sesuai Dengan Aslinya

DAERALT PROVINSI RIAU,

‘y‘ N /DHARMADI, SH. MH.
ttd. : / Pembina (IV/a)

S_NFP. 19840326 200903 1 003
INDIRA

HEDTA DAER AH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOLR: 15
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LALPIRAN T PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 15TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA
STRATEGIS DAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL UNIT
PELAKSANA TEKKIS3
PERLINDUNGAN TAINAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS PANGAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

POLA TATA KELOLA

a. BAE1 PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adakh diterapkannya
anggaran berbasis kinerja. Dengan basis Kinerja ind, amh penggunaan dana
pemerintah  menjadl  febih  jetas, Perubahan sistem ini penting mengingat
kebuiuhan dana yang makin tinggi ietapi sumber daya pemerintah terbatas.

Ketentuan tentang penganggaran tersebut dituangkan dalam Undang-
Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 68 dan Pasal 69
Undang-Undang No I Tahun 2004 menyatakan instansi pemerintah yang lugas
polkok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan
pola pengelolaan keuvangan vang  feksibel dengan  tetap  mengutanmakan
produlktivitas, efisiensi, dan efsktivitas.

Prinsip-prinsip pokok vang tertuang dalam kedua undang-undang terschbut
meniadi  dasar instansi pemerintab  untuk menerapkan pola  pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai penjabaran dari undang-undang
tersehut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tabun 2005
lentang Pola Pengelolaan Kewangan Badan Layenan Umum dan  Peraturan
Pemerintah nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daesrah sebagal
mana diubah dalam FP no mor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perataran
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tcrschbut, Menterf Dalamn
Negerl menelapkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Pedoman Teknis Pengelnlaan Keuangan Badan Lavanan Umum Daerah
dimana dalam peraturan tersebul diatur sualu pola baru dalam  pengelolaan
keuangan dacrah dengan tetap memperhatikan peratruran retikait.

Dalam Peraturan mentert dalam negerl lersebut di atss Badan Layanan

Urmum Dacrah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh wnit pelaksana teknis
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dinas/badan daerah dalam membertkan layanan kepada masyarakal vang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan kewangan sebagai pengecualiian
dan ketentuan pengelolaan dacrah pada wniunnya.

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan IHortikullura dapat menerapkan
8LUD karenas pelavanan vang diberikan berhubungan dengan penvediaan barsng
dan/atan jasa lavanan umum yaitu penpujian Muma Formulasi Pestisida, Muta
produk pertanian, Diagnosa dan rekomendal Pengendalian Hama dan penvakit
Tanaman dan Mwuu APH (Agens Pengendalian Hayarl Dengan menjadi BLUD,
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikillfwra dapat mencrapkan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD vang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk menmmgkatkan
pclayanan kepada masyarakal dalam rangka memajukan kescjahteraan umum
dan mencerdaskan lkehidupan bangsa. sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Praktik bisnis yang sehat adalgh proses penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen vang batk dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Diharapkan dengan menerapkan
BLUD, UIPT Porlmdungan Tamaman Pangan dan Hortikultura dapat lebih leluasa
menentukan kKeputusan-keputusan  strategis  dengan  memperbatikan  den
menjalankan praktik-prakiik bisnis yang schal, dikelola secara profzsional
sehingga mampu meningkatkan kinerja dan bersaing dan/atau mandini denpgan
tetap sinergi dengan program-program yang ditetaplcan pemerintah daerah dan
pusal .Untuk dapat menerapkan BLUD, disamping persvaratan subtansi dan
leknis juga harus memenuhi persvaratan administrasi. Persvaratan administrasi
vang harus dipenuhi oleh UPT sesuai dengan pasal 36 Peraturan Menter] Dalam
Negerli nomor 79 Tahun 2018 adalah dapat menyajikan dokumen-dokumen
sebagal berikut:

1] Surat Femyataan Kesang:mupan Untuk Meningkatkan Kineria

4 Pola Tata Kelola

3} Rencana Strategis

4] Laporan keudngan atau prognosis/ proveksi keuangan

3 Laporan audit terakhir atau pernvataan bersedia untuk diaudit olch

pemeriksa cksternal pemnerinizh

Buku ini akan menguratkan Pola Tata, Kelola yang merupakan peraturan
internal UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menetapkan

organisasi dan tata laksana BLUD,



2. Pengertian PolaTata Kelola
Berdasarkan [Permendagri 73 Tahun 2018, pola tata kelola UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Horikultura yang menerapkan BLUD. Pola
Tata Kelola scbagaimana dimaksud memuat ¢
a. Kelembagaan: memuat posisi jabatan, pembagion tugas, fungsy langeing
jawab, hubungan kerja dan wewenang,
L. Prosedur kerja memual hubungsm dan mekanisme kerja antar posisi
jabaian dan fungsi
¢. Pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi pelayanan dan flangsi
pendukung wyang scsual dengan prinsip pengendalian  internal  untuk
efekiifitas pencapaian.
d. Pengelolaan sumber daya manusia: memuat  kebijakan mengenai
pengelolzan sumber dayva manusia yang berorientas! pada penngkatian

pelayanarn kKepada masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Desar Tata Kelola
Prinsip-prinsip dasar taia kelola dalam pengelolaan UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikullura Provinsi Riau adalah  Transparansi
(I ransparencyh Akuntahlitas [Accountabiliy) Pertanggungjawaban
(Respursibility), Kemandirian (mdependency), dan Kewajaran (Faimess) yang lebih
jelasnya dapat diuratkan sebagai berikut:
1} Transparansi (Transparancy
Yaitu keterbukaan dalam mclaksanakan proses pengambilan keputusan
¢in  keterbukaan dalam mengemukakan informas! materili dan relevan
mengenal UPT Perlindungan Tanaman Pangan dany Hortikultura Provins:
Riau.
2} Ak untabilitas {Accountabit i)
Yaitu kejelasian fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ UPLD
sehingga pengelolaan UPT' Pedindungan Tanaman Pangan dan Hortikaliura
Provinsi Riau Lerlaksana secara efizktf. Akuntabilitas mencerminkan
aplikasi mekanisme sistem internal checks and balance yvang mencakup
praktik-praktik vang sehat.
3} Pertanggungjawaban (Responsibility)
Yaitu kesesualan dalam pengelolaan UPT Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Frovinsi Riau terhadap peraturan perundiang-und:angan
vang berlaku dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat. UPT Perlindungan

Tanaman Pangan dan Hortikubtura memenuhi dan mematuhi hilikam dan



peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya
pemeliharaan lingkungan pemenuhan hak-hak pelanggan, keselamatan dan
kesehatan kerja seluruh personil terkait, dan penghindaran dari prakeik
bishis yang tidak sehat.

Kemandiran {frdependency)

Yaitu suatu keadssn dimana UPT Perlindungen Tanaman Pangan dan
Hortikultura  Provinsi Riau dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maunapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang- undangan vang betlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat;

Pejabat  Pengelola dalam  menjalankan  tugas-tugas kepengurusan
Laboraterium  Pengujian  UPT Perlindungan ‘Tanamean Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau bebas dari lekanan ataupun intervens! dari
pihak hear,

Kewajaran (Fairmess)

Yaitu keadilan dan kesetaraian didalam memenuhi hak-hak dan kewajiban

slakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undang: . yang beriakn.

Hak-hak stakeholders, yvang mencakup masyarakat seKitar tempat usaha
Laboratorium  Pengujian  UPT  Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau, pegawal, pelangean, pemasok, kreditur,
Investor, dan slakeholders lainnya, dilindungl dan diberikan perangkat vang

layak untuk menuntutl jika terjadi pelanggaran terhadap hak mercka

4. Tujuan Penerapan Tata Kelola

Tupan penerapan Tata Kelola pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Riau bermujuan untuk:

.

Memaksimalkan fungsi Laboratorivm [Pengujian  UPT  Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan cara mencrapkan
prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibiliti yang dapat dipcrecaya dan
bertanggune jawabh.

Mendorong pengelclaan Laboratorium  Pengujan UPT  Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura  Provinsi Riau secara  profesional.
transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan
kemandirian Laborstormim Penpupan UPT Perlindungan Tanaman Pangan

dan Hortikuliurz Provinsi Rizo



¢. Mendorong agar [Pl Perlindungan Tanaman Pangan dan Horlikultura
Provinsi Riau dalam membuat keputusan dan menjalankan legiatan
scnantiasa  dilandasi dengan mnilal moral yang tmggl dan  kepatuban
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran
akan adsmyva tanggung jawab sosial terhadap stakeholders.

d Mendorong agar dalam menjalenkan fangsi laboratorium dupat secara
hebas tanpa tekanan dari pihak manapun.

e. Meningkatkan koniribusi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Riau dalamn mendukung kesejahteraan umum masyarakat.

Lengan adanya pedomian tata kelola i meugakan langkah swal dalam
rangka menerapkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  yang  balkk  sebagai

acuan/norma/panduan dalam melaksanakan tugas.

5 Ruang Lingkup Tata Kelola

Ruang lingkup Pedoman tatakelola ini adalah kegiatan yang dilakukan pada
Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
vang berada dibawah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provins
Riau. Berdas:arkan pasal 39 Permendagri nomor 79 Tahun 2018 tata kelola
mermual: kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan

sumber dayva manusia.

6. Dasar Hukum

Dasgar Hukum untuk men vusun pola tata kelola antara lain adalah;

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentiang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5987}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakthir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

2y Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya
Pertanian Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6413);

3) Peraturan Pemerintah Nomor [2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.



4] Peraturan Pemerintah Normor 18 Tahun 2016 tentang Perangkal Daerah
(Lembaran Negiara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 114

1

Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomeor 5887);

5) Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daden Layanan Umum sebagaimana dijubah  dengan
Peraturan Pecmerinlah Republik indencsia Nomor 74 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemcerintah Nomor 23 Tahun 2005
Tent:ang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/IIl/ 1997
lentang Persyaratan Keschatan Pengelolaan Pestisida;

7) Pcraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/SR.340/12/2011
lentang Pengawasan Heamanan Pangan terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT),

8) Peraturan Menterl Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pendaftaran Peslisida;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tshun 2018 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

10) Peraturan Menteri Negara Pendayag unaan Aparatur Negara Nomor
PER/O2/M.PAN/1/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pedoman
Orgamisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layaman Umum.

HMiPeratur:an Menteri Keuangan Nornor 109/PME.Q5/2007 tentang Komite
Pengawas pada Badan Lavanan Umum.

12) Surat [Edaran Menteri Dalam Negerl No 981/1011/38J tanggal 06
Februari 2019 tentang Modul Penilaian dan Penetapan Baden Laianan
Umum baerah.

13) Peraturan Daerah Provinsi Riait Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomar 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riaw

14) Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tabun 2020 tentang Pembentukan
Lnit Pelaksana Tekmis pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Riaw;

7. Perubahan Tata Kelola
Pola lata kelola UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Heortikultura
Provinsi Riau ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan

perundang-undangan yang terkait demgan pola tata kelola UPT Perlindungan

&



Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagaimana disebutkan d atas
serta  disesuajkan dengan fungsi, ®|ngg wng jawab, dan kewenangan UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau serta perubahan

lingkungarn.

b BAE Il KELEMBAGAAN

UPT  Perlindungan Tanaman Pangan dan  Hortikultura  mempakan
organisasi unit pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas Pangan Tanamarn
Pangan Hortikuliura Provinsi Riau. Terbentuknya UPT Perlindungsin Tanaman
Pangan dan Hortikultura berdasarkan Peratwran Gubernur Riau Nomor 42
Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan
Tanaman Pangan dan Hertikultura Provinsi Riau. UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura dipimpin cleh scorang pejabat eselon I yang dilantik
oleh Gubermir Riau

Gubernur sebagai Penanggung jawab kebijpkan penyelenggaraan pelavanan
umum, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Merupakan
Pembina Teknis BLUD wyang bertugas melakukan pengawasan dan memberd
nasehat kepada pejabat pengelola, serta memberi saran dan masukan kepada
Gubcrnur menyangkut pengelslaan dan pengurusan UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura oleh pejabat pengelola dan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Sebagal Pembina Keuangan berkewajiban
memberikan nasihat  kopada  pejabal  pengelola  dalam melaksanakan
kepengurusan BLUD vang berkaitan dengan kelangan dan memonitor tindak

lanut hasi evaluasi penilaian dan penilaian kinerja.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

L Mclaksanakan sebagian dan tugas Dinas Pangan Tanaman Pangan
Hortikultura Provinsi Riau dalam bidang perlindungan tanaman pangan
dan hortikultura.

2. Memwampaikan laporan berkala dan insidenll] kepada Kepala Dinas
Pangan Tanaman Pangan Hortikultuora Provinsi Riau, Direktur
Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktur Perlindugan Hortikultura
Kementerian Pertanian atas pelaksanaan tugas  yeang menjadi
tanggungiawabrnya serta tembusan kesatuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyal hubungan Kega.



Fungsi:

1. Melaksanak:an kebijakan i bidang pengelolaan data organisme
pengganggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan ikdim (DPI), teknologi
pengendalian OPT, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu (PHT).

b

Melaksanakan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data serta
evaluasi dan pelaporan data OPT, DPL, tcknologi pengendalian OPT, dan
pengelolaan PHT.

3. Melaksanakan pefigamatan, peramalan, pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman (OFT] dan pemantauan dampak penggunaan
pestisida pada tanaman pangan dan hortikultura.

4. Melakukan pengelolaan sampel pestisida, pupuk dan produk tanamoan

pangan dan hortlkuliura,

1 ]

Melaksanakan pemernlisaan dan penguitan mutu pestisida, pupuk dan
produk tanarpan pangan dan horiikaltum,

6. Melaksanakan pemantavuan mutir pestisida dan pupuk yang beredar
serta produk tanaman pangan dan hortikultura,

2. Struktur Orpanisasi Sebelum BLUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan ‘lanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau, Unit PPelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri dari Kepala UPT Perlindungan
Tanaman Pungan dan Hortikultura., Kepala UPT PTPil dibantu oleh 3 omang
petabat struktural eselon IV yaitu masing-masing 1 Kepala Subbagian (Kasubbag)
Talta Usaha dan 2 Kepala Seksi (Kasi) yaitu Seksi Perlindungan Tanaman dan
Sekst Pengujian Pupuk Pestisida dan Identifikasi OPT, dengan struklur organisasi
sebagal berikut;



STRUKTUR ORGANISASI

. Kepala Dinas
|

Kelompok Kepala LFT
oo . L I:}F'?TPE-!
Fungsianal

Pengendali CPT

Subbag Sekst Sekst Fengujan
Taa Usaha Perindurigan Pupuk, Pestisida dan
e Tanaman [dentifikas! OPT
| Brigade Proteksi | | - LPHP/LAH i
i Tanaman | i -Llab. Pengujan
N A ER2E ' Pupuk Pestisida |

Gambar2.l Struktur Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan cdan
Haortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Berdasarkan Peratmiran Gubernur Riau Nemor 42 Tahun 2020

Untuk mengembangkan kinerja dan meningkatkan mutu pelayanan
laboratorium, Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan  Hortikultura
Frovinsi Riau telah mengembangkan strukiur organisasi yang mengacua pada
craturan Gubcrnur Riau Nomor 42 Tahun 2020 lersebul menjadi beberapa
bagkam sesuai kebutuhan pelayanan di UPT Perlindumngan ‘Tanaman Pangan dan
Hortikuitura  Provinsi Riau. Hal ini teruang berdasarkan SK Kepala Dinas
Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 188 /DisPTPH-
UPTPerlindungan/i1/0422 Talmun 2022 tentang Struktur Organisasi Laboratorium
Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan
Tanaman Pangan dan Horllkultura Provinsi Riau Provinsi Riau sebagaimana

dapat dilihat pada skema berikut ira;



STRUKTUR ORGANISASI

kKepata Dioas Pangan Fanaman ’

Pangan dan Hortikultura ‘

v

Kepala UPT Perhndungan
Tanaman Pangan dan
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; |
Kelompok Jabatan Kasi ‘ Kasubhag Tata
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R > Tanaman
: ' l
I
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Mutes Eaboratonum Pestisida Teknis Laboratorium
Penpamatan Hama
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Personil Mum J- Jv ¢
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Gambar 2.2 Struktur Crgianisasi Berdasarkan SK Kepala Dinas Pangan Tanaman
Pangsn dan Hortikultura Provinsi Riau  Nomor 188/DisPTPH-
UPTPerlindungan/U /0422 Tahun 2022

3. Urajan Tugas Orpanisasi Sebelum BLUD

Berdasarkan Perafuran Gubernur R'su Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan

Horlikultura Provinsi Riau, maka UPT Perlindungan Tiinaman Pangan dan



Hortikultura mempunyai wraian iugas berdasarkan jabatan adalah sebagai

berikut:

1. Kepala UPT

a.

u

Penyiapan penyusunan kebijakan & bidang pengelolaan data
organisme penggatggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan iklim
(DPR, teknologi pengendalian OPT, dan pengelolaan pengendalian
hama terpadu [PHT)

Penylapan pelaksanaan kebijakan & bidang monitoring dan analsis
data serta evaluasi dan pelaporan data QPT, DPL  teknologi
pengendalian OPT, dan pengelolaan PIIT

Penyiapan pémberian bimbingan teknis dan evaluast d bidang
manitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data GOPT,
adaptasi dan mitigasi DPI, identifikasi dan forivikasi teknologi
pengendalian OPT dan di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan
PHT serta analisis dampak lingkungan

Memberikan  bimbingan  pengamatan, pemamalan,  pengendalian
Organisme Penggangul Tanaman [OPT) dan pemantanan dampak
pengeunaan pestisida pada tanaman patgan dan hortikuliara
Membertkan himbingan pengelolaan sampel pestisida, pupuk dan
produk tanaman pangan dan hortikualtura

Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian rmatu pestisida,
pupuk dan produk tanaman pangan dan hortikultara

Pengawasan pemantauan mutu pestisida dan pupiak vane beredar
serta produk tanaman pangan dan hortikultura

Memberikan pembinaan pelayvanan teknik kegiatan pengujian mulu

pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan dan hortikultura.

2. Sub Bagian Tata Usalia

a,

B opop g

Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga,
kehumasan dan kearsipan;

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
Mclaksanakan perencanaan pengendalian, cvaluasi dan pelaporarn.

Melaksanakan tugas-tugas lain yvang diberikan oleh Kepala UPT.
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g. Menyusun laporan keuangan dan kegiatan

h. Melaksanakan perencanaan pengembaligan sarana prasarana kantor

i.

Melaksanakan lugds lain sesual dengan tugasnya

Seksi Perlindungan Tanaman

.

g

Fom oo

i

Menyusun rencana kerjg perlindungan tanaman pangan dan
hortikultura

Menyusun Juklak/Juknis kegiatan tanaman pangan dan hoertikultura
Mclakukan kegiatan pengamatant, peramalan OPT dan
penyebarluasan informasi OFT dan DPI

Melakukan persiapen pengendalian OPT dan DPI

Melaksanakan pengendalian OPT dan bimbingan pengendalian DPI
Melaksanakan bimbingan pengendalian OPT dan DRI

Melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengendalian OP1 dan DPI
Melaksanakan pengembangan metode pengamatan dan peramalan
COPT spesifikasi lokasi

Melaksanakan tugas lain sesual dengan rugasnya

Seksi Pengujan Pupuk Pestisida dan Identifikasi OPT

=8

Melakukan penyviapan sampel produk pertanian dan formulasi
pestisida baik dan luar maupun dari dalam;

Melakukan pongujian keamanan produk pertanian;

Melaksanakan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan
pengujian mutu hasil pertanian;

Melaksanakan pelayvanan pemeriksaan dan pengujian mua produk
pertariarn;

Melaksanakan menitoring dan surveillans mutu produk pettanian
dan mum formulasi pestisida;

Mendignosa pemeriksaan sampel tinamam serta merekomendasikan
pengendalian;

Melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi, pengamatan,
peramalan, dan pengendalian OFT" bDerdasarkian sistem PHT;
Mclaksanakan tugas lain sesual dengan arahan Kepala UPT dan
Kepala Dinas



4. Struktur Organisasi BLUD

Strukrur  organisasi BLUD UFT Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura sesual dengan Peraturan Menter Dalaumn Negerl Nomor 79 Tahun

2018 tangeal 27 Asustus 2018 scbagai berikut

i

Gubernur Provinsi Riau
Gubernur adalah, Gubernur Proving{ Rau adalah Jabatan ex officio vang
mewazkill Pemerintah Provinst Riau  sclalor pemilik Dinas  Pangan
Tanaman Pangan dan Hortilkuitura Provinsi Riau dan UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Eepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura,
kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikulturas adalah Kepala
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau vang
berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Riau melalui
Sekrelaris Daerah  Provinsi Riau  yang bertanggung  jawab  atlas
pelaksanaan kowenangan pomerintah dalam bidang Pangan ‘Tanaman
Pangan dan Hortikultura.
Kepala BPKAD!
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan yang
mempunyal tugas mombantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi
peranjang  urusan  pemerinlaban khususnya  penunjang  bidang
kcuangan.
Pejabat Pengelola
Bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan
kebijakan, fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layarvan.
Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian
layaman umum terutama pada aspck manfaat yang dihasilkan. Pejabat
pengelola  bertanggung jawab terhadap kinerja umum  operasional,
pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan  keuangan BLUD  dalam
pemberian layanan, Pejabal Pengelola terdiri dart ;
& Pemimpin
Sebagal Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura. Pemimpin BLUD mempunvai fungsi
sebagai penanggung  jawab umum  operasional dan  keuangan.
Pemimpin juga bertindak sebagal kuasa pengguna anggaran.
b, Pejabat Keuangan
Schagal pejebat keuangan dipegang oleh Kepala Sub  Bagian

TataUsaha UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikullura.
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5

Pejabat keuangan mempunyai fungsi sebagal peranggung jawab
keuangan.

¢, Pejabal Teknis

A Tt o L e e Do Do

Pestisida dan Identifikasi OPT. Pcjabal teknis sebagai penangzung
jawab kegiatan tecknis operasional dan pelavanan dibidangnya.
Satuan Pengawas Internal {SPI)
Satuan  Pengawas  Internal  dibentuk  untuk  pengawasan  dan
pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan kewangan dan
pengsiruh hngkungan social dalam penyelenggaraan prakick bisnis yang
sehal. Satuan pengawas internal berkedudukan dibawah pemimpin
BLUDSatuan pengawasan intern merupakan aparst  pengawasan
keuangan dan operasional Laboratorium UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Horlikultura yang bertanggung jawab kepada pemimpin
BLUD /Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hertikultura Provinsi
Riau.
Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
bidang laboratorium  vang  diletupkan  berdasarkan  peraturan
perundangan dan twnduk pada aturan profesi. Kelompok jabatan

[ungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD.
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STRUKTUR BLUD
UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI RIAU

{ubernur

!

Kepala Pangan Tanaman
BPKAD z :
|‘ =TT~ M Pangan dan Hordookura
' 1 |
i Pemimpin B 1L
———————————————— r {KepalaUPT) 1
Satwean Pengawas Intermal ] & ‘ Jabatan Fungsional |
Pejabat Teknis ‘ Peiabal Keuangan
Laboratorium l ‘ LIHE Keuangan/Perlengkapan/SDM '
Pestisida | |

5. Uraian Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola BLUD
a Tugas
1. Gubermur

Selaku pemilik mempunyal tugas antara lain sebagai berikui.

4. Melakukan pembinaan kepada Labeoratorium UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Horlkullura dengan memberikan kuasa
kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pangan Tanaman
Pangan dan Hortikultura dan/atau pejabal Iain yang ditunjuk.

b. Menjaga tujuan pendirian Laboratorium tetap terlaksana dan
memberikan manfaat yvang semaksimal mungkin bagl negara dan
dacrah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat,

c. Membenftuk dan mengangkat Komite Pengawas Laboratorium jika

diperiukan
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Mengkoordinasitkan pelaksanaan kebijakan BLUD vang dilakukan
oleli peabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas
pengawasan internal, serta menyeampalkan dan memperianggung
jawabkan kinerja opcrasional serta keuanngan BLUD  kepada
kepala dasral

Tugas lainnyva yang ditctapkan oleh kepala daerah sesuai dengan

kewenangannva.

3. Pejabat Keuangan

Pejabat Keuangan dijabat olch Kasubbag Tala Usaha. Tugas Pejabat

Keuangan adalah

a
b.

b A

b &

Meramuskan kejakan terkait pengelolaan keuangan
Mengkoordinasikan penyusunan RBA

Menyiapkan DPA

Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
Menyelenggarakan pengelolaan kas

Melakukan pengelolaan utang phatang dan investas

Memvusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang
berada dibawah ponguasaannya

Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan
Menyclengearakan akuntansi dan penyusunan lapor:an keuangan
Tugas lainnva vang ditetapkan oleh kepala dacrah danfatau

pemimpin sesual dengan kowenangannya.,

&. Pejabat Teknis
Tugas Pcjabat Tchknis antara lin :

A

Menyusiin perencanaan kegiatan  teknis  operasional  dan
pelayanan dibidangnya

Metaksanakan kegiatan telmis aperasional dan pelayanan sesuai
dengan EBA

Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan dibidangnya

Tugas lainmya yang ditelapkan olch kepala dacrah danjfatau

permimpin sesual dengan Kewenangannva

7. Bataan Pengawasan internmal (SPI)

Tugas Satwan Pengawas [nternal, membantu manajemen untuk:

a Pengamanan harta kekayvaan;

b.

Menciptakan akurast sistim infiormasi keuangan



¢. Menciptakan efisiensi dan produktivitas

d. Mendorong dipatuhinyva kebijakan manjemen dalam Praktek
Bisnis Yang Sehat

8. Jabatan Fungsional

Mem punyal tugas sebagal bernkut:

a. Memastikan kelancaran pengujian dif laboratorium  dan
bertanggung jawab terhadap perawatan dan kalibrasi peralatan &
laboratorium terkait

b. Bersama Pcjabat Teknis dan Analis terkait menyusun

perencanaan kebutuhan reagensia, alat dan bahan habis pakai
lainnya

Memastikan terhadap keabsahan hasil uj.

Memverifikast dan Menandatangani Laporan Hasil Ui (LHU).

Menangani tindak lanjut aras keluhan customer,

. s NeRT

Mengelola sampel, Ltermasuk pemusnahan sampel

Melakukan ui profisiensi/uji banding antar laboratorium.

=

Memastikan pemcenuhan  persyaratan  kondisi dan akomodasi

lingkungan pengujian sesual kebutuhan.

b Pungsi dan Tanggung Jawab
Pemimpin BLUD mempunyal fungsi sebagal penanggung jawab umum
operasional dan keuangan. Pelabat Keuangan berfungsi Ssebagaf
penanggune jawab keuangan, dan Pejabat Teknismempunyal fungsi
sebagal penangrung jawab kegialan leknis operasional dan pelayanan &
bidanpnva, Satuan Pengawas Internal berfungsi untuk  membantu
muanajemen  dalam penerapan rPrakiek DBisnis vyang Sehat Jabaian
Fungsional berfungsi membantu pemimpinan BLUD untuk peningkatan
pelayarn:an kepada masyarakal dengan melakukan kKoordinasi dalam

penyeleszian pelayanan.

6. Hubungan Kerj dan Kewenangan
Setiap baglan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikaltura
Provinsi Riau pada struktur organisasi harus memiliki komitmen, aturan mein,

serta praktek penyelenggaraan pelayanan secara sehat dan  beretika guna

mewujudkan nilal UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortilkeultura Provinsi

Rizu dalam jangka panjang dengan  tetap memperhatikan kepentingan
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stakeholders serta berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaky dan
nilai-nilai etika.

Gubernur sebagai Penangg ung jawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan
umum, melakukan pembinaan kepada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura dengan memberikan l<uasa Kepade Sekretaris Daerah Provinsi Riau
mclaliat Kepala Dinas Pangan Tanamean Pangan dan Hortikaltura Provinst Riau

Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan
Pembina Telkmis BLUDY vang bertugas melakukan pengawasan dan memben
naschal kepada pejabal pengelola, serta memberi saran dan masukan kepada
Gubernur  menyangkut  pengelotaan  dan  pengurusan  Laboratorium  UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan
kepengurusan DLUD yang berkaitan urusan pemerintahan dan memonitor tindak
lanjut hasil evaluasi penilaian dan penilaian kinerja.

Kepala Badan Pengelola Kewangan dan Aset Daerah merupakan Pembina
Kouangan vang mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan APBD  dan
bertindak sebagai Bendahara
Urmum Daerah dan melakukan pemantauan, evaluasi dalam  pengelolaan
keuangan BLUD.

Pemnimpin BLUD bertanggung jawab atas pengelulaan Laboratorium UPT
Perfindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pemimpin BLUD bertanggung
jawab kepada Gubernur/Kepala Dinas Dinas Pangan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau melalui Sekretariz Dacrah Provinst Riau dan Dinas
Dinas Pangan Tanaman Pangan dan  Hortikultura Provinsi Riau. Pejabat
Kenangan dan Pejsbet Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUTD sesual
bidang tanggung jawab masing-masing, Satuan Poogawasan  Internal  (SPL
merupakan aparat vyang Dbertugas untuk melakukan pengawasan  dan
pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan dan keuangan.

Satuan Pengawasan Internal (SPH merupakan aparat yang bertugas unfuk
melakukan pengawasan dan pengeondalian internal terhadap kinerja pelasanan
dan keunanganSatuan Pengawas Internal berkedudukan langsung dibawah
pemimpin BLUD,

Jabatan fungsional UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
membantu pemimpin BLUD untuk peningkatan pelayanan kepada masyvarakat
dengran melakukan  koordinasi  dalam  penyelesaian pelawanan,  Untuk
mewujudlcan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hertikultura yang tertib

dalam tala kelola klinis [(Clinica! Governance).
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. BAE NI PROSEDUR KERJA

Prosedur kerja mcorapakan seliap proses pengelolaan material  dan
pelayvanan lelah didokumentasikan dalam Dokumen Sistem Mutu Laboratorium
UFT Perlindungan Tanaman Pangan dun Hortikultura, Sistem Mutu merupakan
acuan bagl seluruh staf Laboratorium UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura dalam melaksanakan pekerjaan. Acuan polaksanaan pekerjaan
merupakan bagian peniting dalam pengelolaan Laboratorium dan diharapkan
merupakan suatu standar baku dalam proses bisnis Laboratoriun schingpa
pelayanan kepada seluruh pengguna dapat mencapai standar yang dinginkan.

Dokumen Sistem Mutu Laboraterium UPT Perhndungan Tanaman Pangan
dan Hortik ultura dalam rangka memberikan  pelavanan kepada masvarakat baik
pelayanan manajemen maupun pelayanan teknis telah ditetapkan oleh Kepala
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Dokumen Sistem Mutu ini telah didokumentasikan, disosialisasikan dan
diimpiementasikan d setiap unit kerja. Dengan adanya Dokumern Sistermn Muty
ini diharapkan pelaksanaan atau proses kinerja dan layanan pada setiap unit
kerja dapat dilaksanakan densan baik dan sesual dengan standar mutu. Dengan
prosedur kerja i pula dapai dijadik:an bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan
hasil kinerja dan setiap proses kinerja.

Dokumen Sislemn Mulu terdirl dar klausul Manajemen dan Klasul Teknis
vang barus diterapkan i Laberatorium Pengujian UPT Perlindungan tanaman
FPangan dan Hortikultuira Provinsi Riau sebagai Labeoratorium yang terakreditasi,

SOP yang tclah ditetapkan sccara ringkas uraiannya schagai berikut:

A Pelayanan Manajemen

Prosediar Pelayanan int terdic dari:

1. Preosedur pelayvanan umum dan kepegawaian
adalah dokumecn yang berisi serangkaian instruksi lertulis vang
dibuk ukan mengenal berbagal proses penyelenggaraan, waktu
pelaksanaan, tempat pemyelenggaraan dan pelugas vang berperan dakam
kegialan tlersebut. Sebagal suatu aturan, regulasi dan kehijakan yang
secara terus menerus menjamin perilalktu yang benar bagi selhwuh

pegawai.
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Prosedur Pelayanan Keuangan

Prosedur  penatausahaan dan  akuntansi  pendapatan  BLUD
Laboratorium Pengujan UPT.Perlindungan Tanaman Pangan dan
Horlkuliura.

Prosedur penatausabaan kewangan don  akuntansi belanja DBLUD

Laboratorium Panguftan UPT.Perlindungan Tanaman Panpan dan

Hortikultura, .

1. Jasa Pelayanan
2. Hibah
3. APBD
4. APBN

2. Lam pendapatan vang zah

Prosedur perencanaan meliputs ;

a. Perencanaan SDM

b, Perencandan Peralalan

¢. Perencanaan Sarana Kesehatan Lainnya

d Perencaan Diklat

Prosedur Pemebhar:ian Sarana dan Prasarana Laboratorium

Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarona merupakan  tindakan

pemeliharaan atau perbalkan terhadap sarana dan prasarana

Laboratoritim  sesual jadwal yang telah ditetapkan atan berdasarkan
laporan dari user, halk dilakukan sendiri atau oleh pihak lain dan
pebuatan Laporan penyelesalan pekerjan,

Prosedur Pengadaan barang dan jasa

Prosedur penga daan barang dan jasa meng: rahkan tata cara pengadaasn
barang ¢in jasa, balk barang habis pakai maupun barang vang bersifat

asel lelap.

B Pelayanan Penguijian

1

Pelayianan  Peppugiian di Laboratorium  Pengujian Pestisida dan
Laboratorium Pcongamatan Hama Penyakit Tanaman/Agens Havati
Standar Pelayanan Laboratorium terdiri atas:

1} Standar Pelavanan Penerimaan Contch sebagal panduan bagi

petugas laboratorium untuk memulat kegiatan Penerimaan Contoh

sampai penyerahan hasil uji,
2} Standar DPelayarean Pembayaran untuk memberikan tata laksana
vang tepat pada peormintaan pengujian dan reiribast pelayanan

pengujian diterima pembayaran sesual dengan prosedur.



3} Prosedur Pengujian
Prosedur dalam pengujian meliputi semua prosedur yang
digunakan dalam melakukan pengujian contoh uj vang dilerima
dari customer/pelanggan yang fertuang dalam Instruksi Kerig
Pengti jfian

4] Prosedur Penvampaian Hasil
Hasil pengujan laboraroriuum  adalah  suatu  konfirmasi  vang
dilakukan dengan menyediskan bukfl  yang  objectif  yang
menunjukan bahwa persvaratan telah torpenuahi. Dilaksanakan
sccara  berjenjang mulai dari tim tcknis, administrasi  dan

penanggung jawab hingga sampai ke pelanggan.

& BAB TV PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pengelompokan [ungsi menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional
antara fungsi pelavanan pengujian laboraterium dan fungsi pendulkung vang
sesual dengan prinsip pengendaiian imnternal dalam mangka efsktifitas pencapaian
hyjlian organisast,

Dari uraian struktur organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
[lortikultura Provinsi Riau beserta uraian tugasnya, dapat disimpulkan bahwa
organisasi UPT Perlindungan Tanamean Pangan dan  Hortikultura teiah
dikelompokkan sesual dengan fungsi vang logis sebagat berilout:

1} Telah dilakukun pemisahan fungsi yang tegas antara Kepsla UPT
Perlindungan Tamaman Pangan dan Hortikultura, Kasubbag Tata Usaha,
Kepaia Scksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Identifikasi OPT dan Kepala
Selsi Perlindungan Tanaman

2) Telah ditakukan pemisahan aniara fungsi pelayanan yang dilakukan oleh
Laboratorium  Pestisida dan Laboratorium  Pengamatan Hama dan

Penyvalkit/Agens Hayati dengan fungsi pendukung yaitu Kasubbag Tara Usaha

3} Adanya pembagian tugas pokok dan kewenungan yang jelas untuk masing-

masing [ungsi dalam organisasi tescbut diatas,

Sistemn  pengendaiian internal telah cukup memadai hal i cantara lain
tercermin dari adanya Kebijakan dun prosedur yang membantu sectiap unit

mganisast dalarn UPT Perlindungan Tanamsan Pangan dan Horikaltura Provinsi



Riau untuk melaksanakan kewajbabtnya dan menjamin bahwa tindakan
pengendalian telah dilakukan wntuk mengatasi risiko vang dihadapi dalam
mencapal tujuan dan sasaran organisasi, Kegiatan pengendalian tersebut
termasuk  scrangkajan  kegiatan  seperti  pembagian  kewenangan, olorisasi,
verifikasi rekonsiliasl, peniiaian torhadap prestasi Kerja, pembagian tugas, serta

pengamanan terhadap aset organisasi.

Selanjutnya dapat diklaskan bahwa fungsi-fungsi 4 UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikuliira sebagal berikut
1. Fungsi Pelayanan
Yang termasuk dalam fungsl pelayanan adalah pengujian Laboratorium
Pestisida dan Pengamatan Ilama penyakit yang terdiri dari:
a. Pengujian Mutu Formulas) Pestisida terdin dar:

- Penguiian Beral Jenis
- Pengujan pH

- Glilesat

-  Paraguat diklorida

- Klorfirifos

- Profianofos

-  Diazinon

= HKarbofuran

- Dirnethoat

- Sipermetrin

- Deltaumcrin

- Lambda sihalotrin

- Alfa Sipermetrin

- Permetrnin

- Siflutrin

- dlt

b. Pengujian Mutu Produk Pertanian: buah-buahan, savumn dan

kenlzang (residu pestisida) terdirt darf .

- Golangan organoklor

- Golungan organophospat

-  Golongan pyretroid

- Golongan karbarms

c. Pengujian Mutu Produk pertaniati Nuf, bif serealia, kacang polong,

bif berminyak, biji-bijian dar daerah tropik, buah kering dan

bawang putih {residu pestisida) yang terclin dard -

b2
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» Golongan organoklor
e Colongan organophospat
o (Golongan pyretroid
s Golongan karbamat
d, Pengujian Mutu Produk Pertanian bumbu dan rempah (residu
pestisida) wang lerdirl dari :
o (Folongan organoklor
+ Colongan organophospat
e Golongan pyretroid
« Golongan karbamat
e, Pengugpian Mutu APH {Agens Pengandalian Hayati)
f. Perbanyakan APH

g [DHagnosa Hama Penyakil Tanaman

2. Pungsi Pendukung
Sebagai fungsi pendukung untuk menunjang fungsi pelavanan dalam
rangka efeltifitas adalaly sebagai berilout :
Fungsi Pelayanan Administrasi meliputi,
- Administrasi keuangan dan aset
- Administrasl umum dan kepegawaian

- Administrasi pirencanaan dan moniloring serla evaluasi

e BAE V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan sumber dava manusia {SD1] merupakan pengaturan dan
pengambilan kebijakan yang jelas terarah dan berkesinambungan mengenai
sumber daya manusia pada  suatu  organisasi dalam rangka memenuhi
kebutuhannya haik pada jumlah maupun kualitag yang paling menguntungkan
sehingga organisasi dapat mcncapa tujuan secara efsien, ofckiil, dan ekonomis.
Sumber daya manusia perlu dikelola secara cermat mulai dari saat penerimaan,

selama aktif bekerja maupun setelah purmna tugas.

L Kebijakan Umum

Proses pengelolaan SDM secara keseluruhan didasarkan pada perlakuan
vang adil, rerbuka dan bebas dari nepotisme. UPT Perlindungan Taraman Pangan
dan Hertikultura Provinsi Riau dapat melakuk:om relorutmen, mempertahankan

dan mengembangkan sumber daya manusia sejalan dengan kebutruhan, kualitas
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den kualifikasi dengan kemampuan keuangan UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Riaw.

Perencanuaan sumber dava manusia didasarkean pada tugas pokok dan
fungsi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikullura Provinsi Riau dalam
rangks menunjang fugas umum pemerintahan dan pembangunan 4 bidang

pelayanan keschatan masyarakat.

I1. Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Riau mencakup kegiatanan, Pengadaan SDM,  Persyaratan,
Pengangkatan, poncmpatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak dan Kewajiban, Sistem
ravard and punishment penerimaan pegawal, pencmpatan, sistem remunerasi
jenjang karir, pembinaan termasuk sistem  reward and  punishment  dan

pemutusan hubungan kerja. Dalam pengelolaan SDM, vaitu:

A, Pengadazan Sumber Daya Manuasia

1) Sub Bagian Tata Usaha dengian bidang-bidang yang terkail melakukan
perencanaan sUumber daya manusia berdasarkan analisa beban kerja
dengan mengacu kepada rencdana strategis dan perkembangan organisasi
dengan men jun jing prinsip profasionalisme,

2} Dalam perencanaan SDM momperhatikan hasil analisis beban kerja,
anggaran dan kemampuan organisasi maupun pegawal,

3) Prosedur pengadaan pegawai dilakukan sesuai dengan  Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang
Peng adean Pegawal Negerd Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tcomiang FPerubahan Atas Peraturan
Pemermiah Nomor 98 Talman 2000

B. Persyaratan Sumber Daya Manuasia
Persyaratan SDM dalam pengelolaan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura merupakan pegawal vang bertanggung jawab terhadap Kinerju
umum, operasional, dalam  pemberan  layanan  serta menyelenggarakan

kegiatan untuk mendukung lkinerja UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura.

Persyaratan yvang harus dimgliki adalah kompctens] yang sesual dengan

formasi untuk meningkatkan kualitas UPT Perlindungan Tanaman Pangan
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dan Hortikultura maka dipetlukan kompetensi vang kompcten. Syarat

kompelensi untuk:

1. Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Horukultura Provinsi

Riau

a. Beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b, Mempunyal kemampuan d bidang Perlindungan Tanaman Fangan
dan Hortikultura dan memahami Manajemen Laboratorium Pengujian.

¢. Sehut jasmani dan roham yang dibuktikan dengan surat Keterangan
schat dari dokter independen.

d. Mampu memimpin, membina, mengkoowinasikan dan mengawasi
kegiatan UPT Perlindung:an Tamuman Pangan dan  Hortdkultura
Provinsi Riau dengan scksama,

e. Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan UPT
Perlindungan Tunamsan Pangan dan Hortikultura Provins Rian
sedemnikian rupa selme pa  dapat berjplan  sccara  lancar  dan
berkelarn jutan.

f. Cakap menvusun kebijakan strategis UPT Perlindungan Tancaman
Pangan dan Hortikultura Provinsl Rian dalam  meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat,

g Bersedia dicalonkan dan mencalenkan diri menjadl Kepala UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hertilultura Provmst Riau secara
tertulis.

h:

Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan.

2. Kepala Subbag Tata Usaha selaltu Pejabat Keusangan

Standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat meniadi Kepala

Subbag Tata Usaha/Pejabat Keuangan di UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hertikultura adalah sebagai berikut :

h

b.

C.

Beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Hsa

Bcrijazah serendah-rendahnva Strata Saw (5-1) Bidang Administrasi
{EKonomi fSosial)

Berstatus PNS aktif pada saar diangkat menjadi Kepala SubBag Tata
Usaha

Sehial jasmreani dan rohani yang dibuktikan dengan surat ketcrangan
schat dari dokter independen

Mampu memimpin, membing, mengkoordinasikan dan mengawasi

kegiatan  UPT  Perlindungan Tanaman Pangan dan  Hortikaltura

dengan seksama
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L.

Mampu melakukan pengendalian lerhadap tugas dan  kegiatan

Laboratorium sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lancar

dan berkclanjutan

Cakap menyusun kebijakan strategis Laboralorium UPT Perlindungan

Tananan Pangan dan Hortikultura dalam meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat

Memiliki wvisi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan

diantaranya meliputi :

» Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mmilia insan rumah
sakil

* Penciptaan suasana Laboratorium yang asri, aman, dan iimiah

¢ Peningkatan lmalitas tcnaga medis, parumedis dan non  medis

Laboratorium

* Pelaksanaan cfektivitas, efisiensi dan akuntabilitas program
Cakap melaksanakan rugas sesual dengan tugas pokok dan [ungsi

sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Scksi Pengujan Pupuk Pestisida dan Identifikasi OPT

Standar kompetensi vang dibutuhkan untuk dapat menjadi Kasie /Pejabat

Teknis d UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah

schagalberikul ;

a.

o

Berijazah screndah-rendabnya Strata Sawu (S8-1) Bidang Pertanian
atau ilmu Hayat

Berstatus PNS aktif pada saal diangkal menjadi Kepala Seksi

Sehal jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
schat darl dokter independen

Mampu memimnpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasf
kegiatan Laboratorium UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura dengan seksama

Mampu melakukan pengendalian lerhadap lugas dan  kegiatan
Laboratorium sedemikian rupa schingga dapat berjalan secara lancar
dan berkelan jutan

Cakap menyusun  kebijakan  strategis Laboratorivum dalam
meningkatian pelayanan pada masyarakat

Memiliki wvisi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan

diantaranya melipuli:



e Peningkatan Kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia  insan

1 baratorium

Penciptaan suasana Laboratorium yang asri, aman, dan ilmiah

Peningkatan kualitas tenaga analis Laboratorium

Pelaksanaan efeltivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.

4. Jabatan Fungsional Tertenfiz
Standar kompeltensi (kuaiilikasi yang dibutuhkan untuk dapat menjadi
Fejabat Fungsioan! Laboratorium sebagai berilkut:
a. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktiken dengan surat keterangan
schat dari dokter independen
b, Berljazah D3 /51 Analis, Kimia. Pertanian
¢, Derstatus PNS aktil
d, Marnpu membantu mengelola Laboratorium  untuk  memberikan

pelavanan kepada masyarakat meliputi bidang kimia dan biolog

e Memberikan masukan kepada Kepala Laboraorium untuk menyusun

standar pelayanan dan mem:antau melaksanakannya.

f Mampu melakukan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan
profesi dan mengembangkan program pendidikan dan latih:an

g. Mompunyai seriifikat analis

2. Tenaga Kerja Kootrak
Tenaga Kerja Kontrak vyang dipekerjskan pada UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura diangkat berdasarkan SK  Kepala

Dimas Keschatan Provins: Riag

. Pongangkatan

1. Jumlah dan susunan pangkat pegawsd yvang diperlukan UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau  ditetapkan dalam
formasi untuk jangka waktui tortentu berdasarkan jenis sifal dan beban
Kerja vang harus dilaksanakan.

2, Formasi pegawaj ditetapkan oleh Gubernur untuk setiap tahun anggaran
alas usul Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikulura
Provinsi Riau selelah mendapat pertimbangan Dinas Keschatan Provinsi.

Pengadaan pegawai dilakukan untitk mengisi formasi lersebut



Penempalan
Penempatan pegawal dilakukan berdasarkan pertimbangan ketersediaan
formasi dan kompetensi yang dipersyaratkan  sesual  dengan  vang

dibutuhkan pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikulura.

Masa Kerju dan Batas Usia

Batas Usia untuk Pegawal Negeri Sipill diatur dalam Keputusan Kepala
Badan Kepegawalan Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis
Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil.

Batas Usia Pensiun untuk PNS adalah umur 38 tahun untuk pejabal
administrasi, pejabat fungsional ahll muda, pejabat fungsional ahli pertama,
dan pejabat fungsional keleramnpilan, Usia 60 tahun bagl pejabat pimpinan
linggi dan pe@bat fungsional madya serta 65 tahun bagi PNS  vang
memangku pejabat fungsional ahli utama. Masa kerja dari PNS ditentukan

dar usia pengangkalan CPN3 sampai batas usia Pensiun.

Hak dan Kewajiban
Setiap Pegawal Negeri Sipil mempunyal hak dan kewapban antara lain:
1. Hal:

a. Mendapatkan gaji dan upah

b, Mendapatkan hak cuti

¢. Mendaparkan sanfunan kematian

d. Mcndapatkan kesejahleraan

e Mendapatkan jaminan kesehatan

2. Kewajban

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi :

a. Mengucapkan sumpah dan janj PNS

b. Mengucapkan sumpah dan jaiyi Jabatan

c Setia dan taat scpenubmya kepada Pancasila, Undang-undang RI
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah

d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan

¢. Melaksanakan tugas kedinasan vang dipercayakan kepada PNS dengan
penul pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab

{. Menjunjung tinggl kehormatan negara, pemerintah, dan martabal PNS

g Mengutamakan Kepentingan negara diatas kepentingran sendiri dan

golangan



. Memegang rahasia jabatan yang menurul sifal ataw perntah harus

dirahasiakan

Bekerja  dengan  jujur  tertib, cermatdan  bersemangar  untuk
kepentingan negara

Melapork:in dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal
vang membahayvakan atau merugikan negara, atau  pemerintah

Lerutarma keamanan, keuangan dan materil,

Setiap Pegawal Kontrak mempunyrai hak dan kewajiban antara lain :
Hak:
a.Upah

1

b

C

Dapat melalkukan perjalanan dinas dalam/keluar daerah sesum
kKepbutuhan Dinas Pangan Tanaiman Pangan dan Hortikaltura Provinsi
Riau dan peraluran perundang-undangan; dan

Mendapatkan cuti sesual dengan Surat Perjanjan Kerja.

Kewa fiban:

a.

K

Setia dan tast kKepada Panecasila, Undang-Undang Dasar Tahunl945,

Negara dan Pemerintah;

. Mengutamakan kepentingan Negara diaitas kepentngan golongan atau

pribadi;

Menjur jungiinggl kehormalan alau martabat Negara dan Pemerintah;

. Menyimpan rahasia Negara den rahasia jabatan dengan sebaik-

baiknys;

Melaksanakan mgas dengan  sebaik-batknya  dengan  penuh
pengabdian dan tangeunglawal;

Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan scmangat untuk kepentingan
Negara;

Mentaati segala ketenluan peraturan perundang-undangan;

. Mentaali ketentuan jam kerja vang berluku di lngkungan Dinas

Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsl Riaw:

Menciptakun dan memelihara suasana Kerja vang baik;

Menggunakan dan memelihara barang-barang milk negara dengan
sebaik - baiknya;

Memberikan pelayanan schaik-baiknva kepada masyvarakat.



(3.

3. Larangan:

a. Menvalah gunakan wewenang;

b Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungiin pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

¢ Meiniliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa  atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sab;

d. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja darf siapapun jaga
yang berhubungan dengan jabatandan/alau pekerjaunnys;

g, Tidak melakukan suatu tindakan wyang dapar menghalang! atau
memeersilit salah satu pihak vang dilavani sehingga mengakibatkan
kerugian bagi vang dilayani;dan

f. Melakukan sualu lindakan korupsi, kolusidan nepotisme.

Sistermn Reward dan Prunishment

Pembinaan pegawai diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan IHortikultura
Provinsi Rian dalam rangka menunjang tugas wnum pemerintahan  dan
pembangunan.

Pembinaan pegawal dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem
prostast ke, Pegawal yang telah menunjukkan kesetizan atau berjasa
tethadap UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
atau yang lelah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, mjpur dan taat
terbadap (ugas kewajibannya dapat diberikan penghargaan.

Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provins
Riau memberikan hukuman disiplin  secara berjenjang atas segala
pelanggaran disiplin. Mekanisme pemberian hukuman diatur dalam pasal 9
sf/d pasal 14 Peoraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 serta perawran/Perundang-undangan lainnva yvang bertalou.

UPT Perlindungan Tanamian Pangan dau Hortitiltura Provinsi Riau
menerapkan  sisterm  penggajian  dan pemberian  lunjungan  serta
kesejehteraan kepada Pejabat Pengelola dan pegawad UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuead dengan pasal 7 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,



Pemberhentian

Penetapan keputusan pemberhentian PNS dan atan pemberian pensiun
PNS paling lama 1 { satu) bwlan sebelum PNS mencapal batas usia pensiun
dan berlaku sejak akhir bulan PNS yang bersangliltan mencapai batas usia

pensiuimn.

Adapun regulasi dar pengelolaan sumber daya manusia merujuk
kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pengadaan Pegawal Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 lentang Pelunjuk Tokns
Pemberhentian Pegawal Negerl Sipil.

Pemutusan masa pelaksanaan kontrak selesal apabila:

a  Tidak mentaati ketentuan kewajban dan larangan;

b. Tidak masuk keria lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keteran gan secara
akumulasi selama 1 (satu) bulan;

¢. Tidak masuk kerjy leblh dart 3 (tiga) bulan bagi vang mengalami
kecelakaan Kerja;

d. Terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/ atan meninggalkan
tugas/Kantor padajam kerja yang perhitungannyas sama dengan tidak
masulk kerja selama 5 (lima} hart kerja tanpa alasan;

€. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atan
barang milik Negara;

f. Memberikan keterangan palsu  atau  yang  dipalsukan  schingga
merugikan Negara;

g Meminum minuman keras yang memabukkan, perjudian, memakai dan/
atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat aditi lainnva di
dalam maupun di luar lingkungan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan
Hortilkultura Provinsi Riaue

h. Mclakukan perbuatan asusila, menjadi islri atau suami kedua dari
perkawinan yang tidak sah secara Negara didalam maupun  diluar
Lingkungan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikulhora Previnsi
Riagu;

L Menyerang, menganiaya, mengancamatau mengintimidasi leman sekerja
atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja;

I Membujuk teman sckerja atau atasan untuk melakukan perbuatan vang

bertentangan dengan peraturan;



k. Dengan cercboh atau sengaj merusak atauy membiarkan  dalam
keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi
Negars;

1. Membongkur atau membocorkan rahasia negara jang seharusnya
dirshasiakan kecuali untuk kepentmgan Negara;

m. Meclakukan tindak pidana dan berstatus sebagal tersangka;

n.  Menerima gratifikasi; dan

0. Pemberhentian Penelapan keputusan pemberhentian PNS  dan  atau
pemberian pensiun PNS paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS
mencapai batas usia pensiun dan berlaku sepk akhiv bulan PNS yang

bersangkutan mencapal batas usia pensiun.

Adapun regulasi darl pengelolaan sumber daya manusia merujuk
kepada Peraturan Monteri Pendayamunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pengadaan Pegawal Negerl Sipil dan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

BAE VI POLA TATA KELOLA KEUANGAN
1. Struktur Anggaran BLUD
Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:
a. Pendapatan BLUD
Pendapatan BLUD bersumber dart :

s jasa lgvanan,

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan  berupa
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberkan kepada
masyarakat.

* hibah,
Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah
terikal dan hibah tidak terikat yvang dipervleh dar masyarakat atau
badan lain. hibah terikat digunakan sesuai dengan tjuan
pemberian  hibah, sesual dengan peruntukannya vanz selaras
dengan tujuan BLUD  schagaimana tercantum dalam naskah
perjanjian hibah, hasil kerja sama dengan pihak kin

« APBD,
Pendapatan BLUD yang berstunber dari APBD berupa pendapatan
yang herasal dar DPA APBD,

L
ed



lain-lain pendapatan BLUD vang sah,

Lain-lain pendapatan BLUD wyang sah sebagaimana melipufti: jasa,
giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai {ukar mapiah
rethadap matavang asing; komisi, potongan ataupun bentuk lam
sebagal  akibat dard  penjualan  dan/  atau pengadaan  barang
danjatan jasa oleh BLUD; investasi dan pengembangan uasaha,
Pengembangan usaha dupal dilakukan melalui pembentukan unif
usaha untuk meningkatk.an layanan Kepada masyarakat Unit usaha
schagaimana dimaksud i merupakan bagian dari BLUD yang
bertugas ‘melakukan pengembanpgan layanan dan mengoptimalkan
sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUL. Pendapaian
DLUD dikelola langsung untuk membiayal pengeluaran BLUD sesuai
RBA, kecusll wang berasal derd hibah terikat. Pendapatan BLUD
dilaksanakan melalut Rekening Kas BLUD.

b. Belanja BLUD

Belanja BLUD terdin atas:

il

belkanja operasi;

Belanja operast mencakup scluruh  belanja BLUD unituk
menjalankan tugas dan fungsi belanja oporasi il meliputi belanja
pegawail, belanja baring dan jasabelanja bunga dan belanja lainnya
belanja madat.

sedangkan belanja medal mencakup selwuh belanja BLUD untuk
perolehan asset telup dan aset lainnva yang memberi manfaat lebih
dari 12 [dua beias) bulan untuk di gunakan dalam kegiatan BLUD.
Seperti belanja modal berupa belanja tanah, belanja peralatan dan
mesin, belanja pedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan

jaringan dan belanja aset tetap lainnya,

¢. Pembiayaan BLUD

Pembilayaan merupakan scmua penerimaan yang perlu dibavar

kemball dan/atau pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada

tahun  anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggarai
berikutnva.



Pembiayaan BLUD terdiri atas:
1. Penerimaan pembiavaan;
Penerimaan pembiayaan nieliputi
s sisa lebih perhitungari angearan tahun anggaran ssbelummva;
¢ divestasi: dan
¢ penerimaan ulang/pinjaman.
2. Pengeluaran pembiayaarn.
Pengeluaran pembiayaan melipuri:
s nvestas: dan

¢ pembayaran polok utang /pinjaman.

2. Perencanaan dan Penganggaran BLUD
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Horlikuliura Dinas Pangan
Tanaman Pangan dan Hortkultura menerapkan BLUD  dengan Menyusun
RBA vang meng:cu pada Renstra, RBA disusun berdasarkan:
&, anggaran berbasis kinerja;
Anggaran berbasis kinerja merupakan analisis kegiatan vang berorientasi
pada pencapaian cut put dengan pengrunaan sumber daya secam efisien.

b. standar saluan harga;
Standar satuan hsrpa merupakan harga saluan setiap unit barang/jasa

vang berlaku disuatu daerzsh. Jika BLUD helumn memyusun standar satuan
harga maka BLUD menggunakan standar satlnum hamga vang dilelapkan
oleh Keputusan Kepala Daerah

. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan vang diperlirakan akan
diperoleh dari layanun yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil
kerja sama dengan pihak Jain danfatau hasil usaha lainnya, AFBD, dan
sumber pendapatan BLUD lainnya. Kebutuhan belanja dan kemampuan

pendapatan merupakan pagu belanja vang diringl menurut belanja operasi
dan belanja modal.

RBA menganul pola anggaran (leksibel dengan suatu presentase
ambang batas tertontu dan disertal dengan standar pelayanan minimal,
FBA rneliputi:

a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rngkasian  pendapatan, bekanja dan  pembiavaan  merupakan

ringlasan pendapataa, belanja dan pembiavaan.

. rneian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayvaan: Rincian
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaasn merupakan rencana
anggarian untuk seluruh kegiatan lahunan yang dinyatakan dalam



sdtuan vang yang tercermin darl rencana pendapatan, belan ja dan
pembnayaan.

€. perkiraan harga;
Perkiraan harga merupakan eslirnasi harga jual produk harang

dan/atau josa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan
tingkat margin yang citenlukan seperti tercermirm dari Tarif Layanan.

d besaran persentase ambang batas;
Besaran. persentasc ambang batas merupakan besaran persentase

perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang
diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD,

& perkiraan maju atau forward estimate
Perkiraan maju merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk

tahun anggaran berikutnya dacd tahun vang direncanakan ouna
memastikan  kesmambungan program dan  kegiatan vang telah

disetujui dan menjadi dasar penyvusunan anggaran tahun berikutnya.

Pendapatan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA
SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok
pendapatan ash daerah pada jenis lain pendapalan asli daerah vang sah
dengan obyek pendapatan dari BLUD,

Belanj BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada alun belan ja
daerah yang sekanjutnya dirinei dalam [ {satu] program, I {satu) kegiatan, I
(saiu) output dan jenmis belanja. Belanja BLUD  dialokasikan untuk
membiayai program pcningkatan pelayanan serta kegiatan pclayanan dan
pendukung pelayanan.

Pemblayaan BLUD  diintegrasikan/dikonsclidagikan ke dalam RKA
SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiavaan
pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah.

BLUD dapat melakukan pergeseran rinclan belanja sepanjang tidak
melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya
disampaikan kepada PPKD. Rincian belanja dicantumkan dalaim RBA,

EBA dintegrasikan/dikonselidasikan dan melupakan kesatuan dar
RKA. RKA bescrta RBA disampaikan kepada PPKD sebagai balian
penyusunan rancangan peratiran daerah tentang APBIDD,

PPKD menyampaikan RKA beserta RBA  kepada tim snggaran

pernerintah dacrah untuk dilakukan peneiaaban. Hasil penclaahan antara
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lain digunakan sebagal dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk
BLUD.

Tim  anggaran pemerintah daerah menvampaikan kembali RKA
beserta RBA vyang telah dilakukan penelashan kepada FPKD  untuk
divantumkan dalami rancangan peraturan dacrab  teniang APBDD vang
sclanjulnya ditetapkan menjadi Peraturan Dacrah tentang APRD, Tahapan
dan jadwal proses penyusunan dan peneiapan RBA mengikuti tahapan dan
Jadwal proses penyusunan dan penetapan APBL. Ketentuan lebih lan juat
mengenal peayusunan, pengajuau. penetapan, perubshan KBA BLUD

dizlur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pelaksanaan Anggaran BLUD

BLUD menyusun DFA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD
untuk diajukan kecPada PPKD. DPA  memual pendapatan, belanja dan
pembiayaan. PPKD mengesahkan DPA sebagal dasar pelaksansan anggaran
BLUD. DPA yang telah disahkan cleh FPKD menjadi dasar pelaksanan
anggaran.  yang bersumber dari APBD. Pelaksanaan anggaran yang
bersumber dari APBD digunakan untuk belanja pegawai, belanja madal dan
belanja barang danjatan jasa yang mekanismenva dilakukan sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran  dilakukan secara berkala sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan, ciengan memperhatikan anggaran kas
datam DPPA, dun memperhitungkan:
a.jumlah kas yvang tersedia;

b. proveksi pendapatan;
¢. proveks] pengeluaran.

Pelaksanaan arggaran dilakukan dengun memperhatikan RBA,

DPA yang telah disahkan dan RBA menjdi lampiran Peranjian
kinerja yang ditandatangan oleh kepala daerah dan pimpinan. Perjanjian
kinerja antara lain memuat kesangg upan untuk meningkalkan:

a kinerja pelayanan bagi mesisarakat;
0. kinerja kKeuangan: dan
¢ manfaal bagl masYarakat.

Dalam  pelaksanaan anggaran, pemimpin menvusun  laporan

pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD

secara berkala kepada PPKIY, Laporan melampirkan surat pernyataan
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tanggung jawab vang ditandatangani oleh pemimpin. Kepala  SKPD
menerbitkan Surat Permintaan Pengesehan Pendapatan, Belanie dan
Pembiayaan  untuk  disampaikan  kepada PPKDPPKD  melakukan
pcngesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja
dan Fambiayaan.

Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin mecmbuka rekening kas
BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekening
kas BLUD digunakan untuk menampung penerimaarr dan pengeluaran
kas yang dananya bersumber dari pendapatan B0
Nalam pengelolaan kas, BLUD menyclenggaakan:

a, porencanaan penerimaan dan pengelusran kas,

b. pemungutan pendapalan atau tagihan,

c. pehyimpanait kas dan pengelola rekening BLULD;

d, pembayaran;

e. perolehan sumber dana untuk menulup defisit jangka pendek dan
f pemanfaatan surplus kas untuk memperolch pendapatan tambahan.

Penerimaan BLUD dilapotkan setiap hari kepada pemimpin melalul
pejabat keuzangan.

Dalarn  pelaksanaan  anggaran, BLUD  melakukan  penatausabaan
keuangan paling sedikit memuat:

a. pendapatan dan belanja;

b. penerimaan dan pengeluaran;

¢. hulang dan plutang;

d. persediaan, asct tetap dan inzeslasi; dan
e. elmitas.

Ketentuan mengenal pelaksanaan anggaran Diatur dengan
Peraturan Kepala Dacrah.

. Fengelolaan Belanja BLUD

Pengelolaan  belanja  BLUD  diberikan  Fleksibilitas  dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitus rmerupakan
belanja vang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang
batas RBA dan DPA yvang telah ditetapkan secara dcfinitif, Fleksibilitas

dapat dilaksanalkan tertradap belanja BLUD vyarrg bersumher dan
pendapal BLUD  dan hibah tidak terikat,

Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampawl anggaran dalam RBA dan DPA. Dalam  hal

belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat
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persetujuan kepala daerah. Dan jika terjadi kekurangan anggaran, BLUD

menga jukan usulan tarnbahan anggaran dari APBD kepada PPRD.

Besaran presentase ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan
saldo awal kas. Tetapi memperhitungkan fluktuasi keglatan operasional,
meliputi:

a. kecenderungan/iren sclisih anggaran pendapatan BLUD sclam APBD
tahun berjalan dengan realisasi 2 {dua) tahun anggaran schelunmnya;
dan

h. keocenderungan/ftren seiisih pendapatan BLUD selain APBD  dengan
prognosis lahun anggaran bor@lan,

Besaran presentase ambang batas dicantumbkan dalamm RBA dan DPA.

Pencantuman ambang batas berupa calatan yang memberikan indormasi

hesaran presentase ambang batas.

Presentase ambang batas merupakan kehatuhan vang dapat
diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungiawabkan. Ambang
batas digunakan apabilu pendapatan BLUD diprediksi melebihi target
pendapatan vang telah ditctapkan RBA dan DPA tahun vang dianggarkan.

Piutang dan Utang/Pinjaman BLUD

BLUD mengelola plulang sehubungan dengan penyeraban barang,
jasa, dan/fatau transaksi yang berhubumgan langsung atan tidak langsung
dengan kegiatan BLUD. BLUD melaksanakan penagihan plutang pada saat
piuiang jaluh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

Palam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan
kepada kepala daerah dengan mclampirkan bukti vang sah. Piutang dapat
dihapus secara mutlak atau bersyarat., Tata cara penghapusan piutang
diatur dengan Poraturan Kepala Daerah,

ELUD' dapal melakukan utang/phjaman  schubungan dengan
kegiatan operasional danfatau perikatan pinjaman dengan pihak lain
Utang/pinjaman berupa utiang/pinjaman jangka  pendek atall
utang/pinjaman jangka panjang.

Utang/pinjaman jangka pendek rmerupakan ulang/pinjaman yang
memberikan manfast kwang dad 1 (satu) tahun yang timbul karena
kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk
menuiup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah

penenmazan kas dengan proyeksi jumlab pengeluaran kas dalam 1 (satu)

lahun anggaran.



Pembayvaran utang/ pinjaman jangka pendek merupakan kewafiban
pembayaran kemball utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun
anggaran berkenaan. Uiang/pinjaman jangka pendek schagaimana
dimaksud dibuat dalam bentuk perjanjan  utang/ pinjamen vang
ditandatangani oleh pemimpin dan pembert utang/ pinjaman. Pembavaran
kemball utang/pinjaman jangka pendel menjadi tanggung jawab BLUD.

Mekanisme pengajuan ulang/pinjaman jangka pendek diatur dengan
Peraturan Kepala Dacrah. BLUD wajb mombayar bunga dan  pokok
Utang /pinjaman  jangka pendek sebagaimana yang telah jatuh  tempo.
Pemimpin dapal melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok
sepanjang tidak melekihi nilai ambang batas vang telah ditetapkan dalam
RBA.

Utang/pinjaman jangka panjang meruapakan utang/pinlaman yang
memberikan manfzat leblh dard 1 (satw) tahun dengan masa pembayaran
kembali atas ulang/pinjaman tersebut lebih dari 1 {satw tahun
anggaranUtang/pihjiaman jangka panjang  hanva untuk pengeluaran
belanja modal Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan
kewajibun pembayaran kemball uteng/ pinjaman vang meliputi pokok
utang/ pinjaman, bunga dan biaya lain vang harus dilunasi pada rahun
anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/ pinjaman
yang bersangkutan.

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman  jangka  panjang  sesuad

dengan ketentuan peraturan perundang-und:angan.

6. Investasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Devisit Anggaran BLUD

I Investasi

BLUD dapat melakukan investasi scpanjang memberi manfaat bagi
peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta
tidak menggangg likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan
rencana  pengeluaran. Investasi yung dimaksud  borupa investasi janglka
pendek, investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapal segera
dicairk:an dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau
Kurang.

Investasi Jangka pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan
swpluy kas Jangka pendek dengm memperhatikan rencans pengeluaran.

Investast Jangka pendek meliputf:

& Deposito pada bank umum dengan jangka wakin 3 (liga) sampai dengan
12{dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otornatis
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b. Surat berharga negara janglka pendek.
Adapun Karakteristik investasi jangka pendek adalah :

a. dapat segera dijualbelikan/dicairkan;

b ditujukan untuk manajemen kas: dan
c. instrumen keuangan dengan risikc rendah

Pengelolagsn investast BLUD diarur dengan Peraturan KepalamDaerah.

1L Sisa lebihh Perhitungan Anggaran

Sisa lebih porhitungan angsaran BLUD morupakan sclisih lebih antara
realisazi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu] lahun anggaran.
Sisa lebih perhifungan anggaran BLUD dihitung berdasarkan laporan realisas:
anggaran pada I {satu] pcriode anggararn.

Siga lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya, kecuall atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian
atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas
dan rencana pengeluaran BLUD.

Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tabun
Anggaaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
Pemmaniataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggiaran
berikuinya yang digunakan untuk membiayai program dan keglatan harus
melalui mekanisme APBD. Pemanfatzan sisa lebih perhitungan anggaran
BLUD dakam tahun anggaran herikutnya, apabila dalam kondisi mendesak
dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

Kriteria kondisi mendesak schagaimana dimaksud diatas mencakup:

a program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum rersedia dan/fatau belum cukup anggarannyva pada lahun anggaran
berjalan; dan

b kepetuan mendesak lainnyva yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

HI. Defigit Anggaran

Defisit anggaran BLUD merupakan selisth kurang antara pendapatan
dengan belanja BLUD,  Dajamn hal anggaran BLUD diperkirakan defisit,
ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
dan penerimaan pifjeman.
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PENYELESAIAN KERUGIAN
Sctiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan
melawan  hukcem atau kelalaian  seseorang  diselesaikan  sesual  dengan
keteniuan peraturdan perundang undangan mengenai penvelesaian kerugian

negara/ daerah.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN
BLUDL menyusun pelaporan dun perlanggungawaban berupa laporan

keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

C. TIETAC&;

d. laporan operasional;

& lapoman arnlys kas;

{. laporan perubahan ckuilas; dan

g catatan atas laperan keuangan.

Laporan keuvangan BLUD mi disusun berdasarkan standar skuntansi
pemermtahan. Dalam hal slandar akuntans! pemerintahan tidak mengatur
jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan
akuntansi. BLUD mengembangkan dan menerapkankan kebijakan akuntansi
yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Laporan keuwangan diserial
dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau
keluaran BLUT.

Laporan keuangan diaudit olch pemeriksa eksternal pemerintah sesuai
dengan ketentuan perafuran perundang-undangai.

Pemimpin menyusun  laporan Keuangan semesteran dan  talwanan.
Laporan keuangan tahunan disertal dengan laporan kinerja paling lama 2
(dua) hulan sctelah periode pelaporan berakhilry, setelah dilakukan reviu olch
SKPD yang membidangi pengawasan df pemerintah dacrah.

Laporan keuangan duntcgrasikan/dikonsolidasikan ke dalan laporan
kenangan SKFD. untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonselidasikan ke dalam

laporzan keuangan pemerintah daerah. Hasil revil merupakan kesatuan dard

laporan keuangan BLUD tahunan,

P GUIZERNMUR RIAL
ttd.

P HARTYANTO
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LAMPIEAN IiI PERATURAN GUBERINUR RIAU

NOMOR 15TAHUN 2024
TENTANGPCLA TATA  KELOLA.
EENCANA STRATEGIS DAN
STANDAR PELAYANAN  MINIMAL
LINIT PRLAKEANA TEBNKS
PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN DAN  HORTIKULTURA
DINAR PANGAN TANAMAN PANGAN
BAN HORTIKULTURA

STANDAR PFLLAYANAN MINIMAL

A BAB] PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Dengan telah  diundang-undangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomoer M tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah
memberikan peluang bagi Satwin Kerja Perangkat Daerah (SKPDY atau Unil
Pelayanan Teknis vang memberikan pelayanan kepads masyarakat berupa
penyediaan Barang dan/fatau  Jasa dapat diberikan kelcluasaan dengan
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat dengan BLUD adalah unit
kerja pada satusn Ketja Perangka: Dacrah & Lingkungan [emenntah dan
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepda masy-aralat berupa penvediaan
barang/jasa. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah Daerah
dengan status hokum yang tidak terpisahkan dad pemerintah dagrah, berbeda
dengan SKPD pada umumnya pola pengelelaan keuangan BLUD memberikan
Fleksibilitas berupa kelelugsaan wuntuk mencrapkan prakiek-pratek  bisnis
¥ang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada tasyarakat.

Pengelolaan Lahoratorium Pengufian UPT  Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura sudah seharusnva dijalankan secara profizssional,
secara bertahap dapat mengembangkan dan meningkatkan  pelayanan
terhadap pengguna jasa dalam melakukan pengujan  paramcter, residu
pestisida, mutu formulasi pestisida dan mutu agens pengendalian ITavati.

Pengelblaan sccara propesional mi dapal terwujud apabila laboratorium
Pensdpan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultara men jalankan
praktek-praktek bisnis vane sehat dan  dikcloia  oleh OTGNEZ-Orang  Vang
professional sehingga diharapkan laboratorium mampu meningkatkan raang
lingkup pengujian bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sincrgd
dengan program-program Pemerintah dalam mengujidkan masvarakat

memperoleh makanan segar aszal tumbuhan vang aman komsumsi.
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Penerapan praktek bisnis vang sehat harus berdasarkan prinsip efisiensi
dan produktifitas, hal ini dapat terwujud apabila kinerja laboratorium dapat
divkeur, dievaluesi dan dapat dijadikan umpan balik bagi perencanaan
berikutnya. Sikius nl membutuhkan suatu dokumen  stundart tentang
penyelenggaraan pelayanan yang minimal harus diselengourak-an atau Standar
Pelayanan Minimal (SPM] baik yang sclanjulnya akan dijadikan target
pembanding apakah pelayanan Laboratorium dapat rneningkat
produktifitasnya secara efisien sesuai dengan kualilas vang diharapkan dari
lahun ke tahun,

2 Tujuan
Sebagai instrumen pengendalian, maka Standar Pelayanan Minimal
menjadi hal vang wajb dilakukan oleh  Labestorium Pengujian UPT

Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan Tuan :

1. Menjamin Hak Custorner untuk menerima layanan yang baik yang
disediakan sesuai standar mute yang dilakukan Laboratorium Penguiian
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortiltaltura

2. Menmgkatkan Akuntabilitas Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap Customer dan Custorner dapat
menglkur sejauh  mana Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikuliura dapat memecnuhi kewajibannva dalam
menyediakan pelayanannya.

3. Menenfukan jumlah anggaran wvang dibutuhkan dalam menyediakan
layanan, schingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebultthan
pembiayaan dalam mengusulkan anggaran kepada Panitia Anggaran daerah
dan DPRD.

4. Mencntukan usulan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain fungsi
pelayanan Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikullura yang lebih adil dan transparan dari permerinlah pusat,
pemerintah provingi, dan/atau pihak lain

5. Memperjelas Tugas pokok Laboratorium Pengujian UPT Perfindungan
Tanaman Pangan den Hortikultura dan mendorong terwujudnya Checks
ard balances yang efektif, mendorong transparansi dan pearisipasi
customer dalam proses penyclenggaraan  pelayanan  Laberatorium

Pengujian UPT Perlindungan Tanam:an Pangan dan Hortikultura
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3. Pengertian istilah

L. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan lentang jenis dan mutw
pelayanan dasar yang merupakan urusan waijib daerah vang berhuk
diperoleh setiap warga secara minimal .Juga merupakan spesifikasi
teknis tentang lolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh
Badan Layanan Umum kepada masyarakat

2. Laboratorium pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura adalah sarana laboratorium yang melaksanakan
péngukuran, penetapan dan pcngujan lerhadap sarara pertanfan
pupuk, pestisida dan Agens Pengendali hayati dan Residu pestisida
pada Produk Pangan segar asal Tumbuhan, air dan tanah

3. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan vang diberikan oleh
laboratorium kepada masyarakat.

4. Mulu Pelayanan Laboratorium pengujian UPT Perlindungan Tanarman
Pangan dan Hortikultura adalabh kinerja yang menunjukan tingkat
kescmpuinaan  pelayanan  pengujan, ldak saja  vang dapat
menimbulkan kepuasan bagi pelanggan sesuai dengan kepuasan rata-
rata penduduk tetapl ga scsual dengan standar dan kode ciik profesi
vang telah ditetapkan,

3. Sasaran Mutu adalah sesualu yang dicari atau dituju berkailan dengan
MU,

6. Kinerja adalah proses yvang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suati
organisasi dalam mecnyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan
atau harang kepada pelanggan.

7. Indikator Kinerfa adalsh variabel yang dapat digunakan wuntuk
mengevaluasi keadaan atau stalus dan memungkinkan dilakukean
pengukuran terhadap perubahan yang terjadi darl waktu ke walktu atau
tolak ukur prestasi kuanutatif / kualitalil yang digunakan untuk
mengukur terjadinya perubahane terhadap besaran target atau standar
yang telah ditetapkiin sebelumnya.

8 Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan
sesuatu  yang harus  dicapai, vang digunakan sebagai  ukuran
pencapalan mutu/kinerja vang diharapkan.

9. Delinisi operasional: dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dar

indikator
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11.

Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari
sumber data untuk tiap mndikator

Formula pengukuran adalah suatu cara atau metode dalam, penetuan
besaran, dimensi, atau kapasitas terhadap sualu standar,

Sumber data adaiali sumber bahan nyata/Keterangan veng dapat

dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

. Landasan Hukum

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tenitang  Pengeloiaan
Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3360}

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinish Daerah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidava
Pertanian Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indoemesia Tabun
2019 nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 64123
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas
Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perbindungan
Tanaman Pangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomar 12, Tambuahan Lembaran Negara Nomaor 3586)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengolahan
Bahan Borbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahw: 2001 Nomor 138}

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/II /1942
tentang Persyaratan Keschalan Pengelolaan Pestisida;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/SR.340/12/2011
tertang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan {PSAT):

Peraturan Menteri Pertanian Republik indeonesia Nomor 43 Tahun

2019 tentang Pendaftaran Pestsida;



3. Sistematika Penyajian
Sistematiika dokumen SPM disusun dalam bentulk:
PENGANTAR
DAFTAR IS]
BAD [ PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tuan
C. Pengertian
D. Landasan Hukum
E. Sistemnatika Penya jian
BAB II: STANDAR PELAYANAN MINIMAL
A. Jenis Pelayanan
H. Standar Pelayvanan Minimal
BAB III: RENCANA PENCAPAIAN SPM
A Rencana Pencapaian Target SPM
B. Program Pencapaian 914
BAB TV: SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
A. Rencana Strategis dan Penganggarun SPM
B. Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan SPM

C. Pengukuran Capaian Kiterja dan Evahaasi Kinecria
BAB V PENUTUP
L AMPIEAN:

1. Indikator dan standar setiap jenis pelayanan.

2. Uraian standar pelayanan minimal dan formula pengukuran

3. Monitoring capaian sasaran mutu
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B. BAE I STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A Jenis Pelayanan

Pelayanan Laboralorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan

dan Horlikultura meliputi pelayanan laboratorium Pestisida dan Laboraterium

Pengamatan Hama dan Penvakit Tanaman. vailu:

l. Pelayanarn Laboratorium Pestisida

a. Pengulian Mutu Forulasi pestisida
b Pengujian Mutu produk tanaman pangan dan hortikultura

¢ Pengujian Pupuk

Bf Mt/ Kepala UPT

‘1

Custurmer/pe rusah — Penetima contohvp| pl Penvimpanan srsip contoh
aanfinslansi +—— administrasi
- i Pairgetu =1 Analis I
Fiekn s “—| sz U X =i |
Pelaksanaan  Pepgtiyian
keterangan :

1.

EJI

Pelanggan mengajukan permohonan pengujian disertai dengan
contoh uj dan paramater uji.

Petugas admimstrasi memeriksa kelayakan contoh sang ukan diuj
dan  mengajakan kaji ulang permintaan  pengujian  kepada
Penanggung jawal Teknis.

Penanggung jawab Teknis mengkaji ulang apakah contoh dapat
dianalisa  atau tidak, sekauipinya dikembalikan ke Pelugas
Administrasi

Petugas Administrasi membuat tanda lerima contoh

Penanggung jawab Administrasi mengagendakan permintaan
pengujian dan disarnpaiken kepada Kepala UPT. Kepala UPT
mendisposisikan permintaan pengujian untuk ditindak -lan juti
Petugas administrasi membagi Contoh uj menjadi 2 bagian yaitu:
satu bagian sebagal arsip dan salu bagian disampaikan kepada
laborateriim untulk diuj

Penanggung jawab Administrasi mencatal contoh pada buku
penerimaan contoh dan diberi nomor kode

Penanggung jawab Admimsirasi menyampalkan memo permintaan
pengujan, lembar konirol disertai dengan contoh wji  kepada
Penanggung jawab Teknis,
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Fenanggung jawab Teknis mendisposisikan permintaan pengujan
kepada penyelia, dan penyelia melanjultkan kepada aAnalis pengujian
mutu pestisida dan/ atau pengujian residu pestisida pada produk
tanaman dan mencatat pada buku administrasi pengujian

Analis pengujian mutu pestisida, dan/ atsu residu  pestisida
mengidentifikasikan conioh din melakukan penguiian.

Setclah Analis selesai melalkukan pengujian, analis membuat laporan
Sementara,

Laporan scmentara diperiksa oleh penyelia selanjutnya dileruskan le
penangeungfawab teknis

Penianggungjawab tekmis meneruskan kaporan analis kepada perugas
analis untuk dibuat laporan hasil pengujan

Setelah laporan hasil penguijian dibuat oleh petugas administrasi <&
herfkan ke penanzgungjawab  teknis unfuk  diperiksa,  setelah
diperiksa  dilanjutkian kepada  penanggungawsab  mutu untuk
dilakulzan penandatangan Laporan Hasil Uy

2. Pelayana Laberatorium Pengamatan Hama Penvakil Tanaman

a. Identifikas) Organisme Pengganggnn Tumbuhan

b. Pengujian Mutt Agens Pengendalian hayati

I§ My’ Kepala LFF

v 1

Custarmerperusah —_— Penenima contoheps | »f  Poidpanae amsip conlh
aal nstang +— adminisirasy
, =" I oy b e anals
17 tekent” 12 |"‘_ g T, ;
A g e e s

i

Pk samane Peng ujinn

Keterangan ¢

b

e

Pelanggan mengajukan permohonan pengupan disertai dengan
contoh ujl dan paramater uijL

Petugas admimsirasi memeriksda kelayakan contoh yvang akan diaji
dan  mengajukan kajl ulang permintaan  pengujan  kepada
Penanggung jawab Tekris,

Penanggung jawab Teknis mengkaji ulang apakah contoh dapat
dranalisa atau fidak, sclanjutnya  dikembalikan ke Petugas
Administrasi
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Petugas Adminisirasi memhuat tanda terima contoh

Penanggung jawab  Administrasi mengagsndalkan  permintaan
pengujian dan disampaikan kepada Kepala UPT. Kepala UPT
mendisposisikan permintaan penguijian untuk ditindak-lan juti
Petugas administrasi membagi Contoh ug menjadi 2 baglan vaitu:
satu bagian schagal arsip dan satu bagfan disampaikan kepada
lahoratorium untuk diui,

Penanggung jawab Administrasi mencatat contoh pada  buku
penerimaan contoll dan diber! nomer kode

Penanggung jawab Administrasi menyampaikan memo permintaan
pengujian, lembar kontrol disertai dengan contoh uji  kepada
Penanggunyg jawab Teknis.

Peneng gung jawab Teknis mendisposisiken perminlaan pengu jian
kepada penyelia, dan penyclia melanjutkan kepada aAnalis pengujian
mulu pestisida dan/ atau pengujian residu pestisida pada produk
tanaman dan mencatat pada buku administrasi pengujian

Analis pengujian mutu  pestisida, dan/ atau residu pestisida
mengidentiftkasikan contoh dan melakukan pengujian,

Setclah Analis selesal melakukan pengujian, analis membuar laporan
sementara,

Laporan sementara diperiksa oleh penyelia selanjutnva diteruskan ke
penanggungjawab teknis

Penanggungjawab teknis meneruskan laporan analis kepada petugas
analis untuk dibuat laporan hasil pengujian

Setelah laporan hasil pengujian dibuat clch petugas admintstrasi di
berikan ke penanggungatwab teknis untuk diperiksa, setelah
diperiksa dilamjuikan  kepada penanggungiawab  mutu untuk
dilakukan penandatangan Laporan Fasil Uj

3. Pelayanan Pconerimsan centoh

Kay Ulany permintaan
peneugian /gL ledods

v 1

Cuseomer’ pene-ah —_— Puncrma comohipy == Lu"’*m“m"ﬁf’“”{’?“-"h?’“m‘
Anfnslansi o cdvef e T T1STartsL
Keterangar:

1

2

Pelanggan mengajukan permohonan pengujian  disertal  dernsan
contch uf dan paramater uji,

Petugas administrasi memeriksa kelayakan contoh yang akan diuji
dan  mengdjukan kaji ulang permintaan  pengujian  kepada
Penangg uing jawab Teknis.



3.  Penanggung jawab Tckuis mengkai ulang apakah contoh dapat
dranalisa  atau tidak, selanjutnya  dikembalikun ke Petugas
Administrasi

4. Petugas Administrasl membuat tanda terima contoh dan diserahkan
ke pelanggan

4. Pelayanan Pengambilan Hasil uj

Merndapkan LHU »ang
aban diambil
Minyerahlae 1T

‘1

Custome rperusah | —= Penwrima contohip » Customer{perissabaandi
HALNA eSS T A L MSLAnSE
Ketcrangran ;

1. Pelanggan memberikan surat tanda terima  contoh ke petugas
admimstrasi

2. Pemugas administrasi memeriksa dan menyiapkan LHU yang akan
diam bil

3. Petugas adminisirasi menyerahkan LHU pada pelanggan kelayakan
contoh yang akan diuji dan mengajukan kaj ulang permintaan
pengujian kepada Penangeung jawab Teknis.

3. Pembanyaran sccara lunai

Kag lang permintaan
pengupan / pp Kokis

v

Customeuerperusah | ——» Penerima contohf —»  Customerperusafan'
san/inslansi adnitnistras/ nstansi
Kutrangan :
l.  Pelanggan mengajukan permohonan pengujian disertai dengan

contoh Uf dan paramater uj.



Petugas administrasi memeriksa kelayakan contoh yang akan diuji
dan  mengajukan kajfi ulang permintasn pengujian  Kepada
Penanggung jawab Teknis.

3. Penanggung jawab Tekmis mengkaj ulang apakah contoh dapat
dlanalisa atau tidak, dan menghitung blaya pengujian selanjutnya
dikembalikan ke Petugsas Admimistrasi

. Pelugas Administrasi membuat tanda terima contoh  dun kwitansi
yvang harus dibes/ar pelanggan

% Pelanggan membayar biaya pengujlan ke pelugas administrasi/
Lendahara

6. Pelayanan penvelesaian Pengaduan
e H. Mutu memverifikasi fengaduan
*  PTeknis menyetesaikan pengaduan
e P, Administrasi menysiesatkan
venegadudn
o
Customerperusall | ——w] 1}-—-‘,1-:5; -——s¢ Customer/perusahaani
i instanst TR ERLY)
Keterangan :

1. Pelanggan mengajukan pengaduan ke petugas administrasi

2. Petugas administrasi menerima pengaduan dan  mclanjulkan
pengaduan kepada penanggungiawab Mutu

3. Penanggung jawab rmutu meemverilikasi Pengaduan, jika pengaduan
masalah teknis diteruskan ke penanggungjawab ieknis dan jika
pengaduan  adminisiras diteruskan ke penanggungiawab
adrministrasi

4. penanggungjawab tcknis dan penangunggungiawab administrasi
menyelesaikan pengaduan  pelanggan dan discrahkan ke pelugas
administrasi

3. Petugas Adminislrasi menyerahkan kepada pelanggan

B. Standar Pelayanan Minimal

Standar kinerja pelayvanan berisikan indicator-ndikator Kinerja yeng

penetapannyva harus memenuhi 4 kriteria, sebagar beriouat :

1:

Sahib {Valid) yaitu benar-benar dapat dipakal untuk mengukur aspek
varng akan dinilal. Dengan demikian indicator memiliki target
pencapaian yang realistis dan dapat dicapal sesual dengan kemampuan
mimmum yang dimilikiolch laboratorium

BDapat dipercaya (reliable}.yaitu didasarkan pada data yang akurat dan

didokumentasikan sesuia dengan sistem Infidrmast yang memadal,

in



3. Semsitif, yaitu culaup peka terhadap kebutuhan pengendalian  dan

pengambilan kepurusan perencanaan
4. Spesifik, yaitu memiliki tujusn tertentu sehingga dapat menunjukkan

objek penilaian vang jelas pada  pusat-pusal pertangeungiawaban
OTRATIISAS]

Setiap indikator ditetapkan standar minimum pencapdannya. Standar
minimum  adalah  suatu  kondisi  minimumn yang mampu  dicapal oleh
laboratorium dalam kurun wakiu tertentu. Apabila dalam sutu tahun kondisi
tersebut diprediksikan tidak tercapai oleh karena keterbatasan sumbecr dayva
dapat difetapkan ‘target tahunan yang dimungkinkar  dibawah  standar
TTEELLTIILITTL.

Sesual  dengan  kerangka konseptual proses bisnis  laboratorium
Pengujian. UPT Perlindungun Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka
standar kerfa pelayanan  dikclompokkan  dalam pelavanar  manajemen,
pelayanan teknis

Kelompok-kelompok pelatvranan tersebut ditetapkan jenis pelayanan
yang merupakan area pengulouran, indicator Kinerja sebagal tolak whkur
penilaian, standar minimum yang mampu dicapai dagn target pencapaian pada
tahun dasar dan tahun pencapaiannya.

Froyelksi pencapaian pada  tahun  dasar vang diletapkan pada
laboratorium Pengujian: UPT Ferlindungan Tanaman Panpan dan Hortikultura
didasarkan pada hasil pengukuran tabun 2023, scdangkan tahun peneapaian
standar minimumnya ditetapkan pada tahun 2028,

Kelompok-kelompok pelayanan akan dijabarkan sengan model input
vulput pada sctiap pelayanan yaitg ¢

l. Pelayanan pengujian pada laboratorium pestisida

2. Pelayanan pengujian pada laboratorium Pengamatan Hama dan

penyakit Tanaman

3. Pelayanan Waktu Penyelesaian .Jasa Pengujian pada laboratoriam

Pestisida dan pada laboratoriam Pengamatan Hama dan pertvakil

Tandgman

ks

Pelayana Peneriina conioh
Pelayanan Pengambilan Ilasil Uj
Pelayanan Pembayaran secara Tunai

Pelayanan Permohonan Magang

B T <

Felayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

11



Model impur dan output menghubungkan Indicator-indikater vang
merupakan variable yang dominan terhadap mutu layanan sepert peralaran,
tuangan dan sumber daya manusia. Terdapat 2 klasilikasi standar kinerja
setiap unit pelavanan yaitu :

a. Standar input, merupakan tolak ukur kKincrja yang digunakan untuk
mengukur kemampusn laboratoriam pengujian UPT Pedindungan
Tanaman Pangan dan Hertikultura menyediakan sumber daya Varg
digunakan untuk pelayanan;

b. Standar output, merupakan tolak ukur kinerja vang digunakan untuk
mengukur kamampuan laburatorium pengujian UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortiloullure memanfaatkan swirber daya yang
ada,

Target pencapajun indicator kinerja 100 % dicapal pada tahun 2028,
sccara rinel pencapaian target SPM masing masing indicator kineija adalsh
sbh:

1. Penyediaan Sumber Daya

182 Penvediaan Peralatan
| No. Indikatar Kinerja Tahun 2023 [ Standar
Minimal
1 | Kelengkapan Alat 0% 100% 4‘
2 | Kolibrasi Alat o84 C100%
3 | Kondisi Alat vang baik 0% 100%
I — == = — J
i Penyediaan Ruangan
No. | Indikator Kinerja Tahun 2023 | Standar
' Minimal
| 1 | Kelengkapan nzangan | X% 100%
2 Luas sefiap ruangan Vang D 0% 10C 1%
| harus ada
L, Penyediaan sumber daya Manusia (SDM)
No. | Indikator Kinerja Tahun 2023 | Standar |
- Minimal
i 1 | Kecukupan tenaga teknis dan 209 | 100%
] ‘administrasi |




Pemanfa atan Sumber Daya

2.1 Pemanlaatan Alat
| No. Indikarer Kinerja Tahun 2023 | Standar |
; | Minimal
1 | Pemanfaatan Alat  Pengujia 100% 100%
. Labomiorium
— ]
2.2 Kelengkapan Alat
‘No. Inclikator Kinerja Tahun 2023| Standar |
Minimad
| 1 |Kelengkapan Alat Pengujia 80% 100%
_ | Laboratorium
Standar Mutu Pelayanan Laboratorium
el Pelayanan Pengujia Parameter
No. | indikator Kinerja Tahun 2023 Standar
. . Minimal |
Laboratorium Pestisida i
- Kemampusan  melakukan | 5-10 hari 3-10 hard
penguian Muiu formulasi
| Peslisida :
|
- Kemampuan melakuloan 7-14 hari 7-14 han I
Pengujian Mutu Produk '
Pertarian;
Laboratorium Pengamatan
hama dan Penyakit Tanaman
- HKemampuan penogjian
Mutu  APH [ Agens
|  Pengendali hayati)
- Kerapatan sSpora 1-2hari 1-2hari ‘
Beuveria bassiana .
- Viabilitas Beuveria | 1-2hari 1-2hari
bassiana
- Kerapatan spora 1-Zhaci L 2hari
| Tricoderma
- Viahbilitas Tricoderma 1-2hard 1-2hari
- Kemampuan moendiagnosa 2-3 hari 2-3hari ‘
hama darn penyakit
Tanaman
2 | Wakiu pelayanan daiani 1 ‘8jam | 8 jam

- hari
Ruang Lingiup parameter

| | vang lerakreditasi

‘9 parameter

L




Pelayanan Walkm Penyelesalan Jasa Pengujian

| No. Indikator Kineria | Tahun 2023 Standar |
= Mirrh... A
1 | Ruang  Lingkup perigujian | 80°% 1 100% ‘
|h Mutu fornrulasi Pestisida = =8
(Ruang  Lingkup  mgu o | g, LU
MutuProduk Pettanian |
Ruang  Lingkup pengujian | 80% 100%
| Mutu  Agens  pengendali
Hayali
| Ruang  Lingkup dizgnosa | 80 100%
hama dan penyakit Tanaman | .
Kepuasan pelanggan | Sangat bailk Sangat baik j
|
2.3 Pelayanan Penerimaan Contoh Uj
No. | Indikator Kinerja Tahun 2023 Standar
| Minirnal
| 1 | Customer menycrahkan | Zmenit 2 menit |
' contoh i I
| 2 | Mengkajl ulang permintaan 5 menit 2 Tnenil '
pengujan, apakah sampelnya
| bias diuji apa tiduk :
| 3 |Input data  adminstrasi| 5 menit 5 menit
oo toh o ol =
4 | Memsverashkan surat tanda 2 menit | 2 menit
‘ terinia contoh kepada
| Customer
34, Pelayana Peng:imbilar Hasil Pen,_sijan
| No. Indikator Kinerja Fahun 2023 | Standar |
Minitnal
1 | Customer menunjukkan 2menit 2menit
surat tanda terima  sampel
| dan  kwitasi lunas  bigya
| penglijian
| 2 | Menyiapkan Sertifikat  hasil 3 menit 3 menit
| UL(SHU] vang akand aum bil - |
3 | Menverahkan SHU  kepada 2 menit 2menit
clIsromer _ £
‘_ 4 | Berita «@cara  serah  lerima 2menit | 27 menil
SHU kepada Custiomer |




3.3. Pelayanan Pembanyaran secara ftunaf

| No. Indikator Kinerja Tahun 2023 Standar
| Minimal
1 | Customer menun jizkkan | 3 menil 3 memnit
surat  tanda terima  contoh
dan membayar biaya |
penclian ;
2 | Bendahara mencetak den| 3 menit 5 menit
menyerahkan kwitasi pada |
| customer |
30, Pelayanan Penyelesaian Pengaduan
No. Indikator Kinerja Tahun 2023 Standar
Minimal
1 | Petugas mienerima 3 menit 3 menit
Pengaduan dari cuslomer '
2 | Penanggungjawab Mutu | 10 menit 10 menit
memverifikasi penga duan |
(Administragy/ teknis) _
3 | Penanggnngjawab Teknis ‘ 5 hari > hatt
menvelesaikan pengaduan
4 | Penanggungjawab | 2 hari 2 hari
Administrasi menyvelesaikan |
| pengaduan | [ .
S | Menyerahkan hasil | 5 menit 5 menit |
penpaduan ke customer !

C. BAB II RENCANA PENCAPATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAIL

A. Rencana Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan hasil pengukuran kondisi awal tingKat pencapaian
laboratorium Pengujian UPT Perlinding an Tanaman Pangan dan Hortikuitura,
terdapat beberapa jenis pelayanan yang belum sesuaidengan standart yang
ditetapkan. Rencana pencapatan target dard beberapa jenis pelavanan tersebur

agar sesuai dengan standar dapat dirinci sebagai berikut:



1. Pelayanan Pengujian Laboratorigm

S

No Tahun | Standar
2023 | Minimal | 2024 (2025 [202¢ |2027 [2028
Feralatan Pelayanan ' ! -
Kelengkapan | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
peralatan
Kalibrasi = 100% L 100%6 | 100% | 100% | 100% | 100%
peralatan
Peralatan 90%% 100% 100% | 100% | 100% | i00% | 100%
dalam  kondisi
bak
Ruangan Pelayanan
Kelengkapan | 90% | 100% 100% | 100846 | 100% [ 100% | 100%
rnuargan | |
Luas setiap | 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ruangan yang | .
harus ada _ . |
Sumber DPava Manusia
Analis (5 6 6 6 6 | 6
Pclaporan - 1 = / 2 | 2
- | |
| Penerima - 1 2 2 2 2
contalh
Admaisirast 1 z 2 2 5 2 2
Administrasi - 1 [ 1 1 !
| Keuangan |
Petugas - 1 I 1 1 1 | $
; Gudang dan
Peralalan dan
Pelugas
Lamibah
Laboran - 1 1 1 I 1 |1
Clieaning i 1 1 1 1§ 1 T
SEIVICS |
2. Pelayanan Wakitu penyelesaian Pengujian
N | Tahun [ Standar
2023 | Minimal | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2028
Peralatan Pclayanan |
Kelengkapan [ 80% | 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
peralatan | ol
Kalibrasi 90% | 1D0% 10024 | 10094 | 100% | 100% | 100%
peralatan | =
Peralatan Gl 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 00%

dalaim |kondist
braik

[

[
1

Fuangan Pelayanan




Kelengkapan
ruArtgan

GO

Luas setiap
[UANgAn vang
harus ada

100%

1005, e

10Q%,

100%,

100%

1005 %

100% 100%

M08

1G0%

100%

100%,

Sumber Daya Manusia

Analis

5

)

Pelaporan

ba

[N

Penerima
contoh

Administrasi

Adabgiras]
Keuangan

(i

il b o

B

| b

Petugas
Gudang  dan
Peralatan dan
Petugas
Limbah

La boran

1 11

Cleaning
ReTVIn e

I E
|

. Pelayanan Penerima contoh Uy

No

Tahtin
A3

Standar

Minimal | 2024

Prralatan Pelayanan

Kelengkapan
peralatan

10G%4

Peralatan
dalam kondisi
bail

100%,

2025

2026

2027 12023

100% 100%

0%

100%

10045

U84

100% 100%

100%,

100%

Ruangan Pelayanan

Ruange
pelayanan
yang har us
ada

Sumber Daya Manus

100%

100%

100%

JXS 100%

100%

1005%

100%

100%

7y

Petugas
Penertma
contoh

Admimistras

Administrasi
Keuangan

X7



4. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian

' No

Tahun
202S

Standar

Minimal

2024

Peraial an Pelayanan

2025

2026 | 2027

2028

Kelengkapan
peralatan
Peralatan
dalam kondis!
haik

1005

L 100%%

100%

100%

100%,

WS4

1800%0

| Ruatigan P::ia}ranan

Ruang
nelavanan
VA harus
ada

Surmnber Daya Manusia

106054

100%

IDD%@ﬁiegma

100%

100%, I| 100%

100%

100%

100%

100%

Administrasi

| 1

100% | 100%,

100% |

o Pelayanan Pembayuarnan Tunal

No

Tahun
23

Slzandar

Minimal

| 2024

20

[

5 |2026

2027

Peralatan Pclayanan

kelengkapan
peralatan

Peratatan
dalam kondist
baik

100% | 100%%

100% | 100%

10054

100%

100% | 100%

100%

10094

0% 4

00% | D054

Ruangan Pelayanan

Hi4

Ruang
pelayanan
vaing harus

10084

100%%

L H008G

100%

100%

100%

Sumber Daya Manusia

Administras

[ 3

Bendahara
Pernerima
Administrasi

Keuarmn

6, Pelavanan Pengaduan dan penyelesaian Pengaduan

No |

Talhun
2023

Standar

Minimal

2024

| Peralatan Pelayanan

2025 ':2025 ‘202? ‘_2028

|




Kelengkapan | 100% @ 100% 100% 1009%
| peralatan
Peralatan
dalam kondis{
; |

| Ruangan Pelayvanan

100% | 100% 100%4 |

100% | 100% 100% | 100% | 100% 100% | 100% |

Ruang 00% | 100%% 100% | 100%
pelayanan

. yang harts
| adsa

| Sumber Daya Manusia

| 100% | 100% | 100%
| .

| Petuga s 1 B - TR a
, i Pencrima |
Pengaduan |
(Adrmrnstrasi . . | |
Penanggungja | 1 1 1 8 : 2
wab Mutu | ‘
Penanggungja | 1 1 1 = = 2
wab Teknis | |
Kasubbag T.U | 1 ' 1 1 i | @ E _- ‘

B. Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal {SPM)
Berdasarkan hasil pengukuran rencana pencapaian target SPM untuk
maks

laboratonum Pengujan UPT Perlindungan Tanaman Pungan dan Hortikuliura

beberapa  jenis  pelavanan  vang belum  sesual dengan  standat,

telah menyusun program pencaparan SPM tersebut dengan rincian sebagal
berikut :

1. Pelavanan Pengujian Laboratorium

Program Program Pencapaian SPM
Perspektf Pelanggan/customer
| SUsATAN Sasaran W Ukuran ‘ Target
Organisasi Kineria
T‘apafnya SPM | Indikartor | 106%
Justilikasi | SPM |
Fregiay Meningkatkan H’cpuasaﬁ Pelanggan (Jus:ltr::mcr
Sasaran Program | Urafan Tahun
2024 | 2025 [2026 [202 |2028 |
| v
| Tercapainya 100% | 100% | 100% | 100 | 100%
SPH %




3

| Kegiatan Program

Pengada:an  dan
Pemeliharaan
alat

S0%

100% | - -

' Estimasi
Kebutuhan

rupiahj

Investasi { jutaan

Pengadaan
Peralatan

Pemehharazn
Peralatan

Rekrutmen
SDM

kahbirasf
peralatan

Pengadaan
bahan Kimia

Pengadaan
Standar acuian

Peningkatan
SDM
{fnanajemen

dan Teknis)

2. DPelayanan Waktu penyelesalan Pengujian

| Program Program Pencapaian SPM
| Perspektif Pelanggan/custormer
| Sasaran Sasaran Ukuran Targef'
Organisast Kinerja
Tercapainya SPM Indikator 00%
Justfikasi =M
B Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Customer
Sasaran Program | Uraian Tahun
2024 I| 2025 |2026 |2027 | 2028
Tercapainya 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SPM
Kegiatan Program | Pengadaan  dan | - : 2 5
Pemeliharaan
Calat
Rekrutmen z = :
| S SDM 1
Estimasi Pengadaan - = . a =
Kebutuhan Peralatan
Investasi [ jutaan
rupiahy)
Pemeliharaan - - - - -
Peralatan
Rekrutmen - - - -
SDM |




Kalibrasi
peralatan

Pengadaan
baharn Kimia

Fengadaan
Standar acuan

Peningkatan
SDM
{manajemen

dan Teknis|

. Pelayanan Penerima contoh Ug

" Program i Program Pencepaian SFM
Perspektif Pelanggan/customer
| Sasaran Sasaran 3 Ukuran Target
Organisas] Kinerja
 Tercapainya SPM Indikator 100%
Justifikusi SPM
PR Meningkatk;m Kepuasan Pelanggan Customer
Sasaran Program | Uralan | Tahun
5024 [ 2025 [2026 | 2027 | 2028
Tercapainya 100% | 100% | 100% | 10G% | 100%
SFM |

Kematan Program

Pengadaan  dan
Pemeliharaan
alat

Relkarutmen
SDM

Estimasi
Kebutuhan
Investasi [ julaan

_rupiah)

Pongadaan
Peralatan

Pemeliharaan
Peralatan

Peningkatan
SDM
{m:anajemen

¢an Teknis)




4. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian

| Program Program Pencapaian SPM
Perspektif Pelanggan/customeaer
i Sasaran Sasaran Ukuran Targel
(rganisasi - Kinerja
Tercapainva SPM Indikator 100%
| Justifikasi SPEM
Program PR :
eningkatkan Kepuasan Pelanggan Customer
Sasaran Progrum | Uradan Tahun
2024 [ 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Tercapainva | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SPM
| Kegiatan Program | Pengadaan dan | - - - - -
Pemeliharaan
| alat
Rekrulmaen - 3 ¥ = 5
STM .
Estimasi Pengadaan - - = " R
Kebuluhan Peralatan
Investasi | jutaun
| rupiah)
[ Pemelil:araan | = = = 3 =
| Peralatan
! Puningkatan : " = = =
SDM
(Mmanajemen
dan Teknis)

3. Pelayanan Pembayaran Tunal

' Program Program Pencapaian SEM
| Perspekrif Pelane _gan/customer
Sasaran Sasaran Ukuran Target
Organisasi Kinerja
Teres painya 3FM | Indikator 100%
Justifikasi SPM
PRI Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Customer
| Sasaran Program | Uraian Tahun
2024 [2025 [2026 | 2027 | 2028
-l  Tercapainya 100% | 100% | 100% [ 100% @ 100%




Kegiatan Program

=M

Pengadaan dan | -
FPemelihatuan
alat

Rekruiimen -
SDW

| Estimasi
Kehutuhan
Investas] | julaasn
Tupiahj

Pengadaan -
Peralatan

Pemeliharaan -

Peralatan

Peninglatan .
S0
{manajemern
dan Teknis)

0, Pelayanan Pongaduan dan penyelesaian Pengaduan

7. Program Program Pencapaian SPM
Pt:?spektif Pelangezan/customer
{ |
Susaran | Sasaran Ukurarn Target
Organisasi Kincrija
Tercapainya SPM Indikalor 100%
Justifikkasi S
Program : :
& Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Customer
| Sasaran Program | Uraian Tahun |
| 2024 [ 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
—
Tercapainya 100% | 100% | 1009% | 100% | 100%
SPM | |
Kegiatan Program | Pengadaan dan | - = - - 3
Pemeliharaan
alat
Relorutmen - - . ’ i
SDM
Estimasi Pengadaan - - . E 3
Kebutuhan Peralatan
Investasi { jutaan
rupiahy
Pemelibaraan - 5 . =
Feralatan
Peningkatan E A . : 2
SO
fmana jemen
| dan Teknisj

23



I BAE IV PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM UPT PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1. Laboratorium Pestisida

No Jenis penguiian Parameter
1 | Pengujian Mutu Formulasi - Pengujian Berat Jenis
pestisida - Pengujan pH
. - Gliposal
- Paraguatdiklorida
-  Klorfirifos
- Prulenupos
- Diazinon
- Karbofuran
- Dimethoat
- Sipermetrin
- Decltamerin
-  Lamda shihalotrin
- Alfa Sipermetrin
. - Permeurin
- Sifultrin
| -
| 2 | Pengujien Mutu Produk - Golongan organoldaor
pertanian Buah- buahan, - Golongan organephospat
sayuran dun kentang (residu Golongan pyretroid
| pestisida) L
? 3 | Pengujian Mutu Produk -  Golongan organckior
| pertanian NUL: bl_‘]E‘ SEI'EE]HH, £ Gglgngan grgangphgspat
' kacang polong, biji , - Golongan pyretroid
bermmyak, bip-bijan dar

daerah tropik, buah kering
dan bawang putih {residu
nestisidal

4 | Pengujan Mutu Produk ‘ - Golongan vrganoklor

| pertani:an bumbu dan

- Golongan organophospat
| rempah {reside pestisida) &

- Golongan pyretroid

2. Laboraturium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman

| No | Jenis pengujian  Parameter
| 1 | Pengujian Muta APH {Agens - Kerapatan konadium
pengandalian hayati) Beuveria basianna sp
- Viabilitas Beuveria
hasiannha sp
. - Werapatan konadium
Tricoderma '
- Viabilitas Tricoderma
2 Perbanyakan APH - Tricoderma

- Beuveria basianna &p

3. | Diagnosa Hama Penyakit 3
| Tan:4man




E. EBAB V PENUTUP

Standur Pelayanan Minimal UPT. Perlindungsn Tanaman Pangan dan
Hortikultura Dinas Pangan Tansman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
merupakan salah satu pedoman bagi UPT. Perlindungar Tanaman Pangan dan
Hortikulturs Dinas Pungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Risu
untuk  penyclenggaraan  pelayanan  minimum  yang  bermutu kepada

masyaralkal.

Dengan fersusunnya Standar Felatsanan Minimal UPT. Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau, maka upaya-upava pengembangan dan
peningkatan pelayvanan serta mutu di UPT. Pelindungan Tanamen Pangan
dart Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provins
Riau harus mengacua kepada standar ni dengan tidak menutup kemungkinan

pengembangan lebih lanjut Derdasarkan standar yang rclevan.

Standar Pelayanan Minimal iy juga dapat dikembangkan apabila

dibutuhkan atau adanya tuntutan perubahan.

Pj. GUBERENUR RIAL

ttd.

#F. HARIYANTO
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LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG POLA TATA KELOLA,
RENCANA STRATEGIS DAN
STANDAR PELAYVANAN MINIMAL
LNIT PELAKSANA TEKNIS

PERLINDUNGAN TANAMAN
PANGAN DINAS PANGAN
TANAMAN PANCAN DAN
HORTIKULTURA

RENSTRA
A BAB | PENDAHULUAN
I Latar Belakang

Rencana Strategls (Renstra) adalah dokumen 3 itiga} tahurkan yang
meomuat visi, misi, program strategis, pengukur:in pencapaian kincrja dan
ardh kebijakan operasional Badan Layvanan (rmuam Daerah (BLUD).

BLUD adalah sistem yang diterapkan olch satuan kerja perangkat
daerah atan unit satuan kerja perangkal daerah pada satuan kera
perangkat daerah dalam memberikan pelavanan kepada masyarakat vang
mempunyal fleksibililas  dalam  pola  pengelolaan  kcuangan  sebagal

pengecualian dan kerentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Umumnya.

Rencana Strategis  {Renstra] merupakan  salah satu persvaratan
adrmimstratl bag Unil Kerp perangkatl daerah vang akan menerapkan PPK
BLUD. Renstra UFT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hertikulura yang
kemudian disebut sebagai Renstra UPT PTPH Tahun 2024-2026 ini disusun
mengaca pada poraturan Pormendagn Ne 86 Tahun 2017 enlang Tala Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembarn,_cunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraiuran Daerah Temtang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Carmz Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Dacrah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan UPT PIPH  dapat
merenc anakan penyelenggaraan [ungsi orgs mizasi berdasarkan kaidah-
kaidah manajemen yvang balk dalam rangka pembertan lavanan
pengambilan  contohl, pengujisan,  lkalibrasi, ewvaluasi verifikazl, dan
sertifikasi produk yang bermuru dan berkesinambungan dalam rangka

mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riaw.
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. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BLUD UPT Perlindungan Tanaman

Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman pangan dan Hortikultura
Provinsi Riau tahun 2024-2026 adalal schagai bertkut:

1

o

et |

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tenlang Kcuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4286,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndoncsia Nomor 4355);

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan DPacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Talws 2019
Momor 42);

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 (enlang Badan Layanan Urnmun
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2023 Nomor 83|;

Poraturan  Dacrah Provinsi Riau Nomor 4 Tshun 2016 rentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Dacrah Provins: Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Rian Tahun 2016 Nomor 4) sehagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerabh Nomeor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau {Lembaran Dacrah Provins! Riau Tahun 2020 Nomor 7);
Peraturan Gubernur Riau Neomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugus dan Fungsi, serta Tata Kerja Perenglkat
Daerah;

Peraturan Gubernur Riau No 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit
Felaksana ‘Teknis Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Riau (Berita Daeran Provinsi Riaut Tahun 2020 Nomor 43).

III. Maksud dan Tujuan

Maksiid penyvusunan Renstra BLUD UPT Perlindunpgan Tanaman

Pangan dan Hortkultura Dinas Pangan Tanaman pangan ¢an Hortikultura

Provinsi R tahun 2024-2026 adalah Renstra BLUD UPT Perlindungan

L4



Tunaman Pangan dan Hortikallura Dinas Pangan Tanaman pangan dan
Hortikuitura Provinsi Riau tahun 2024-2026 disusun untuk menjelaskan
strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi swmber daya
dan kinerja dengan mengeunakan teknik analisis bisnis.

Tujan  penyusutan Renstra BLUD P! Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hordkultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsf Riau tahun 2024-2020 adalaly
. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan BLUD UPT Perlindungan

Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman pangan dan
Hortikuitura Provinsi Riau tahun 2024-2026;

2 Merumuskan strategi dan arah kebijakan, muna mencapai target kinerja
Program Prioritas, vang menjadi Tugas dan TFungsi BLUD  LIPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan  Hortikaltura Dinas Dangan
Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tkhun 2024-2026;

3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikati tahun 2024-2026; dan

4. Merumuskan kinerga pemiselenggaraan urusan pemerintahan  daerah
pada BLUD UPT UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikuloura Provinsi Riau tahun
2024-2036,

IV, Sistematika

Sislematika penuhisan Renstra BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan

dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provansi

Riau Tahun [20024-2008, secara gads besar adalah sebagai berikul:

1. BABI Pendahuluan
Memuat latar belakang, dasar hukum penyvusunan, maksud dan tujuan
dan sistematilea.

2 BAB I Rencana Pengembangan Layanan
Rencana pengembuangan adalah rencana yeng ingin dikembangkan gleh
BLUD untuk memberikan layanan yang bermuty, sesual kebutuhan
masyarakat, dan mendukung pencapaian  tpem  BLUD  UPT
Perlindungarn  Tanaman Pangan dan Hortkultura Binas Pangan

Tanamkan Pangan dan Hortkultura Provigsi Riau dan Pemerintah

Daerah serta Program Priowitas Nasional

3. BAB @I Strategi dan Arah Kebijakan



Strategis dan Arah Kcbijakan adalah sualu upayva-upaya strategis serta
dukungan kebijakan BLUD UPT Perlindupgan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Riau untuk mencapai tujuan dari BLUD guna mendukung pencapai
tujuan dinas dan dasmh agar layanan publik dan bisnis BLUD sehat,
terarah, efisien dan elektil
4. BAB IV  Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegialan adalah jabaran tentang program dan
kegiatan yang dijalankan dan pengembangan selama periode 3 tahun
vang disertai Tujuan Kegiulan, Indikator dan target selama perode 3
Tahun.

5 BAB YV Rencana Keuangan
Rencana Keuangan adalah gambaran Proyveksi keuangan 3 (tiga)
tahunan yang memuat perkiroan capaian kinerja keuangan tahunan
selama 3 (figa) tahun.

& BAB VI Penutup

B. BAEB I RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

UPT Porlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan
Tanaman Pangan dan Hortilkultura Provinsi Riau menyvelenggarasan Uurusan
pemerintahan daerah di bidang Pertanian,

A  Tugas, Fungsi, dan Strukitur UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Dinas Pangan Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi
Rian

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Horlikultura merupakan
orgamsasi unit pelaksana teltnis yvang berada & bawah Dinas Pangan
Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Riau, UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Horikultura terbentuk berdasask an Peraturan Gubemur
Riau Nomor 42 Tahun 2020 tenting Pembentulan Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

UFT Perlindungan Tanaman Poangan dan Hortikultura dipimpin oleh
seorang Pejabat Struktural Eselon [ dengan nama jabatan Kepala UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura., Kepala UPT PTPH
dibantu oleh 3 orang pejabal struktural eselon IV yaitu masing-masing 1

Kepala Subbagian (Kasubbag) Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi {Kasi} yaitu



Seksi Perhindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk Peslisida dan
[dentifikasi OPT. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tabun 2020

UPT Perlindungan memiliki Tugas dan Fungsi sebagal berikut:

Tugas Paokole ©

i

b

Melaksanakan schagian dari tugas Dinas Pangan Tanaman Pangan
Hortikultura Provinsi Riau dalam bidang perlindungan tanaman
pangan dan hortikultura.

Menyampaikan laporan berkala dan insidenti! kepada Kepala Dinas
Pangan Tanaman Pangan Hortikuitura Provinsi Riau, Dircktur
Ferhndune_an Tanaman Pangan dan Direktur  Perlindugan
Hortikultura serta Direktur Perlindungan Perkebunan Kemenierian
Pertanian afas pelaksanaan tugas yang menjadi tang gunglawabinya
serta tembusan kesatuan organisasi Iain vang secara fungsional

mempunyal hubungan korja.

Fungsi:

L.

Luy

Melaksanakan kebigmkan d bidang pengelolaan data organsme
pengge ggl tumbuhan  (OPT), dampak perubahan iklim {DPI),
teknologi pengendalian OI'T, dan pengelolaan pengendalian hama
terpadu (FHT}.

Melaksanakan kebijakan dif hidang monitoring dan analisis data
serta evaluasi dan pelaporan data OPT, DPIL teknologi pengendalian
OPT, dan pengelolaan PHT.

Melaksanakan pengamatan, peramalan, pengendalian Organisme
Pengpanggu Tanaman (OPT) dan pemantauan dampak penggunaan
pestisida pada tanaman pangan hortikuttura dan perkebunan.
Melakukan pengelolaan sampel pestisida, pupulc dan produk
tanaman pangan dan hortikultora.

Mclaksanakan pemeriksaan dan pengujan mutu pestisida, pupuk
dan produk tanawan pangan dan hortikultura.

Melaksanakan pemantauan mutu pestisida dan pupuk vang

beredar serta produk tanaman pangan dan hortikultura,

Untuk memunjang pelaksanaan tugus dan fungsi UPT Perlindungan

Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh Kelompok Jabatan

Fungsional POPT {Pengendalian Organizme Penggangu Tumbuhan] dan

Fungsional PMHP (Pengawas Mutu Produk Pertanian). Adapun Kelompok



Jabatan Fungsional POPT (Pengendalian Organisme Penggangul
Tumbuhan) dan Fungsional PMHP (Pengawas Mutu Produk Pertanian)

mempunyal tugas sesual dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGARISASI

Kepala Dinas
| |
Kelfompok | ¥epala UPT
Jahatan FTPH
Fu ngsional
| Pengendali OPT
Sekal : it
. Seksl Pengujian
Subbag Perfindlingan Pupuk, Pestisida dan
Tata Usaha I Tanaman | icler;tifikas:‘ QFT

- LPHP/LAH i
-Labh. Pengujian :
Pupuk Pestisida |

bssm ammm = mem —mme wwmf

Gambar 2.1. Struktwr Orgamsasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortibultura bordasarkan Peraturan Guberowr Mo 42 Tahun 2020

Brigade Proteksi
Tanaman

- - =

Untuk mengembangkan kinerja dan meningkatkan mut pelayvanarn,
Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Horlikullura Dinas Pengan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Rau telah mengembangkan
siruklur organisasi vang mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor
42 Tahun 2020 lersebut men)adi beberapa bagian sesuai kehutuhan
pelayanan di UPT Perlindung: in Tanaman Pangan dan Hortikulrura Dinas
Pengan Tahaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Hal int tertuang
berdasarkan SK Nomor: 188/DisPTPH-UPT Perindungan/11/0422 Tahun
2022 tentang Struktur Organisasi Laboratorium  Pengujan  UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hertikultura THnas Pangan Tanaman

Pangan dan Hortikultura,



STRUKTUR ORGANISAS]

Kepala Einas Pancan Tanaman
Pangan don Horlikeltusa

Fcpula UPT Perlindungan “lenaman
Fangan da 1Tamkudtura

1 L 3 b ¥
|
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! A,
]
.......... 1
Persnonil
¥ Acuinisty ast
v r ]
Peanapinpjawab Penanggungiawal ‘foknds ’ .
Mt Laboratoriem  Pestisida Penangoungpmsab leknis
: Laboratorien 1 Peagamatan
l Feuna Penyakil Torartan
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Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura berdasarkan SK Kepala Dinas Pangan Tanaman
Pangan dan Hortikultura

B. Sumber Daya BLUD TUPT Periindungan Tanaman Pangah dan
Hortikultura

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi UPT  Perlindungan
Tanaman Pangan < Hortikultura Dinas  Tanaman Pangan dan
Hortikadtura didukung sumber daya sebagal berilaut:

i SUMBERDAYA MANUSIA/ APARATUR

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan HortikKultura Provinsi Riau, didukung oleh
Pegawal Negeri Sipill dan Tenaga Harian Lepas, dengan perinclan

sebreal berikut




&

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut. Golongan Ruang Gail
Berdasarkan data pada tabel 2.1. diketahui bahwa Aparatur Sipid
Negara di UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikuliura

Provinsi Riau didominasi oleh eolongan 11,

Tabel 2.1

Keadaan Aparatur Sipil Negara UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hartikultura Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang (aj

- No Golongan Ruang Gaji Jumla Persen
l h =l
1 | Gol W | 5 17.85
2, | Gol T 14 | S0
.
3. | Gol I | 4 14.28
4. Goll = - .
3. | Gol X (PFFPK) E 7.14
THL 3 18.71
Jum! 28 100
ah
b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut “lingkat Pendidikan Formal,

Dari data pada tabel 2.2 diketahui bahwa pendidikan Pogawal

Negert Sipll dif di UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan
Sarjana Strata [ (81} vang berjumlah 19 orang diikuii

SLTA/SME/MA sebanvak 6 orang dan Sarjana Strata [ berjumlah 2
orang. Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dinas
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau cukup
baik.

Tabel 2.2

Keadaan Jumlah Pegawai Ninas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikuliura

Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No Tingkat Pendidikan PNS Persentase
| (%}
| 1. | Sajana Strata [ {53) {0 Q0
| 2. | Sarjana Strata [ {8.2) 2 10,354
3. | Satana Strata 1{3.1) 19 53,87
4, | Diploma {I-4 1 5,05
5 | BLTA/SMK 21,42

2. Barana Jdan Prasarana

Unmtuk mendukung  pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi UPT

Perlindungan Tanamar Pangsn dan Hortikultura TProvinsi Rlau, memiliki



4 {dua) gedung vang terdiri dari 1 {saty) gedung kantor UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura, 1 (satu} Laboratorium Pestisida, 1
(satu) Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit dan 1 {satu) {iudang
Brigade Proteksi Tanaman. Di Gedung Kanlor UPT Pedindungan, setiap
rwangan kerla Pogawal Negeri Sipil dilengkapl dengan [asilitas pendingin
ruangan Ar Condition (AC). Di sellap ruangan uga dilengkapi prarasana
dan sarana Kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, scanner
serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi,
sumber data dan literatur dalam pooyvusunan perencanaan pembangunan
dacrah.

Gedung Laboratorium Pestisida selain dilengkapi dengan fasilitas
pendingin ruangan Afr Condifion [AC). Di sctizp ruangan juga dilengkapi
prarasana dan sarana Kerj herupa meja dan kursi kerja, komputer,
printer, scarmer, jugs dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang
mendukung kerja pengujian addpun sarana dan prasarana yang ada di

laboratorium adalah sebagal bernikut:

Tabel 2.3. Dula Surana Prasarana laboratorinm Pestisida

No Uraiai Satuan | Jumlah |  Keadaan Pengadaan |
Bailk | Rusak Tahun |
Kromatogarafi : 2005
wus (GO) unit | |
2 | Kromatogarafi : : 2023
65 (GC) Uitk 2 2 ]
3 | Kromatograh . 2016
e o LiniL 1 1
| Liguid (HPLC)
4 | Bpektrofotometer Lt 1 1 43 | 2009
5 | Oven Ll 1 1 - 2007
& | Rotar1 Evavaorator unit | 2 1 1 2007
7 | Desikator unit | 1 il . 2007
§ | Mikre Syringe unit 3 "l = 2007
G | Lemari Asam unit | - | 1 2007
10 | Ultraturak it 1 1 = _ 2007
11 |- meter unit > 1 1 2007
2 | Kolom GC _ unit <4 - 2 2007
' 13 | Kolem HPLC Lt 5 3 & 20M7-2020
14 | Tim bangan : 2003
|| Analitik AL x ‘ g |
13 | Timbangan . 2023
Analitik T 3 .
16 | Alat-alal Gelas Paket | 1 i > 2007-2033




Gedung Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit selain dilengkapt

dengan [asilitas pendingin ruangan A Condition (AC). Di setiap ruangan

juga dilengkapi prarasana den sarnare kerju berupa meija dan kursi kerjs,

kompliter, printer, secanner. juga dilengkapi degan peralatan peralatan
Jaboratorium wvang mendukung Kerja pengujian adapun sarana  dan

prasarana yang ada di laboratorium adalab sebag:y berikut:

Tabel 2.4. Data Sarana Prasarana laboratosiam PHP

No Uraian Satizan | Jumlah Keadaan [“:F’W
i Baik Rusak | Tahun
1.  LAMINAR AR — s . 20723
FLOW ||
2 | AUTOCLAVE it 4 2 2 2022
3. | OVEN Lanit ] 1 ) 2016
4. | INKUBATOR unit T | i : 2009
5 | MIKROSKEOP = : : ] 2007
| MULTIMEDIA : =
6. | MIKROSKOP " | ] ; 2007
BINOKULER e
A gé}ﬁréggmp - . L ] 2007
8 MAGNETIC (T [ | . | 29
g gléa Ljém y I ; . 2007

Gudang Brigade Proteksi tanaman merupakan gudang Pestisida vang
berisikan berbagaimacam pestisida dan alat pengendalian OPT, selain iu
Brigade uga dilengkapi dengan drone untuk sarana pengendalian,

Berdasarkan asel vang dimiliki oleh UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau secara umum  telah  dapat  mcnunijang
opcrasional kegiatan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan IHortikulturg
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, untuk

Penigujian Residu dan Formulasi Pesfisida, Pengujian Mutu APH dan
sarana Pengendalian OFT.

C. Kinerja Pelayanan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2019-2023

i

Tingkat capaian kinerja layanan UPT Perlindungan Tanaman Pangan

cdan Iortikultura, adalah schagai berikt:



Untuk mengukur kinerja UPT Perlindungan digunakan beberapa
indikator yang dapat mewakili penilaian pada masing-masing pclayanan.
Kerangka indikator kinerja yang digunakan lerbatas pada ketersediaan
data. Dimungkinkan adanya indikator-indikator lainnya vang lchbiiv tepat
digunakan dalam menilai kinerja laboratoriom, namun hal itu belum
dapat disajikan dalam dokumen inl karena bclum terbangunnya
pengelolaan  kinerja pada masing-masing unit kerja vang digunakan
dalam preses penyusunan program dan Kegiatan pada setiap penyusunan
anggaran tahunan.

A Pelanggan
Salah  satu  kinerja pelavanan  adalah bagasimana memperoleh
gambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat indikator-indikator yang
dapal menunpikkan perilaku pelanggan, vaina:
a. Cakupan Pelayanan terhadap pelanggan

{Cakupan Pelayanan Lahoratorium selama 3 tahun dapat dilihat

dari jumlah sampel yang masuk & UPT Perlindungan Tanaman

Pangan dan Hortilkultura Provins! Riau.

Tahel 2.5
Jumiah sampel masuk di UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Tahun 2020-2023

Jenis Jumlah Sampel Rata2/
Pelayanan 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 20253 | Tahun
Pengl jian 213 | 142 287 2849 103 206
Residu
Pestisida
Pengujan | 89 148 125 I3y |TE 108
Formulasi |
Pestisida |
FPengujan - - |- '
| Muru APH |

No

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat terjadinya kenaikan
rata-rata  tethadap jumlah sampel yang masuk dari  tahun
ketahun, namon  pada  tahun 2023 terjadi | penurunan

dikarenakan laboratorium mengalami renovasi gedung,

h. Indeks Kepuasan Pelanggan pada Pelayanan Laboratorium
Untuk mengetahmii tingkat pclayanan kepada pelanggan maka
setiap bulan UPT Lab kesling Provinsi Riau melakukan kegiatan

survey kepuasan pelang gan. Hasil pengukuran rata-rala kepuasan

pelanggan dapat dililhat dalam tabel 2.6 herikon:



Tabel 2.6
Indeks Kepnasan Pelanggan di UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Tahun 2019-2023

= Indeks
Pt:laﬂ :‘m Kepuasan Standar
WRRRR F"elang%gn

2019 Ta% 280%
2020 TEY = 81]'_:1?3
2021 H0% EBU?@
2022 &1% T S
20 7% 2B0%

. Froses Bisnis Internal

a. Wakru Tunggu Hasil Penguljian Laboratorium
Setiap nroses pengujian sampel dalam pelayanan laboratoriinn
memerlukan waktu sehingga indikator dalam proses bisrus mternal
adalah lama walkfu menunggu hasil pemeriksaan. Berdasarkan
hasil deokumen dan masing-rmasing unit lavanan dapat diketabin
waktu tungen hasil pelavanan dibandingkan dengan standamya
sesuai tabel 2.6 berikur :

Tabel 2.6
Waktu Tungpu hasil Pengujian di UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Tahun 2023

Waktu Tungeu
No | Jenis Pemeriksaan Hassl
i Standar
Fengujian
1. F"engl%pan RS 14 hari Shari Kerja
Pestisida
Pengujian
2. | Formulasi & hari 2 hari
Pestisida .
Penguian Muta - .
= ALH Jhart 1 hari

Dari data diatas terlihat hasil pengujian keluarnya melebihi dari wakty
standar hal ini dikarenakan Kurangnya sarana dan prasarana  alat
penguiian, banvaknya sampel vang masuk tidak scbanding dengan alat
penguiian yang dimiliki oleh  laboratorium  sehinpga terjadi  antrian

untuk melakukan pengujian.

2, Tingkat capaian kmerja UPT Perlindungan Tunaman Pangan dan
Hortikultura tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:



a. Ketersediaan SDM

Sumber daya manusia vang ada d UPT Perlindungan Tanaman

pangan dan Hertikultura Provinsi Riau terdiri atas struklural dan

teknis fungsional. Ketersediaan $M 4 UPT Perlindungan Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sesuai  dengan  jenis

pendidikan terakhir,

Tabel 2.7

Ketersediaan SDM di UPT Pelindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Sesuai Jenis Pendidikan terakhir Tahun 2023

KONDISI TAHUN 2023 | KURANG |

NO JENIS SDM STANDAR | AN HONOR | TOTAL | /LEBIH |
A | PEJABAT I |
STRUKTURAL
1 | Kepala 1 S . 1 0
2 | Kepala Schksi 2 L 3 0 £ #)
3 | Kepala Sub Bagran 1 | 1 0 1 0
B | TENAGA TERKNIS L
1 | Sarjana Kimia f | .8 1 0 -2
2 | Sarjana Pertanian 18 i 0 0 -1
3 | Sarjana Elcktro il 0 {0 0 | -1
TENAGA |
C | ADMINISTRASI _
1 | Barjana Ekonomi 2 ¥ 1 1 -1
2 | PO 1 0 0 0 -1
S | SLTA o 0 & 5

Dari data tersebut UPT perlindungan masith kurang tenaga

Adminstrasi.

b. Pengembangan dan Pemelharaan Infrastruktur

1

Peralatan

Pemanfaatan infrastrukfur pelayanan mervpakan indikator untuk
mengetahui bahwa sarana dan prasarana milik UPT Perlindungan
Provinsi BRiau tolah  digpunakan  seluruahova  untuk  pelayanan
pengujian. Pengembangan dan pemcliharaan infrasiruktur
peralatan laboratorium dapat diidentifikasi dar kelengkapan alat,
munlah alal vang telah dikalibrasi dan kvalifikasi alat sebagaimana
tabel 2.8 bertkut ini
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Tabel 2.8

Pengembangan dan Pemeliharaan Insfrastruktur Peralatan

Laboratorium
Jenis Peralatan Kelengkapan Sertfikat Aset
. Alat Kalibrasi Berlcualifikas:
; | Baik |
Peralatan Umum |  100% | 8594
| Peralatan Pengujian &% 0% Q0%
Mutu dan residu
 Pestizida ‘
Pernlatan Pengujian | 8(Fb | T0% 2%
g Mutu APH |
2} Ruangan

Adapun pengembangan infrastruktur yang berhubungan dengian

tempat pelayanan dapat diindikasikan dari kecukupan luar

ruangan pelavanan berdasarkan standar minimum luas ruangan

sehagaimana tabel 2.8 berikut ini,

Tabel 2.8

Penpgembangan Infrastruktur Laboratorium

Fungst Ruangan |

Prmenuhan  Standar Minimum

Luas Ruangan
Fungsi Administrasi 100%:
] Fungs: Preparas: 100%
| Fungst Pengujiaan _ 1005
| Ruang Sirkulasi . 1030%, i

Kelompok Sasaran Layanan
Kelompok Sasaran Lavanan UPT PerBindungan

Hortikultura adalah sebagal berikut:

Tanaman Pangan dan

1. Masyvarakal Pertamiin balk Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan

Tanaman Perkcbuinar.

2. Pengusahan Dibidang Pertanian yang menyediakan sarana pertanian

(papuk dan pestisida).

3. Pengusaha ponyedia Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

4. Perusahaan Peogyg vuxt Festisida.,

il

. Urusan Pemerintah terkait Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup.



&, Urisan Pemerintah terkait sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbulman
(PSAT).

Rencana Potensi Sasaran Pelayvanan UPT Perlindungan Tanaman Pangan

dan Hortikultura adalah:
|. Laboratorium berencana untuk pengenmbangan pengujian pupuk,
2. Uj efikasi pestisida untuk pendaftaran pestisida.

2. Pengujian pencemaran lingkungan hidup terhadap kontaminan pestisida
pada lahan petrtanian dan perkebunan.

4, Pengembangan pen mgfan residu pestisida pada produk perkebunan

[Kelapa sawit, kopt, coklat dll)

BAE Il STRATEGI DAN ARAH KEBLIAKAN
A, Visi

Visi Lavaian BLUD UPT Perndungan Tanaman Pangan dan [lortikultura

adalah sebagai berilout:

Terwuudnya Lembaga Pengujian Kesesuaian schagal [abomatorium  yang

herintegritas dalam pengujan Mutu Formulasi Pestisida, Mutu Produk

Pertanian dan mutu Agens Pengendali Ilayati (API) sebagal upaya

perindungan usaha tani berkelanjutan dan menjamin kcamanan Pangan

segar asal tumbuhan bagl konsumen produk pertanian & provinst Riau.

B. Misi

Misi Layanan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikuitura

adalalt sebagal berikut:

. Menyelenggarakan pengujian peugujlan Mutu Formulasi, mulu Produk
pertaman dan mutu APH sgécara profesional dengan mengacu sistem

manajemen muty pengujian 30 17025;2017.

1=

Mengutamakan pelayanan prima kepada pelanggan melalui penvajan

data dan infurmasi pengujan yang cepat, skurat dan terpercaya.

]

Melaksanakan  upaya lerpadu  berkelanjutan  dalam  rangka

meningkatkan Kinerja dan mutu layanan pengujian kepada pelanggan.

C. Strategi Pelayanan
Berdasarkan capaian kinérja pada Bab II, Strategi Pelayanan UpT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

L Menerapkan SNI ISOJIEC 17025:2017 dalam melakukan pelayanan
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laboratorium.
Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi
persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017.

Meningkatkan kompetensi SDM  Laboratorium  UPT  Perlindungan

Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Menerapkan Sistemm Penjuminan dan  Pengendalian  Mulu  dalam
melaksanakan pelayvanai

Menambah jumlah dan jerus peralatan yang mendukung pengujian.
Meningkatkan kompetensi SDM dengan pelatihan dan magang sesuai

ket uharn,

7.Menerapkan Sistem Penjaminan dan Pengendalien  Mutu dalam

melaksanakan pelay s

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Meningkatkan jumlah sampel untuk verifikasi muta produk unggulan
dacrah.

Arah Kebijakan

Arah HKebijkan terkait dengan itugas dan fungsi serta urusan pemcrintahan

daerah pada UPT Peorlindungan Tanaman Pangan dan Hortilcultura adalah

sebagai berikut:

1.

o

Laboratorium mempunyal komitmen unfuk melaksanakan kebijakan
berdasarkan  sistom  mutu  laboraterium  scsuai  dengan  pedoman
IBO/IEC 17025:2017.

Laboratorium memberikan pelayvanan pengujian yang mengutamakan
it dan kepuasan pelanggan,

Pekerjaan pengujian dilaksanakan dengan Kejujuran, teliti, copat, tepat
dan axwrat serta efisiensi dulam menggunakan sumber daya.

Dalam memberikan pelayanan, laboratorium tidak membedakan asal
conloh sehingga pengujian bersffat independen, bebas dari tekanan
komersial dan konflik kepentingan pribadi serta segala tekanan lain
vang mempengaruhi  keabsah:an hasil uji, dan  seharuh mformasi
tergamin kerahasiaanm ra

Untuk meningkatlkan kinerjanyva, laboratoriuam  terus  berusaha
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sesuai  dengan

kemajuan ilmu pengotahuean dan teknelogl.

{{i]



Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Tujuan
Terwujudnya
Laboratorium
FPenguji vang
Profesional,
Ungg A dalam
kinerja dan
Berstandar
nlernasional

Arah Kebipkan

Meningkatkan
jejaring
laboratorivm

| dengan melakukan

promosi produk

unggulan
laboratorium

Sasaran | Strategi
Meningkatnya | Peningkatan
kepuasarn upaya
pelanggar proamasi/

PEMasSArall
laboratoriv/
Penambahan
jelaring
| labaratoriim
Meningkatnva | Peninglkatan
mutun pelayanan
pelayanan laboratorium
laboratorium

Meningkatkan

layanan konsumen |

Peningkatan
Kapabilitas
SOAT

I Peninglkatan
SArArna
prasarana
laboratorium

Meningkatrkan
Kompetens! SDM
laboratorivm |
sesual dengan
standar
Meningkatkan
ketersediaan

Meningkatlkan
ketersediaan alat-
alai laboratenium
sesual slandar
Meningkatkan
ketersediaan |
SArana prasarana ‘

bahan standar _‘

penunjang
pelavanan

Meningkatkan
upaya
prengembangan
dan pemeliharaan
sarana prasarana
laboratorium

I

[ Peningkatan
penerapan
Sistem
Mana jemen
Mutu secara
konsisten

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan Rencana

program,

keglatan,

subkegiatan

Meningkatkan
komitmen SDM
laboratorium

untuk menerapkan
SMM secara

| kounsislen

beserta kinena,

ndikator, target dan pagunya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

vang mengatur

terkail

kegidlan dan pemutakhirannya,

depgan

nomenklatur

program/kegiatan/zub



A, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Program mi dimaksudkan untuk menunjang urusan perangkat daerah

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hertikuliura di bidang Pertanian

Tahun 2024-2026 sebagai berikut;

)

Kinerja Program: Menunjang urusan pemerintahan daerah melalu

kinerja layanan BLUD.

Indikator Program: Jumlah layenan BLUD yang mendukung urisan

pemenmahan daerah.

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Tahun 2024-2028 adalah sebaga

berilout:

9

d

Kinerja Keglatan: Meningkalnya layvanan BLUD.

Indikator Kegiatan: Jumlah layanan BLUD yang ditingkatkan

3. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tahun 2024-

2028 adalah sebagai berikut:

&

Kinerja Sub Kegiatan: Tersedianyva Pelayanan dan  Penunjang
Pclas ranan BLUD,

Indikator Sub Kegiatane Jumlah layanan dan penunjang layanan
BLUD vang disediakan

I8
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C. BAB V RENCANA KEUANGAN

BLUD merupakan bagian dari Pengelolszan Keuangan Daerah, berupa
kekayaan daerah vang tidak dipisahkan dan dikelola untuk menyvelenggarakan
Kegiatan BLUD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perumd:ang-
undangan dan menyusun rencana bisnls dun anggaran serta Lapotan keuangan

BLUD disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai
belanja BLUD yang bersangkutan. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang
diperoleh dar  aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD  seswa
kchutuhan, Retribusi dipungut atas pelayanan wang diberikan oleh BLUD,
pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disctorkan ke rekening kas BLUD

seslal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana bisnis dan anggaran serla laporan keuargan dan Kinerja BLUD
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak torpisahkan dari rencana kerja
dan anggaran, APBD scria laporan keuangan dan Kinerj Pemerintah Daerah.
Gambaran Proyekst keuangan 3 (lima) tahunan vang memuoat perkiraan capalan
kinerpa keuangan tahunan selama 3 (hma) tahun, adalah sebagal berikut:

Tabel 5.1, Sumber Pendapatan Layanan UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura 5 tahun terakhir [2019-

2023)
! | Capaian (Rp) :
| Tahun T;arg-e_t_ Realisasi | %
i 2019 35,000,000, - 213,800,000 - | 610
2020 35,000,000 - 146,900,000.- 419 |
|_2{}21 42,SDD,UbD,— 264,300,000,- 622
2022 70,000,000~ | 291,300,000~ | 416
2023 85,000 000 FTO00.Q00 - | 0 I

Sumber pendapatan keuuangan UPT Perlndungan tanaman Pangan dan
Hortikultura sebagai Badan Layanan Umum berasal dari Jasa Layanan, Hibah,
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara,
kerjasama dan lainnya sepert tertuang pada Tabel 5.2, dengan perincian:

a Jasa Layanan

adalah semum penerimaan delam bentuk kas vang merupaksn pendapatan

|



yung berhubungan dengan jasa pelayanan.

1libah

Bantiran berupa barang, Uang, jasa yang berasal dan Pemermtah Pusat,
Pemerintah Daerah Lain, Masvarakat, Badan Usaha dalam maupun luar
gL,

Arp_garman Pendapaten Belanja Daerah

UPT  Perlindungan  tanaman  Pangan dan  Hortikulfura  adalah Unit
Pelayvanan Teknis milik Pemerintah Provinsi Riau untuk pelayanan publik
daiam bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sehingga
meskipun berbentuk BLUD tetap mendapatkan subsidi dari Pemerintah
Provinsi Riau sampai ditemukan pendapatan UPT Perbindungan tanaman
Paingan dan Hortikultura bisa mencukupi kebutuhan layanan.

Bantuan APBD berupa; bahan kimia, pcngadaan/pemeliharaan peraiatan
uji/kalibrasi dan pemehlharaazn serla pembangunan sarana prasarans
tertentu.

Angearan Pendapatan Belanja Negara

Pendapatan yang berasal darl pemerintah dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi dan/atau tgas pembantuan dan laln-lain,

Hagzil Kerjasama

Berupa perolehan dar kerjascama operasional, sewa menyewa dan usaha
lainnya.

Lain -lainnya yang sah

Lain-lain  pendapatan BLUD yang sah aniara lain  hasil penjualan
kekayaan, hasill pemanlaatn kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga,
keuntungan selisih nilai rukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi
potongan ataupun benfuk lain sebagal akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang danjatau jasa oleh BLUD; dan hasil investasi,

Tabel 5.2. Estimasi Sumber Pendapatan Layanan UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortiknltura 3 {tiga) tahun kedepan

MO | Sumber L e
2024 2025 2026

Jasa
1 Layanan 156.000.000 200 . 000.000 230.000.000

2 Hibal - G

3 | APRI2 400000000 S00.0006.000 6. 000.000

4 1 APBN - 100.000.000 173000000

2%



Riaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

Biaya operasicnal mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUIY dalam

rangka menjalankan tugas dan fungsi. Dalam ranghka menjalankan [unygsi-

fungsi laboratorium UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura di

Provinsi Riamu, maka perkiraan/proveksi belanj sclama kurun waktu 3 (tgaj

tabun herdasarkan data anggaran belanp adalah sebagal berikut:

Tabel 5.3, Rencana dan Target Pembelanjaan Laboratorium UPT
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hostikulinra 3 (tiga) tahun
ke depan

Kegiatan

2024

2025

2026

Eelanja

(Rp)

Target
[e)

Belan ja

Rp!

Target
{7}

Belanja
{Rp}

Target
(%

Peningkatan

Barana dan

Prasarana

- Bahan Kimia

-Bahan Isi
Tabung Gas

- Alay
Laboratorinm

« Alat Tualis
Kanior

- Alat dan
bBahan

- Keplalan
Kanfor
Lainnva

250.000.000

100

250,000 . 000

100

SO0 000 000

14x]

Pongembangan
Layanan
Pengujian
- Alat
Laboratorivum
- Audit
Internal/Kaji
Ulang
Manajemen
Assesmen/
Witnes aleh
Asesor KAN
-Jasa
Kaithras
-Jasa Auditf
Surveillenos
IS

THODGHO0

100

75,000,000

100

100,000 000

100

Pemarrnitailan

AMutua Produk

- Persia fan can
Evaluias
Telenis

- Perjalanan
Dinas
Pongambilan
Sampel
Produk

700000

100

75,000,000

100

100.000.000

100

Jumnilah

400.000.000

300.000.000

600.000.0040
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E. BAB VI PENUTUP

Dengan ridho dan rahmat Allah SWT, Roncana Srategis UPT Perlindung:an
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2024-2026 telah
disusun sebagai salah satu persyaaratan administrasi untuk menerapkan PFPK-
BLUD sesuai yang diamanatkan oleh FP No. 58 Tahun 2005 terakhir diibah
dengan FP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. ™ Tahun 2012,

Rencana Srategis UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
provinsi Riau tahun 2024-2026 memuat kajian strategis dan penetapan
kebipkan stratems dan prediksi kegiatan  laboraterium UPT Ferlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk lima lahun ke depan, dengan
merperhatikan  asumsi makro dan mikro. Beberapa indikator keberhasilan
pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagal larget vang harus dicapai. Untuk
impicmentas]! Kencana Strategs tersebut dibutuhkan komitmen vang tinggl,
kerp keras, dedikasi dan loyelilas dart seluruh jajaran pegawal laboratorivm.
Tidals saja sehagal pedoman perencanaan tahunan tetapl reuntsa Juga dapar
menjadi pedoman dasar dalam evaluasi den pelaporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan selama lima tahun ke depan.

Mudah -mudahan Rencana Strategis UPT Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Riau mi dapat mengantarkan laboratorinm UPT Perlindungan Tanamat Pangan
dan Horlikullura menjadi lebih balk dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakai seirta memperoleh dukungan penuh dati seluruh  stokehwlders
teutama Pomcerintah Provinsi Riaw,

Masukan serta kriltkk yung bersifrat membangun kranva dapat menjadi
bahan cvaluasi bagi perbaikan penyusunan rencana strategis i masa yang
akan datang, Dengan Penyvusunan rencana strategis UPT  Perlindungan

Tanaman Pangan dan Hortkulhura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinst Riau,
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